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Kata Pengantar Edisi Kedua

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Pertama dan utama sckali kami sampaikan puji syukur ke hadirat Allah subhanahu
wa ta’ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya sajalah
buku ini dﬂpat kita selesaikan scbag:u'm:ma yang direncanakan. Pcnghurg:um dan
terima kasih saya sampaikan kepada seluruh penulis, editor, dan pihak terkait yang
menginvestasikan waktunya demi tersusunnya referensi ini. Secara khusus, kami turut
menghargai kontribusi rekan kerja kami, German International Cooperation (GIZ),
dalam menjadikan penyusunan buku teks hukum persaingan usaha ini sebagai bagian
dari prioritas di organisasi tersebut.

Buku ini mcrupak:m edisi penyempurnaan dari buku teks yang pertama kali kami
publikasikan pada tahun 2009. Buku ini merupakan simbol penyatu bagi perbedaan
pandangan-pandangan akademisi dan praktisi hukum dalam menterjemahkan berbagai
aspck dalam hukum persaingan usaha Indonesia, dan memahami bagaimana otoritas
persaingan usaha menggunakan aturan tersebut.

Saya ingat bahwa pada sepuluh tahun pertama implementasi undang-undang
persaingan usaha, bidang ilmu hukum dan ckonomi persaingan usaha belum berkemb:mg
seperti yang diharapkan. Lembaga pendidikan tinggi masih mengajarkan ilmu hukum
persaingan usaha sccara terbatas. Pengajaran dilaksanakan berdasarkan pemahaman
terbatas para pengajar, schingga ridak jarang pc‘mnhnm:m satu universitas atas substansi
hukum persaingan tertentu berbeda dengan universitas lainnya. Dikala itu, para
komisioner KPPU bekerjasama dengan beberapa pakar hukum untutk membuat suatu
referensi yang akan mcnjadi pegangan bersama. Scjak itulah buku teks hukum persaingan
usaha disusun.

Buku teks ini merupakan suatu produk yang sangat kami banggakan. Karena
kami percaya bahwa h:my:l Indonesia yang memiliki buku teks hukum persaingan usaha
yang dikeluarkan olch otoritas persaingan usaha dan digunakan secara nasional. Saat ini,

buku teks tersebut tidak hanya digunakan oleh kalangan universitas, namun juga oleh
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hakim pengadilan dan prakeisi hukum. Serta menjadi acuan utama dalam penyusunan
kurikulum hukum persaingan usaha di universitas dan pendidikan reguler bagi hakim
Pcngadi]zm Negeri.

Edisi kedua ini disusun memperhatikan perkembangan signifikan yang terjadi
sejak tahun 2010, khususnya dengan dikeluarkannya Peraturan Pemeritah No. 57/2010
rentang Penggabung:m atau Peleburan Badan Usaha dan Pcngambilzm Saham Perusahaan
yang dapat Mengakibatkan terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Schat, Peraturan KPPU No. 1/2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, berbagai
pedoman pasal baru, berlakunya komunitas ckonomi ASEAN, dan wacana amandemen
atas undang-undang persaingan usaha.

Diharapkan buku ini kedepan dilengkapi dengan berbagai turunan dari suatu
buku teks, seperti silabus maupun presentasi berstandar atas semua substansi dalam
buku tersebut. Guna membantu meringankan beban para akademisi schingga dapat
meningkatkan alokasi sumberdayanya pada pengembangan berbagai metodologi analisa
melalui penclitian dalam bidang hukum dan ckonomi persaingan usaha. Sekali lagi, kami
memberikan apresiasi yang scbcsar—bcsarnya bagi para pcnulis buku edisi pertama dan
kedua ini, editor, serta berbagai pihak yang terlibat di dalamnya.

Terima kasih, dan selamat menikmati sajian keilmuan ini.

Jakarta, Agustus 2017

Ketua KPPU,
Dr. Muhammad Syarkawi Rauf
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Kata Pengantar Edisi Kedua

Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Deutsche Gesellschaft fir Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH adalah organisasi yang
memberi bantuan teknis di bidang perkembangan berkelanjutan melalui proyek-proyek
yang diimplementasikan di lebih dari 130 negara di seluruh dunia. Indonesia adalah
negara mitra prioritas dari kerjasama internasional Jerman, dan GIZ telah bekerja di
Indonesia sejak tahun 1975.

Berdasarkan penugasan oleh Kementerian Federal Kerjasama Ekonomi dan
Pembangunan, Republik Federal Jerman, GIZ telah kerjasama dengan Persatuan Negara-
Negara Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations, ASEAN) SCjle( tahun 2011
untuk mendorong hukum persaingan usaha yang schat dan adil di sepuluh negara
ASEAN. Bantuan yang diberikan dalam rangka proyek “Competition Policy and Law in
ASEAN” di:mt:n‘:mya mcmpcrkuut keran gk:\ hukum dan kcbijak:m serta mcmbcrd:\ynkan
kapasitas institusi terkait guna penerapan hukum persaingan usaha yang efekeif” dan
efisien. Selain itu, GIZ memfasilitasi dialog dan kerjasama antar negara di tingkat
regional maupun internasional, misalnya di ASEAN Experts Group on Comeptition (AEGC)
atau International Competition Network (ICN).

Indonesia sendiri menduduki posisi penting sebagai negara pertama di ASEAN
dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktck
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta dibentuknya Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU) pada tahun 2000. Sejak akhir tahun 1990an, Jerman mendukung
pengenalan dan penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia, dengan ahli-ahli dari
Federal Cartel Office dan Federal Court of Justice Jerman yang telah dikirim ke Indonesia
untuk membantu merancang undang-undang persaingan usaha serta memberi naschat
kepada KPPU dan Mahkamah Agung.

Publikasi berjudul “Hukum Persaingan Usaha — Antara Teks dan Konteks: Edisi
Kedua” adalah hasil kolaborasi antara GIZ dan KPPU selama bertahun-tahun ini dan
ditujukan sebagai bahan ajar yang komprechensif dan memenuhi standar pemahaman

internasional pada lembaga perguruan dan pendidikan tinggi lanjutan. Buku teks ini

Buku Teks Hukum Persaingan Usaha



disusun oleh bcrbagai akademisi dan mcrupak:m tindak lanjut dari buku yang telah
diterbitkan pada tahun 2009. Kelengkapan dan kemutakhiran sangac diperlukan
berkaitan dengan beberapa pengembangan di substansi UU No. 5/1999 maupun di
peraturan-peraturan prosedural di Indonesia. Selanjutnya, sembilan negara anggota
ASEAN memberlakukan undang-undang persaingan usaha, sesuai dengan komitmen dan
target Mz{syamkat Ekonomi ASEAN (MEA). Oleh karena itu, beberapﬂ pembaruan dalam
publikasi ini dilakukan dengan menyesuaikan pada perkembangan ckonomi dan dunia
bisnis yang dinamis, dan memperhatikan konteks khusus di Indonesia.

GIZ bangga telah mcnjadi bﬂgian dari buku teks ini yang menjawab kebutuhan
para akademisi dan ahli persaingan usaha di Indonesia, terutama scjak didirikannya
jaringan akademisi di bidang ini. Kami dengan senang hati menyampaikan penghargaan
kepada semua kontributor yang telah menyumbangkan pcmikiran dan keilmuan mereka.
Dengan keyakinan bahwa pendidikan berperan penting untuk meningkatkan kesadaran
dan pemahaman tentang manfaac dari persaingan usaha dan kaedah-kaedah ckonomi
yang mendasarinya, kami berhﬂmp bahwa publikasi ini akan bcrguna dan berharga bagi
para mahasiswa maupun dosen dalam mempelajari dan mengajarkan hukum persaingan
usaha. Semoga terbitan buku teks ini seiring berkembangnya hukum persaingan usaha

menjadi salah satu pilar perckonomian di Indonesia dan di seluruh ASEAN.

Jakarta, Agustus 2017

Sita Zimpel, M.A.
GIZ Principal Advisor
Competition Policy and Law in ASEAN (CPL) Project
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Persaingan usaha adalah salah satu faktor penting dalam menjalankan roda perckonomian suatu
negara. Persaingan usaha (persaingan) dapat mempengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan
perdagangan, industri, iklim usaha yang kondusif, kepastian dan kesempatan berusaha, efisiensi,
kepentingan umum, kesejahteraan rakyat dan lain sebagainya.' Para ckonom mengatakan bahwa
persaingan dalam mekanisme pasar akan memacu pelaku usaha berinovasi untuk menghasilkan
produk yang bervariatif dengan harga bersaing dan akan dapat menguntungkan produsen maupun
konsumen.* Persaingan diharapkan menempatkan alokasi sumber daya yang sesuai dengan
peruntukannya dengan efisien serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Persaingan ditentukan oleh kebijakan persaingan (competition policy)?  Undang-undang
persaingan usaha di berbagai negara umumnya berfokus pada kepentingan umum dan kescjahteraan
rakyat (consumer welfare). Kebutuhan akan adanya suatu kebijakan dan undang-undang persaingan
usaha menjadi faktor menentukan jalannya proses persaingan. Hukum persaingan kerap menyatakan
bahwa proses persaingan adalah fokus penting dibandingkan dengan perlindungan terhadap pelaku
usahanya. Robert Bork, pemikir dan hakim terkemuka yang banyak memberikan landasan dalam

hukum persaingan mengatakan:

“Why should we want ro preserve competition anyway? The answer is simply thar competition provides
society with the maximum output thar can be achieved ar any given time with the resources as its
command. Under a competitive regime, productive resources are combined and separated, shuffled
and reshuffled in search for greater profits through greater efficiency. Each productive resources
moves to that employment, where the value of its marginal product, and hence the recurn paid ro it,
is greatest. Output is maximized because there is no possible rearrangement of resources that could
increase the value to consumers of total output. Competition is desirable, therefore, because it assists
in achieving prosperous society and permits individual consumers to determine by their actions whar

goods and services they want most.””

Persaingan dalam dunia usaha berarti upaya mendapatkan keuntungan dalam suatu
mckanisme pasar’ di mana hasil akhirnya akan dinikmati olch konsumen misalnya dalam bentuk
harga murah, variasi produk, pelayanan, ketersediaan, pilihan dan lainnya.¢ Persaingan dideskripsikan

sebagai berikut:

“A situation in a market in which firms or sellers independently strive for the patronage of buyers in
order to achicve a particular business objective, eg. profis, sales andfor market share. Competition
in this context is often equated with rivalry. Competitive rivalry between firms can occur when
there are two firms or many firms. This rivalry may take place in terms of price, quality, service or
combinations of these and other factors, which customers may value. Competition is viewed as an
important process by which firms are forced to become ¢fficient and offer greater choice of products
and services at lower prices. It gives rise to increased consumer welfare and allocative efficiency.

It includes the concepr of “dynamic efficiency” by which firms engage in innovation and foster

1 Bab 11 Asas dan Tujuan, Pasal 2 dan 3 UU No. 5 Tahun 1999.

2 FEM. Scherer & David Ross, Industrial Market Struccure and Economic I’crfm‘nmm‘c, Houghton Mifflin Company,
Boston, 1990, hal. 2-3.

3 Elanor Fox, Memorandum Kepada Pembuat Kebijakan di Indonesia, tidak dipublikasikan, 1999, hal. 7-9.

4 Robert Bork and Ward S. Bowman, The Crisis in Antitrust, Columbia Law Review, Volume 63, 1965, hal. 363
- 365.

5 Peter Asch, Industrial Organization and Antictruse I’o[icy7 John \‘(r"i]]c)' & Sons Inc, Canada, 1983, hal. 13-14.

Scbng:limzmzl dikatakan, "Under the assumptions of traditional price rhcory, u”firm.\' seeck maximum prof B
6 R. Shyam Khemani, A Framework For the Design and Implementation of Competition Law and Policy, World Bank,
\K"n.shington DC, USA & OECD, Paris, 1998, hal. 5.
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technological change and progress.””

Pelaku usaha dapat mempengaruhi pasar dan mengakibatkan pasar terdistorsi karena
perilakunya. Alfred Marshal dalam buku T. Burke et al., seorang ckonom terkemuka mengusulkan
agar istilah persaingan digantikan dengan “economic freedom” (kebebasan ekonomi) dalam
menggambarkan atau mendukung tujuan positif dari persaingan usaha.® Oleh sebab itu persaingan
diartikan hal yang positif scbagai jawaban terhadap upaya mencapai equilibrium.? Sistem ckonomi
apa pun yang dipergunakan akan menghadapi pertanyaan mengenai penentuan produksi (termasuk
jumlah), apa yang akan diproduksi, bagaimana outpur didistribusikan dan bagaimana menentukan
pertcumbuhan per kapita.

Dalam upaya menjawab pertanyaan tersebut harga merupakan faktor yang kompleks karena
berhubungan dengan kebebasan konsumen membeli apa pun yang mercka butuhkan, kebebasan
produsen memproduksi dan kebebasan pemilik sumber daya menggunakan sumber daya. Dalam

10

sistem harga maka pertanyaan di atas akan terjawab melalui mekanisme pasar.® Economic efficiency"
adalah deskripsi yang menggambarkan upaya pencapaian tujuan kesejahteraan™ yang maksimum
ataupun upaya mendapatkan nilai maksimum® dari sumber daya masyarakat yang terbatas dan
dipergunakan untuk mengukur economic welfare.* Walaupun persaingan akan berdampak terhadap
pelaku usaha yang kalah di pasar tetapi persaingan tetap dianggap sebagai mekanisme tepat dalam
ckonomi untuk mencapai kesejahteraan melalui alokasi sumber daya yang maksimum.
Kenyataannya tidak demikian. Karena banyak hal yang terjadi yang mempengaruhi
mekanisme pasar dan akhirnya menghasilkan kenyataan model pasar yang berbeda. Artinya pasar
dipengaruhi oleh perilaku pemain pasar itu sendiri. Apakah melalui mekanisme persaingan, ataupun
menghindari persaingan dengan jalan kolusif atau menghambat persaingan dengan melakukan
tindakan curang. Olch sebab itu kebutuhan akan adanya kebijakan dan undang-undang persaingan
sangat dibutuhkan untuk mengatur perilaku pelaku usaha agar dapat bersaing secara schat yang

dijamin oleh hukum.

1.1 SEJARAH PENTINGNYA PERSAINGAN USAHA

Sctelah runtuhnya sistem ckonomi perencanaan di Eropa Timur lebih dari satu dasawarsa

yang lalu, banyak negara dunia ketiga juga mulai memilih kebijakan ekonomi yang baru. Negara

7 Glossary of Industrial Organization Economics and Competition Law, English Version, OECD, Paris, 1996.

8 T. Burke et al., Competition in Thcory and Practice, Routlcdgc, (3hupm:m and Hall, Inc., 1991, hal. 5, 25.

9 George Stigler, Perfece Comperition, Historically Contemplated, The Journal of Political Economy, Volume 6,
Issuc 1, Februari, 1957, hal. 1-3.

10 Ibid., hal. 9-12.

11 Ibid., hal. 29.

12 Indikator dari kc.scjuhtcrzmn dilihat dari ](cuntungnn yang diterima konsumen (surp]us konsumen) dan
keuntungan yang diterima produsen (surplus produsen).

13 Robert H. Bork, The Goals of/\n[i[ru.\'t I’o[icy, The American Economic Review, Volume 57, Issue 2, Papers and
I’rocccdings for the 79th Annual Meeting of the American Economic Associations, May 1967, hal. 244. Lihac juga Frank
H. Easterbrook, The Limits of/\nti[rus[, Texas Law Review, Volume 63, 1984, hal. 1-40.

14 Avery Wiener Katz, Foundation of the Economic Approach to Law, Oxford University Press, 1998, hal. 39. Lihat
juga Edwin Mansfield, I’rincip[c.\' ()f;\Iicmccono:nicx, WW Norton & Company, New York, ';1‘d Edition, 1980, hal. 379, Giles
Burgess H. Jr, The Economics of}(cgula[iml and Ancitrust, Harper Collins (:ollcgc Publishers, 1995, hal. 28 dan Dennis W.
Carlton & Jcﬁ]‘c}' M. Perloft, Industrial Organization, Harper Collins Co]]cgc Publishers, 1994, hal. 83. Economic Wclfarc
adalah untuk mcnggz\mbzu‘k:m alokasi sumber dzl)':l dan masalah kcbiizlkz\n pub]ik mengenai distribusi kckzlynzm. Hal

ini tercapai bila pcmbc]i dan pcnjuﬂl bebas mcnd:\p:\tk:m kcpcl‘ntil‘lg:\nn)‘u melalui transaksi dcngun yang 1;xinnyn, bila

mercka semua rasional dan membuat l{cputusnn berdasarkan informasi yang benar. Bila pasar mcnun]ukl(:m dan ridak

ada ](:\p:lslt:\s berlebihan dalam permintaan dan Supp[y, maka dik an bahwa alokasi sumber daya mencapai cfisiensi.

15 Untuk lebih icl:ls lihat argumentasi Herbert Hovcn](ump, Distributive Justice and The Antitrust Laws, 51 George
\X/'zlshington Law Review, November 1982, hal. 28.
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berkembang semakin sering memanfaatkan instrumen-instrumen seperti harga dan persaingan,
untuk meningkatkan dinamika pembangunan di negara masing-masing. Hal ini discbabkan olech
pengalaman menyedihkan dari kegagalan birokrasi, yang terlalu membebani pemerintah dan
penjabat negara dalam sistem ekonomi terencana. Seperti negara-negara bekas blok timur, negara-
negara berkembang juga harus membayar mahal akibat kebijakan ekonomi perencanaan ini yang
dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat mereka. Inilah akibat penyangkalan terhadap
prinsip ckonomi yang melekat pada sistem ekonomi terencana padahal prinsip tersebut merupakan
syarat mendasar bagi akrivitas ckonomi yang schat.

“New deal” dalam kebijakan ckonomi banyak negara berkembang ingin mengakhiri
pemborosan sumber daya semacam ini. Kebijakan ckonomi baru yang dialami olch negara-negara
dunia ketiga yang sudah terlebih dahulu memanfaatkan instrumen-instrumen pasar dan persaingan
dalam membangun ckonomi bangsa. Dewasa ini sudah lebih 130 negara di dunia yang telah memiliki
undang-undang persaingan dan antimonopoli. Langkah negara-negara terscbut, sementara mengarah
pada satu tujuan yaitu meletakkan dasar bagi suatu acuran hukum untuk melakukan regulasi guna
menciptakan iklim persaingan usaha yang schat. Persaingan usaha yang schat (fair comperition)
merupakan salah satu syarat bagi negara-negara mengelola perckonomian yang berorientasi pasar.

Inti dari ckonomi pasar adalah desentralisasi keputusan, berkaitan dengan “apa”, “berapa
banyak”, dan “bagaimana” produksi. Ini berarti individu harus diberi ruang gerak tertentu
untuk pengambilan keputusan. Suatu proses pasar hanya dapat dikembangkan di dalam strukeur
pengambilan keputusan yang terdesentralisasi artinya bahwa terdapat individu-individu independen
dalam jumlah secukupnya, yang menyediakan pemasokan dan permintaan dalam suatu pasar, karena
proses pasar memerlukan aksi dan reaksi pelaku usaha yang tidak dapat diprediksi. Ini adalah
satu-satunya cara untuk menjamin bahwa kekeliruan perencanaan oleh individu tidak semakin
terakumulasi schingga akhirnya menghentikan fungsi pasar sebagai umpan balik.

Kecenderungan dan kegandrungan negara-negara di dunia terhadap pasar bebas telah
diprediksikan sebelumnya oleh Francis Fukuyama pada era tahun 1990-an. Menurut Fukuyama,
prinsip liberal dalam ekonomi pasar bebas, telah menyebar dan berhasil memproduksi kesejahteraan
material yang belum pernah dicapai secbelumnya. Kedua hal tersebut terjadi di negara industri dan di
negara berkembang. Padahal menjelang Perang Dunia II, negara-negara tersebut masih merupakan
negara dunia ketiga yang sangat miskin. Oleh karena itu, menurut Fukuyama sebuah revolusi liberal
dalam pemikiran ckonomi kadang mendahului dan mengikuti gerakan menuju kebebasan politik di
seluruh dunia.” Bagaimanapun juga, untuk memastikan terselenggaranya pasar bebas versi Fukuyama
tersebut, rambu-rambu dalam bentuk aturan hukum, tetap perlu dipatuhi olch para pelaku usaha.

Salah satu esensi penting bagi terselenggaranya pasar bebas tersebut adalah persaingan para
pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam hal ini persaingan usaha merupakan
scbuah proses di mana para pelaku usaha dipaksa menjadi perusahaan yang efisien dengan
menawarkan pilihan produk dan jasa dalam harga yang lebih rendah. Persaingan hanya terjadi kalau
ada dua pelaku usaha atau lebih yang menawarkan produk dan jasa kepada para pelanggan dalam
sebuah pasar. Untuk merebut hati konsumen, para pelaku usaha berusaha menawarkan produk dan
jasa yang menarik, baik dari segi harga, kualitas dan pelayanan. Kombinasi ketiga faktor tersebut
untuk memenangkan persaingan mercbut hati para konsumen dapat diperoleh melalui inovasi,

penerapan teknologi yang tepat, serta kemampuan manajerial untuk mengarahkan sumber daya

16 Knud Hansen et al. Undangzb"ndang Larangan Prakeik :’\/[onopo[i dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Kartalis-
I’ub]ishingzl\’lcdiﬂ Services, 2002, hal. 6.

17 Francis Ftlkuynmzl, The end of History and The Last of Man, Kemenangan I\'apimli.\'mc dan Demokrasi Liberal,
ditcl‘jcmuhl\’:m oleh Amirullah, Cetakan Ketiga, Qalam, Yogyak:u‘tn, 2004, hal. 4.
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perusahaan dalam memenangkan persaingan. Jika tidak, pelaku usaha akan tersingkir secara alami
dari arena pasar.

Sementara itu para ckonom dan praktisi hukum persaingan sepakat bahwa umumnya
persaingan menguntungkan bagi masyarakat. Pembuat kebijakan persaingan pada berbagai jenjang
pemerintahan perlu memiliki pemahaman yang jelas mengenai keuntungan persaingan, tindakan apa
saja yang dapat membatasi maupun mendorong persaingan dan bagaimana kebijakan yang mereka
terapkan dapat berpengaruh terhadap proses persaingan. Pemahaman ini akan membantu pembuat
kebijakan untuk bisa mengevaluasi dengan lebih baik apakah kebijakan tertentu, misalnya dalam
hukum persaingan usaha atau perdagangan menciptakan suacu manfaat luas bagi rakyat.

Agar persaingan dapat berlangsung, maka kebijakan ckonomi nasional di negara berkembang
pertama-tama harus menyediakan sejumlah prasyarat yaitu mewujudkan pasar yang berfungsi dan
mekanisme harga. Dalam konteks tersebut, yang dituju adalah penyediaan akses pasar sebebas
mungkin dan pada saat yang sama menyediakan insentif untuk meningkatkan jumlah pengusaha
nasional. Tingkat integrasi sejumlah pasar setempat dan regional juga harus ditingkatkan melalui
peningkatan infrascruktur negara (misalnya jaringan komunikasi dan transportasi). Akhirnya, suatu
kebijakan moneter yang berorientasi stabilitas merupakan prasyarat bagi berfungsinya ckonomi
persaingan. Hanya dengan cara ini distorsi persaingan yang berpotensi melumpuhkan mekanisme
harga dapat dihindari.

Dapat dipahami mengapa dalam pasar bebas harus dicegah penguasaan pasar olch
satu, dua, atau beberapa pelaku usaha saja (monopoli dan oligopoli). Dalam pasar yang hanya
dikuasai oleh sejumlah pelaku usaha maka terbuka peluang untuk menghindari atau mematikan
bekerjanya mekanisme pasar (market mechanism) schingga harga ditetapkan secara sepihak dan
merugikan konsumen. Pelaku usaha yang jumlahnya sedikit dapat membuat berbagai kesepakatan
untuk membagi wilayah pemasaran, mengatur harga, kualitas, dan kuantitas barang dan jasa yang
ditawarkan (kartel) guna memperoleh keuntungan yang setinggi-tingginya dalam waktu yang relatif
singkat. Persaingan di antara para pelaku usaha juga dapat terjadi secara curang (unfair competition)
schingga merugikan konsumen, bahkan negara. Oleh karena itu, pengaturan hukum untuk menjamin
terselenggaranya pasar bebas secara adil mutlak diperlukan.

Pada bagian ini akan dijelaskan scjarah persaingan usaha di berbagai negara khususnya
Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Jerman, Australia, Uni Eropa dan Indonesia. Contoh-contoh ini

akan membantu memahami persaingan usaha dari pengalaman negara lain.

1.1.1 AMERIKA SERIKAT

Berbagai nama telah diberikan terhadap aturan hukum yang menjadi dasar terselenggarannya
persaingan usaha yang schat. Pada tahun 1890, atas inisiatif senator John Sherman dari partai
Republik, Kongres Amerika Serikat mengesahkan undang-undang dengan judul “Act to Protect Trade
and Commerce Againts Unlawful Restraints and Monopolies”, yang lebih dikenal dengan Sherman Act
disesuaikan dengan nama penggagasnya.

Akan tetapi, di kemudian hari muncul serangkaian aturan perundang-undangan scbagai
perubahan atau tambahan untuk memperkuat aturan hukum sebelumnya. Kelompok aturan
perundang-undangan tersebut diberi nama “Antitrust Law”, karena pada awalnya aturan hukum
tersebut ditujukan untuk mencegah pengelompokan kekuatan industri-industri yang membentuk
“crust” (gabungan beberapa perusahaan) untuk memonopoli komoditi strategis dan menyingkirkan
para pesaing lain yang tidak tergabung dalam orust tersebut. Antitrust law terbukti dapat mencegah

pemusatan kekuatan ckonomi pada sckelompok perusahaan schingga perckonomian lebih tersebar,
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membuka kesempatan usaha bagi para pendatang baru, serta memberikan perlindungan hukum bagi

tcrsc]enggaranya proses pcrsaing:m yang bcrorientasi pada mckanismc pasar.

1.1.2 JEPANG

Pada tanggal 14 April 1947, Majelis Nasional (Diet) Jepang mengesahkan undang-undang yang diberi
nama “Act Concerning Prohibition of Private Monopoly and Maintenance of Fair Trade” (Act No. 54 of 14
April 1947). Nama lengkap aslinya adalah Shiteki Dokusen no Kinshi Oyobi Kosei Torihiki no Kakuho ni
Kansuru Horitsu, namun nama yang panjang disingkat menjadi Dokusen Kinshi Ho.

Dengan berlakunya undang-undang tersebut, beberapa raksasa industri di Jepang terpaksa
direstrukturisasi dengan memecah diri menjadi perusahaan yang lebih kecil. Raksasa industri seperti
Mitsubishi Heavy Industry dipecah menjadi tiga perusahaan, sedangkan The Japan Steel Corp
dipecah menjadi dua industri yang terpisah. Meskipun dalam era pemberlakuan Dokusen Kinshi
Ho, sempat terjadi gelombang merger (penggabungan), namun Industrial Structure Council, sebuah
lembaga riset industri di bawah Kementerian Perdagangan dan Industri (MITI) secara berkala
menerbitkan laporan praktik dagang yang tidak adil dan bersifat antipersaingan, baik yang dilakukan

olch perusahaan Jepang maupun oleh mitra dagangnya di luar negeri.

1.1.3 KOREA SELATAN

Pada tanggal 31 Desember 1980, Korea Selatan mengundangkan Undang-Undang No. 3320 yang diberi
nama “The Regulation of Monopolies and Fair Trade Act”. Melalui Dekrit Presiden yang dikeluarkan
tanggal 1 April 1981, undang-undang tersebut diberlakukan. Sekurang-kurangnya sudah tujuh kali
dilakukan amandemen terhadap undang-undang yang awalnya terdiri atas 62 pasal tersebut.

Korea Selatan sekarang merupakan sebuah kekuatan ekonomi yang di-perhitungkan dunia,
karena pengelolaan perckonomian yang berorientasi pada mekanisme pasar. Dibandingkan dengan
negara tetangganya (Korea Utara) yang masih fanatik dengan pola perckonomian terpusat sesuai

paham komunis, apa yang dicapai Korea Selatan adalah sebuah fenomena.

1.1.4 JERMAN

Scjak tahun 1909 Jerman memiliki Gesetz gegen Unlauteren Wettbewerb (UWG) (Undang-Undang
Melawan Persaingan Tidak Schat). Sesudah Perang Dunia II, terpecahnya Jerman menjadi Jerman
Barat dan Timur mcmpcngaruhi aturan hukum di bidang persaingan usaha, karena Jerman Timur
scbagai negara komunis tidak memerlukan aturan hukum seperti ini, karena semua kcgiat:m
ckonomi diatur olch negara secara terpusat. Sebaliknya Jerman Barat di bawah Menteri Ekonomi
Federal, Ludwig Erhard mcncrapkan sistem ckonomi sosialisme yang berorientasi pasar dan
mcwajibkan negara memberikan jaminan tcrhadnp kebebasan pasar melalui aturan hukum. Dengan
alasan itu, Parlemen, menyetujui diundangkannya Gesetz gegen Wettbewerbsbeschraenkungen (GWB)
(Undang-Undang Antihambatan Persaingan Usaha) yang olch para pelaku usaha di Jerman lebih
suka menyebutnya dengan Cartel Act. Dengan bersatunya kembali dua Jerman tersebut maka kedua
undang-undang tersebut berlaku di seluruh Jerman.

Praktik kartel pasar sudah tcrjadi di Jerman scjak lama. Baru pada saat mcmburuknya
hubungan ckonomi sctelah kekalahan perang dunia dan adanya tckanan dari publik pembuat
undang—undang akhirnya pada tahun 1923 tcrpaksa mcngambil inisitif’ mcngundangkan Peraturan
Kartel Tahun 1923. Peraturan Kartel tersebut mengatur larangan penyalahgunaan, tetapi pada waktu

itu praktis tidak bcrpcngaruh, karena kcnyata:mnya h:mya sedikit kasus kartel yang dihadapk:m
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dengan Peraturan Kartel 1923.

Bahkan hasilnya Peraturan Kartel tersebut melalui legalisasi kartel dan legalisasi pemaksaan
organisasi melawan pihak luar gerakan kartel di Jerman tidak dapat dihentikan, tetapi sebaliknya
semakin dituntut melakukan kartelisasi. Organisasi ckonomi Jerman dalam melakukan kartel secara
terpaksa berdasarkan Undang-Undang Kartel Paksa Tahun 1933 (das Zwangskartellgesetz von 1933).
Para negara sckutu baru pada tahun 1947 memperkenalkan Undang-Undang Dekartelisasi di Jerman.
Konsekuensi pelaksanaannya adalah kartelisasi tidak terjadi lagi, karena diperkenalkan iklim usaha
yang baru.

Sejak tahun 1950 Pemerintah Federal Jerman berusaha menghilangkan Undang-Undang
Dekartelisasi negara sckutu melalui Undang-Undang Kartel Jerman di mana titik poinnya terdapat
larangan kartelisasi dan pengawasan merger dan akuisisi. Baru pada tahun 1957 Gesetz gegen
Wettbewerbsbeschraenkungen (GWB) (Undang-Undang Antihambatan Persaingan Usaha) berhasil
diundangkan dan dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1958. Undang-undang ini sejak
diundangkan sampai sckarang sudah diamandemen tujuh kali dan telah dilakukan harmonisasi

dengan hukum persaingan usaha Uni Eropa.

1.1.5 AUSTRALIA

Australia memiliki sejarah yang berbeda ketika memberlakukan undang-undang hukum persaingan
mercka. Berdasarkan scjarah Common Law pada abad ke 17 sebenarnya telah mulai mengatur
mengenai perjanjian yang mengakibatkan proses persaingan terhambat. Kemudian terjadi
paradigma yang berubah mengenai hambatan persaingan yang berhubungan dengan kepentingan
umum maupun kebebasan sescorang melakukan perdagangan. Setelah itu pada abad ke 19 dokerin
modern diperkenalkan dengan menckankan pada kebebasan berkontrak yang merupakan refleksi
dari kepentingan umum. Sebagai akibatnya lembaga peradilan menetapkan ukuran “beralasan”
(reasonableness) dalam menentukan suatu keadaan.

Saat itu keuntungan ckonomi sebagai hasil dari proses persaingan yang dinikmati publik
diabaikan dan persaingan malahan dianggap scbagai sesuatu yang menakutkan. Keadaan inilah yang
kemudian menginspirasikan akan adanya kebutuhan undang-undang yang mengatur persaingan
yang schat. Undang-Undang Commonwealth mengalami perubahan baik dalam tingkat negara bagian
maupun Pemerintah Federal. Scluruh negara bagian kecuali Tasmania telah memberlakukan aturan
yang melarang tindakan yang menghambat persaingan. Tetapi dalam pelaksanaannya, The State
Acts tidak melakukan penegakan hukum dengan baik sedangkan negara bagian berkompetisi untuk
menarik perhatian industri. Demikian juga lembaga peradilan kurang berupaya agar pemerintah
negara bagian mengimplementasikan peraturan tersebut.

Pada tahun 1906 diundangkanlah The Australian Industries Preservation Act yang dipengaruhi
juga oleh Sherman Act dari Amerika. Tetapi pendekatan mengenai larangan dalam perundang-
undangan ini mendapat batasan karena konstitusi Australia. Hal ini disebabkan tidak adanya
yurisdiksi khusus yang menegaskan tentang larangan praktik monopoli dalam sistem hukum
Commonwealth.

Berdasarkan kewenangan kekuasaan, maka badan legislatif mengatur per-dagangan serta
kewenangan yang berhubungan dengan perusahaan asing atau keuangan perusahaan yang dibentuk
dalam Commonwealth. Pasal 4 dan 7 dibatasi hanya pada kombinasi dan monopoli yang berhubungan
dengan perdagangan dengan negara lain atau antar negara bagian dan Pasal 5 dan 8 ditujukan pada
larangan kombinasi antara hambatan persaingan pada negara Commonwealth bila kegiatan tersebut

dilakukan melalui perusahaan asing atau perdagangan atau perusahaan keuangan yang dibentuk
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dengan Commonwealth. Undang-undang ini akhirnya tidak begitu efekeif semasa melalui 2 perang
dunia, perubahan paradigma mengenai sistem ckonomi dan juga ketika masa depresi.

Pada tahun 1965, Australia memberlakukan Commonwealth’s Trade Practices Act dengan
menggantikan Undang-Undang Tahun 1906. Sejarah menunjukkan bahwa undang-undang ini
kemudian menghadapi beberapa permasalahan yang berkenaan dengan seputar isi Pasal 7 yang
berhubungan dengan Pasal 35 dan 36 mengenai batasan kegiatan perdagangan, kewenangan yang
diatur olch konstitusi, perdagangan antar negara bagian, perusahaan, territorial dan hubungan
dengan Commonwealth. Schingga pada tahun 1971 undang-undang ini digantikan dengan Restrictive
Trade Practices Act yang efektif berlaku pada tanggal 1 Februari 1972. Pada saat pemerintahan buruh
berkuasa, maka Restrictive Trade Practices Act menjadi undang-undang sesudah amandemen yang
substansial dilakukan pada tahun 1973 dan kemudian efektif diberlakukan pada tanggal 24 Agustus
1974. Masih terjadi juga amandemen minor pada tahun 1974 dan 1975 yang mengatur mengenai
substansi distribusi kartu kredit dan memberikan Pengadilan Industri kewenangan untuk melakukan
perintah.

Undang-Undang Tahun 1974 juga ditinjau olch berbagai komite yang dibentuk oleh Partai
Liberal Country pada 1 April 1976 dengan mempublikasikan Trade Practices Act Review Committee Report
pada 20 Agustus 1976. Laporan itu berisikan 139 reckomendasi yang diusulkan untuk mengamandemen
undang-undang. Amandemen yang dituangkan efektif berlaku pada 1 Juli 1977.® Menarik untuk
diamati bahwa Trade Practices Commissions dan Trade Practices Tribunal yang dibentuk berdasarkan
Undang-Undang Tahun 1965 tetap dipertahankan dalam substansi undang-undang ini. Tetapi fungsi
mereka yang diperluas pada Undang-Undang Tahun 1974 kemudian dibatasi pada amandemen tahun
1977

Di samping itu Australia juga memberlakukan Competition Policy Reform Act pada tahun 1995
yang melakukan perubahan cukup penting pada Trade Practices Act di mana pada intinya ruang lingkup
Bagian IV Trade Practices Act diperluas sampai dengan kegiatan usaha di tingkat Commonwealth,
pemerintah negara bagian dan territorial serta kegiatan bukan perusahaan (non corporate persons, sole
traders and partners).

Kemudian Trade Practices Commission digabung dengan Prices Surveilance Authority yaitu
badan yang didirikan untuk mengawasi pelaksanaan Prices Surveillance Act 1983 menjadi Australian
Competition and Consumer Commission atau ACCC. Pada umumnya ACCC bertugas berdasarkan
yurisdiksi yang diberikan oleh kedua undang-undang tersebut yang meliputi informasi pasar
termasuk keluhan mengenai pelanggaran undang-undang, memutuskan atau menolak usulan
rencana merger, memberikan masukan kepada pemerintah dan berdasarkan inisiatif juga melakukan
penyelidikan. Sedangkan tugasnya yang berhubungan dengan Prices Surveillance Act meliputi
penilaian usulan kenaikan harga dari berbagai organisasi usaha yang berada di bawah pengawasan
mereka, mengajukan pemeriksaan terhadap praktik harga, memberikan laporannya kepada menteri
Commonwealth, memonitor harga, biaya dan keuntungan industri atau usaha serta melaporkannya
kepada Menteri. Dalam pelaksanaan tugasnya ACCC lebih condong kepada upaya komunikasi,
konsultasi dan menentukan peraturan sendiri (self regulation). Komisi juga menentukan pemberlakuan
pengecualian dari undang-undang pada Bagian VII.

Salah satu fungsi dari Trade Practice Commission (yang sckarang dikenal dengan nama
Australian Competition and Consumer Commission — ACCC) adalah untuk menentukan aplikasi untuk

menyetujui permohonan melakukan perjanjian yang sifatnya cksklusif (exclusive dealing). Pemohon

18 Amandemen yang cukup signif‘lkzm adalah pc]uks:m:um Conciliation and Arbitration Act 1904 yang mcngutukﬂn
bahwa sengketa industri yang melanggar Pasal 45 D atau 45 E dapat dialihkan kepada Komisi Konsiliasi dan Arbitrase
8 yang 88 45 45 P !
atau Peradilan Negara Bagian atau Teritorial yang setara (Seate or Territorial Tribunal).
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dapat mengajukan permintaan kepada Trade Practice Tribunal untuk memeriksa kembali bila
pemohon keberatan terhadap putusan penolakan Komisi.

Pertimbangan untuk pemeriksaan kembali adalah menjadi fungsi sacu-satunya dari Tribunal.
Proses ini memungkinkan pelaku usaha yang kurang yakin apakah undang-undang juga mengatur
apa yang sudah diputuskan. Undang-undang menetapkan bahwa tidak ada kewajiban untuk dengan
sendirinya mengajukan permohonan dalam hal terdapat keraguan, oleh sebab itu pertanyaan
mengenai kewenangan akan memberikan kepastian. Bila tidak terdapat pelanggaran undang-undang,
maka tuntutan ganti rugi dapat diajukan schubungan dengan tindakan tersebut.

Trade Practice Commission (yang sckarang dikenal dengan nama Auscralian Competition and
Consumer Commission — ACCC) yang dibentuk pada tahun 1974 untuk menggantikan Office of the
Commissioner of Trade Practices yang dibentuk pada tahun 1965. Komisi ini terdiri dari ketua yang
bertugas penuh serta anggota yang bertugas penuh serta paruh waktu. Komisi didirikan berdasarkan
Amandemen Undang-Undang Tahun 1977 sckaligus memfasilitasi prosedur legal untuk Komisi ketika
menjalankan tugasnya. Amandemen juga merubah posisi anggota paruh waktu dengan anggota
associate, yang dapat diangkat berdasarkan keputusan ketua untuk menyelesaikan masalah tertentu.

Komisi bertanggung jawab melakukan pengawasan undang-undang dan sejak 1 Juni
1986 juga dapat melakukan permohonan kepada Peradilan Federal untuk kompensasi yang harus
dibayarkan kepada pihak yang menderita kerugian karena pelanggaran Bagian V undang-undang
(ketentuan mengenai perlindungan konsumen). Fungsinya kemudian diperluas kepada kondisi
mengenai kcwcnangan dan pcmbcritahuan pcrmohon:m, melakukan pcnclitian mengenai hal-hal
yang berakibat terhadap kepentingan konsumen dan diseminasi terhadap kepentingan perseorangan
mengenai kewenangan Komisi dalam melakukan pengawasan undang-undang. Komisi juga
mempublikasikan secara berkala informasi yang berhubungan dengan berbagai topik, yang tersedia
dengan cuma-cuma sejalan dengan Laporan Tahunan Komisi mengenai pandangan Komisi tentang
hal-hal terkini dalam perckonomian dan perdagangan.

Berdasarkan Pasal 155, maka Komisi juga mempunyai kewenangan yang besar dalam upaya
mendapatkan informasi, dokumen dan bukti schubungan adanya dugaan pelanggaran termasuk
memerintahkan sescorang untuk memberikan bukti atau dokumen yang dibutuhkan. Staf Komisi
dapat memasuki area, memeriksa dokumen, membuat kopi atau mencatatnya. Seluruh informasi yang
didapat oleh Komisi dalam proses pemeriksaannya tidak dapat disalahgunakan untuk menyerang
pihak yang diperiksa dan tidak dapat dijadikan barang bukti untuk menyerang kedudukan pihak
tersebut. Terdapat ketentuan di mana Komisi dilarang mendapatkan materi pemeriksaan dengan
cara yang tidak adil dan pihak yang diperiksa juga berhak mendapatkan scluruh salinan yang
didapatkan olch Komisi dalam proses tersebut.

Tribunal mcrupakan badan adminiscracif schingga tidak memiliki kewcnangan untuk
menyatakan suatu tindakan merupakan pembangkangan terhadap kewenangan mercka (contempt of
court) karena mercka bukan lembaga peradilan. Dalam Konstitusi Commonwealth, Peradilan Federal
tidak dapat menggunakan kewenangan Commonwealth yang bukan bersifat judisial. Kewenangan ini
sepenuhnya menjadi milik Peradilan Federal.

Oleh sebab itu muncul pertanyaan, apakah yang menjadi kewenangan judisial Commonwealth.
Sulit untuk menentukannya, tetapi paling tidak maksudnya adalah badan tersebut harus mampu
memberikan putusan yang pasti dan mengikat kepada para pihak dalam menentukan hak dan
kewajiban mercka. Hakim Pengadi]an Tinggi dan Peradilan Federal lainnya diangkat sampai

masa pensiun mereka dan fakea di mana mercka bertugas paling lama 7 tahun menunjukkan
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bahwa bukanlah menjadi tujuan legislatif untuk menyatakan bahwa Tribunal dapat menentukan
kewenangan judisial Commonwealth. Schingga dapat dibayangkan bila mereka diangkat seumur
hidup dan akan memperlambat proses kerja mereka bila harus tunduk pada hukum acara, prosedur
maupun pembuktian sebagaiman pada hukum acara di peradilan.

chalitas Tribunal ini pernah dipertanyakan dcngan menyatakan bahwa Tribunal ketika
menentukan putusan yang bersifat legal dan menyangkut fakta dan tidak dapat dibanding merupakan
gambaran bahwa Tribunal menggunakan kewenangan judisial Commonwealth. Kewenangan demikian
yang tidak dimiliki Tribunal menguatkan bahwa mercka bukan merupakan lembaga peradilan. Hal
ini sudah dibayangkan dalam Undang-Undang Tahun 1965, itulah sebabnya mengapa penuntutan
terhadap perlawanan putusan Tribunal dilakukan di Peradilan Federal.

Di samping itu baik Komisi maupun Tribunal juga dibatasi dalam memberikan putusan
yang berhubungan dengan kepentingan umum, di mana hal ini lebih banyak diatur oleh keputusan
legislatif. Pihak yang dipanggil oleh Tribunal tidak harus diwakilkan oleh pengacara walaupun
hal itu dimungkinkan, schingga persecorangan dapat saja hadir sendiri atau diwakili oleh staf atau
perusahaan dapat diwakili oleh staf, dircktur maupun pihak lain yang disetujui oleh Tribunal.

Pada tahun 1995, The Australian Competition Tribunal menggantikan Trade Practices Tribunal
dan sesuai dengan Bagian Il Trade Practices Act untuk meninjau (review) putusan ACCC yang
berhubungan dengan permohonan dan persetujuan/penolakan dengan dipimpin oleh hakim dari
Peradilan Federal dengan anggota dari berbagai latar belakang (industri, perdagangan, ekonomi
dan hukum) yang diangkat karena keahliannya. Berdasarkan amandemen tahun 1995 Australia
juga membentuk The National Competition Council yang mengeluarkan rekomendasi terhadap akses
sebagaimana diatur dalam Bagian III A serta meninjau Perjanjian Prinsip Persaingan (Competition

Principles Agreement) yang kemudian memutuskan kebijakan persaingan nasional.

1.1.6 UNI EROPA

Saat ini Uni Eropa beranggotakan 27 (dua puluh tujuh) negara yang pada awalnya adalah suatu
Masyarakat (Community) yang dibentuk dalam komunitas batu bara dan baja di Eropa (European Coal
and Steel Community - ECSC) diawali olch 6 negara anggota yaitu Perancis, Jerman, Italia, Belanda,
Belgia, dan Luksemburg. Keenam negara tersebut mengambil langkah penting yang berlatar belakang
antar pemerintahan (intergovernmentalism), dengan meletakkan kedaulatan yang terintegrasi lebih
tinggi dari kedaulatan nasional (supranational authority) scbagai lembaga mandiri yang berkckuatan
mengikat bagi para konstituen negara-negara anggotanya. Atas kesamaan kepentingan tersebut maka
pada tahun 1951 ditandatanganilah perjanjian di Paris, yang dikenal sebagai ECSC Treaty atau Trakeat
Paris. Melalui traktac ECSC, Community mencoba melakukan pendekatan integrasi sektor ckonomi
lainnya yang pada akhirnya menuju integrasi ckonomi secara menyeluruh.

Pada konferensi menteri luar negeri dari enam negara penandatangan trakeat ECSC di
Mesina tahun 1955, Italia tercapai persetujuan untuk mengintegrasikan ckonomi dan terbentuklah
apa yang disebut dengan European Atomic Energy Community - EURATOM dan Economic European
Community — EEC, yang ditandatangani pada 1957 sclanjutnya dikenal sebagai Traktac Roma.
Tonggak penting lainnya terjadi pada 1986 dengan ditandatanganinya Single European Act - SEA yang
mengarah terbentuknya pasar tunggal. Baru pada 1992 Treaty on European Union- TEU ditandatangani
di Maastricht schingga dikenal sebagai Traktat Maastricht, dan trakeat ini melahirkan scbutan
European Union (EU).

Tujuan utama dibentuknya Masyarakac Eropa (EC) adalah terciptanya pasar bebas.

Ketentuan-ketentuan khusus yang mengaturnya adalah Pasal 3 (a) yang melarang adanya cukai; Pasal
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3 (b) mengatur Community’s common commercial policy seperti dalam bidang pertanian, perikanan
dan transpor; Pasal 3 (g) secara khusus mewajibkan Community memasyarakatkan bahwa ‘persaingan
dijamin dalam internal market tidak terganggu, dan Pasal 3 (h) mengatur tentang perkiraan tingkat
kebutuhan hukum dalam pasar bebas.

Dalam pasar bebas semua sumber ekonomi harus bergerak secara bebas, tidak ada hambatan
oleh batasan negara. Olch karena itu Trakeat Roma menctapkan empat kebebasan (four freedoms)
yang mengikat yaitu kebebasan perpindahan barang, kebebasan berpindah tempat kerja, kebebasan
memilih tempat tinggal dan lalu lintas jasa yang bebas, lalu lintas modal yang bebas.

Pasar bebas mempunyai kebijakan yang komersial umum, relasi komersial dengan negara-
negara ketiga dan kebijakan persaingan. Salah satu dari ketentuan-ketentuan khusus yang mengatur
pasar bebas yang mempunyai peranan sangat penting bagi Masyarakac Eropa adalah hukum

20

persaingan usaha.** Dasar kebijakan hukum persaingan usaha oleh Masyarakat Eropa diatur dalam
Pasal 3 (g) EC Treaty, bahwa persaingan dijamin di pasar antara anggota masyarakat Uni Eropa tidak
terdistorsi. Sebagai peraturan pelaksanaan Pasal 3 (g) EC Treaty terscbut ditetapkan di dalam Pasal
81 dan Pasal 82 EC Treaty. Peraturan yang mengatur begaimana proses pelaksanaan ketentuan Pasal
81 dan Pasal 82 tersebut diterbitkan Peraturan No. 17/1962 di mana ditetapkan Komisi Uni Eropa
diberikan kewenangan untuk menetapkan denda, ganti rugi kepada para individu dan pelaku usaha
yang melanggar ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 EC treaty. Pasal 81 dan Pasal 82 EC treaty tersebut
saat ini sudah digantikan dengan Pasal 101 dan Pasal 102 TFEU (The Treaty on the Functioning of the

European Union).

1.1.7 INDONESIA

Latar belakang langsung dari penyusunan undang-undang antimonopoli adalah perjanjian yang
dilakukan antara Dana Moneter Internasional (IMF) dengan Pemerintah Republik Indonesia, pada
tanggal 15 Januari 1998. Dalam perjanjian tersebut, IMF menyetujui pemberian bantuan keuangan
kepada Negara Republik Indonesia sebesar US$ 43 miliar yang bertujuan untuk mengatasai krisis
ckonomi, akan tetapi dengan syarat Indonesia melaksanakan reformasi ckonomi dan hukum ekonomi
tertentu. Hal ini menyebabkan diperlukannya undang-undang antimonopoli. Akan tetapi perjanjian
dengan IMF tersebut bukan merupakan satu-satunya alasan penyusunan undang-undang tersebut.
Sejak 1989, telah terjadi diskusi intensif di Indonesia mengenai perlunya perundang-
undangan antimonopoli. Reformasi sistem eckonomi yang luas dan khususnya kebijakan regulasi yang
dilakukan sejak tahun 1980, dalam jangka waktu 10 tahun telah menimbulkan situasi yang dianggap
sangat kritis. Timbul konglomerat pelaku suaha yang dikuasai oleh keluarga atau partai tertentu, dan
konglomerat tersebut dikatakan menyingkirkan pelaku usaha kecil dan menengah malalui prakeik
usaha yang kasar serta berusaha untuk mempengaruhi semaksimal mungkin penyusunan undang-
undang serta pasar keuangan. Kalangan konglomerat tersebut malahan diberikan perlindungan
undang-undang, contohnya adanya kartel semen, kaca, kayu, kertas serta penetapan harga semen, gula
dan beras, penentuan akses masuk ke pasar untuk kayu dan kendaraan bermotor, lisensi istimewa,
untuk cengkeh dan tepung terigu, pajak, pabean dan kredit dalam sektor industri pesawat dan mobil.
Dengan latar belakang demikian, maka disadari bahwa pembubaran ckonomi yang dikuasai

negara dan perusahaan monopoli saja tidak cukup untuk membangun suatu perckonomian yang

19 Valentine Korah, An Incroductory Guide to EC Competition Law and Practice, 7th edition, Portland Oregon,
Oxford, 2000.

20 Paul Craig and Grainne de Burca, EU Law, Text, Cases and Material, Third Edition, New York, Oxford
University Press, 2003, hal. 936.
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bersaing. Disadari juga hal-hal yang merupakan dasar pembentukan setiap perundang-undangan
antimonopoli, yaitu justru pelaku usaha itu sendiri yang cepat atau lambat melumpuhkan dan
menghindarkan dari tekanan persaingan usaha dengan melakukan perjanjian atau penggabungan
perusahaan yang menghambat persaingan serta penyalahgunaan posisi kekuasaan ekonomi untuk
merugikan pelaku usaha yang lebih kecil. Negara perlu menjamin keutuhan proses persaingan usaha
terhadap gangguan dari pelaku usaha dengan menyusun undang-undang, yang melarang pelaku
usaha mengganti hambatan perdagangan oleh negara yang baru saja ditiadakan dengan hambatan
persaingan swasta.

Tahun-tahun awal reformasi di Indonesia memunculkan rasa keprihatinan rakyat
terhadap fakta bahwa perusahaan-perusahaan besar yang disebut konglomerat menikmati pangsa
pasar terbesar dalam perckonomian nasional Indonesia. Dengan berbagai cara mercka berusaha
mempengaruhi berbagai kebijakan ekonomi pemerintah schingga mereka dapat mengatur pasokan
atau supply barang dan jasa serta menetapkan harga secara sepihak yang tentu saja menguntungkan
mercka. Koncksi yang dibangun dengan birokrasi negara membuka kesempatan luas untuk
menjadikan mercka sebagai pemburu rente.

Apa yang mercka lakukan sebenarnya hanyalah mencari peluang untuk menjadi pemburu
rente (rent secking) dari pemerintah yang diberikan dalam bentuk lisensi, konsesi, dan hak-hak istimewa
lainnya. Kegiatan pemburuan rente tersebut, oleh pakar ckonomi William J. Baumol dan Alan S.
Blinder dikatakan sebagai salah satu sumber utama penyebab inefisiensi dalam perekonomian® dan
berakibat pada ckonomi biaya tinggi (high cost economy).

Indonesia sendiri baru memiliki aturan hukum dalam bidang persaingan, setelah atas
inisiatif DPR disusun RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Schat. RUU
tersebut akhirnya disetujui dalam Sidang Paripurna DPR pada tanggal 18 Februari 1999, dalam hal
ini pemerintah diwakili oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rahardi Ramelan. Setelah
seluruh prosedur legislasi terpenuhi, akhirnya Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Schat ditandatangani oleh Presiden B.J. Habibie dan diundangkan pada
tanggal 5 Maret 1999 serta berlaku satu tahun setelah diundangkan.

Berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Schat (UU No. 5 Tahun 1999) sebagai tindak lanjut hasil Sidang Istimewa
MPR-RI yang digariskan dalam Ketetapan MPR-RI No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok
Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional, maka

Indonesia memasuki babak baru pengorganisasian ckonomi yang berorientasi pasar.

1.2 ASAS DAN TUJUAN

Guna memahami makna suatu aturan perundang-undangan, perlu disimak terlebih dahulu apa asas
dan tujuan dibuatnya suatu aturan. Asas dan tujuan akan memberi refleksi bagi bentuk pengaturan
dan norma-norma yang dikandung dalam aturan tersebut. Selanjutnya pemahaman terhadap norma-
norma aturan hukum tersebut akan memberi arahan dan mempengaruhi pelaksanaan dan cara-cara
penegakan hukum yang akan dilakukan.

Asas dari UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana diatur pada Pasal 2 bahwa:

“Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi

ckonomi dengan memperhatikan keseimbangan antar kepentingan pelaku usaha dan

21 William J. Baumol dan Alan S. Blinder, Economics, I’rim‘iplcs and I’o]icy, Third edition, Harcourt Brace
Jovanovich Publisher Orlando, Florida, 1985, hal. 550.
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kepcntingan umum”.

Asas demokrasi ckonomi tersebut merupakan penjabaran Pasal 33 UUD 1945 dan ruang
lingkup pengertian demokrasi ckonomi yang dimaksud dahulu dapat ditemukan dalam penjelasan
atas Pasal 33 UUD 1945. Demokrasi ckonomi pada dasarnya dapat dipahami dari sistem ckonominya
secbagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Dalam Risalah Sidang BPUPKI pada
tanggal 31 Mei 1945 di Gedung Pejambon Jakarta dapat diketahui bahwa Supomo selaku ketua
Panitia Perancang UUD menolak paham individualisme dan menggunakan semangat kekeluargaan
yang terdapat dalam masyarakat pedesaan Indonesia. Di sini ia mengikuti ajaran filsafat idealisme
kekeluargaan dari Hegel, Adam Muller, dan Spinoza. Adam Muller adalah penganut aliran Neo-
Romantisisme Jerman, aliran yang timbul sebagai reaksi terhadap ckses-ckses individualisme
Revolusi Perancis.

Adapun tujuan dari UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana diatur pada Pasal 3 adalah untuk:

1. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ckonomi nasional sebagai salah sacu
upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakya;

2. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sama bagi
pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil;

3. mencegah prakeik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak schat yang ditimbulkan oleh
pelaku usaha; dan

4. terciptanya efekeivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Dua hal yang menjadi unsur penting bagi penentuan kebijakan (policy objectives) yang ideal
dalam pengaturan persaingan di negara-negara yang memiliki undang-undang persaingan adalah
kepentingan umum (public interest) dan efisiensi ckonomi (economic efficiency). Ternyata dua unsur
penting tersebut (Pasal 3 (a)) juga merupakan bagian dari tujuan diundangkannya UU No. 5 Tahun
1999-

Pasal 2 dan 3 tersebut di atas menyebutkan asas dan tujuan-tujuan utama UU No. 5 Tahun
1999. Diharapkan bahwa peraturan mengenai persaingan akan membantu dalam mewujudkan
demokrasi ckonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 (Pasal 2) dan menjamin
sistem persaingan usaha yang bebas dan adil untuk meningkatkan kescjahteraan rakyat serta
menciptakan sistem perckonomian yang efisien (Pasal 3).

Olch karena itu, mereka mengambil bagian pembukaan UUD 1945 yang sesuai dengan Pasal
3 hurufa dan b UU No. 5 Tahun 1999 dari struktur eckonomi untuk tujuan perealisasian kesejahteraan
nasional menurut UUD 1945 dan demokrasi ekonomi, dan yang menuju pada sistem persaingan bebas
dan adil dalam Pasal 3 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999. Hal ini menandakan adanya pemberian
kesempatan yang sama kepada setiap pelaku usaha dan ketiadaan pembatasan persaingan usaha,
khususnya penyalahgunaan wewenang di sektor ckonomi.

Seclaku asas dan tujuan, Pasal 2 dan 3 tidak memiliki relevansi langsung terhadap pelaku
usaha, karena kedua pasal tersebut tidak menjatuhkan tuntutan konkrit terhadap perilaku pelaku
usaha. Walaupun demikian, kedua pasal tersebut harus digunakan dalam interpretasi dan penerapan

setiap ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999. Peraturan persaingan usaha agar diinterpretasikan

22 Lihat Risalah Sid:mg BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) t:mgg:l] 29 Mei 1945
— 19 Agustus 1945, Tim Penyunting: Saafroedin Sabar dkk., diterbitkan oleh Sckrecariac Negara chublik Indonesia,
lek:u‘tn, 1992, dalam ‘]ohnnA\' Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha: 1"1'[0.\'()ﬁ, Teori dan Imp]ikasi Penerapannya di Indonesia,
B:x}'umcdiu, M:ll;mg, Cetakan kedua, 2007, hal. 192.
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sedemikian rupa sehingga tujuan-tujuan yang termuat dalam Pasal 2 dan 3 tersebut dapat dilaksanakan
seefisien mungkin. Misalnya, schubungan dengan penerimaan dan jangkauan dari rule of reason dalam
rangka ketentuan tentang perjanjian yang dilarang (Pasal 4-16), harus diperhatikan bahwa Pasal 2 dan
3 tidak menetapkan tujuan-tujuan yang dilaksanakan dalam bidang sumber daya manusia, kebijakan

struktural dan perindustrian.

1.3 DASAR-DASAR PERLINDUNGAN PERSAINGAN USAHA

Undang-undang persaingan usaha dapat dan harus membantu dalam mewujudkan strukeur ckonomi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UUD 1945. Dalam penjelasan Pasal 33 ayat 1 UUD 1945, yang
menyatakan bahwa "Ekonomi diatur olch kerja sama berdasarkan prinsip gotong royong”, termuat
pikiran demokrasi ckonomi, yang dimaksudkan ke dalam Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1999. Demokrasi
ciri khasnya diwujudkan olch semua anggota masyarakat untuk kepentingan seluruh masyarakat,
dan harus mengabdi kepada kesejahteraan seluruh rakyat. Pikiran pokok tersebut termuat dalam
Pasal 2, yang dikaitkan dengan huruf a dan huruf' b dari pembukaannya, yang berbicara tentang
pembangunan ckonomi menuju kescjahteraan rakyat sesuai dengan UUD dan demokrasi ekonomi.
Disetujui secara umum bahwa negara harus menciptakan peraturan persaingan usaha untuk dapat
mencapai tujuan demokrasi ckonomi. Oleh karena terdapar tiga sistem yang bertentangan dengan

tujuan tersebut, yaitu:

1. liberalisme perjuangan bebas”, yang pada masa lalu telah melemahkan kedudukan Indonesia
dalam ekonomi internasional;
2. sistem penganggaran belanja yang menghambat kemajuan dan perkembangan ckonomis

3. sistem pengkonsentrasian kekuatan ekonomi, oleh karena segala monopoli akan merugikan

rakyat.

Hanya undang-undang persaingan usaha yang dapat mencegah timbulnya ketiga sistem
tersebut, karena melindungi proses persaingan usaha, menjamin tata persaingan usaha dan mencegah

terjadinya dominasi pasar.

1.4 TUJUAN PERLINDUNGAN PERSAINGAN USAHA

UU No. 5 Tahun 1999 tidak bertujuan melindungi persaingan usaha demi kepentingan persaingan itu
sendiri. Oleh karena itu ketentuan Pasal 3 tidak h:my:l terbatas pada tujuan utama undang—undang
persaingan, yaitu sistem persaingan yang bebas dan adil, di mana tcrdapat kcpasti:m kcscmpatan
berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha, sedangkan perjanjian atau penggabungan usaha
yang menghambat persaingan serta penyalahgunaan kekuasaan ckonomi tidak ada (huruf'b dan o),
schingga bagi semua pclaku usaha dalam melakukan kcgiat:m ckonomi tersedia ruang gcrak yang
luas.

Tujuan ini telah ditcgaskan dalam huruf b dan ¢ dari bagi:m pcmbukaan. Selain itu, Pasal
3 mcnycbutk:m tujuan sckunder und:mg—und:mg persaingan, yang ingin dicap:li melalui sistem
persaingan yang bebas dan adil, kcscjahtcra:m rnkyat dan suatu sistem ckonomi yang cfisien (hurufa
dan d), tujuan-tujuan yang mana sudah disebutkan dalam huruf'a dan b bagi:m pcmbuka:m. Schingga
Scharusnya scbagai konsekuensi terakhir tujuan kcbijak:m ckonomi, yaitu pcnycdia:m bar:mg dan jasa
yang thimal bagi para konsumen.

Menurut teori persaingan yang modern, proses persaingan dapat mencapai tujuan tersebut

dcng:m cara mcmaksak:m al()kasi faktor angﬂl’l cara ckonomis schingga tcrwujud]ah penggunaan
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paling efisien sumber daya yang terbatas, penyesuaian kapasitas produksi dengan metode produksi
dan struktur permintaan serta penyesuaian penyediaan barang dan jasa dengan kepentingan
konsumen (fungsi pengatur persaingan usaha), dengan menjamin pertumbuhan ckonomi yang
optimal, kemajuan tcknologi dan tingkat harga yang stabil (fungsi pendorong persaingan) serta
dengan menyalurkan pendapatan menurut kinerja pasar berdasarkan produktivitas marginal (fungsi
distribusi).

1.5 EFISIENSI SEBAGAI TUJUAN KEBIJAKAN PERSAINGAN

Efisiensi berhubungan dengan penggunaan sumber daya, baik hari ini dan masa yang akan datang.
Produksi yang efisien hari ini, berarti manusia, mesin, bahan mentah dan bahan lainnya dipergunakan
untuk memproduksi outpur terbesar yang bisa mercka hasilkan. Inpur tidak dipergunakan secara
percuma atau sia-sia. Efisiensi hari ini juga berarti bahwa produk dan jasa yang diproduksi adalah
barang dan jasa yang dinilai paling tinggi olch konsumen di mana pilihan mercka tidak terdistorsi.
Efisiensi pada masa yang akan datang didapat dari insentif untuk inovasi yang menghasilkan
peningkatan produk dan jasa maupun perbaikan dalam proses produksinya di masa depan.
Meningkatnya produksi dengan harga yang rendah, sebagaimana juga inovasi yang menghasilkan
produk baru dan jasa yang lebih baik di masa depan, akan meningkatkan surplus total.

Relevansi pertimbangan cfisiensi bagi kebijakan persaingan adalah bahwa penggunaan
sumber daya yang tidak efisien, dengan kata lain, akan mengakibatkan harga tinggi, output rendah,
kurangnya inovasi dan pemborosan penggunaan sumber daya. Bila perusahaan bersaing satu
sama lain untuk mengidentifikasikan kebutuhan konsumen, memproduksi apa yang dibutuhkan
konsumen pada harga yang paling rendah yang dapat dihasilkannya dan terus menerus berusaha
meningkatkan dan melakukan inovasi untuk meningkatkan penjualan, sumber daya digunakan
secara lebih produktif dan konsumen mendapatkan apa yang dibutuhkannya.

Penggunaan sumber daya yang ada dengan lebih produktif akan memberikan konsckuensi
output yang lebih besar dan kemudian menjadikan pertumbuhan ckonomi dan kekayaan yang
lebih besar bagi negara. Harga yang rendah akan memberikan konsumen pendapatan yang lebih
tinggi untuk dibelanjakan pada pembelian lain, investasi atau untuk ditabung. Total surplus, atau
keuntungan dari konsumen maupun produsen bertambah besar. Oleh sebab itu kebijakan persaingan
yang mengurangi hambatan terhadap persaingan akan membantu usaha mencapai tujuan bermanfaat

bagi masyarakat.

.6 KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN KONSUMEN SEBAGAI TUJUAN UTAMA
KEBIJAKAN PERSAINGAN

Perlindungan konsumen dan persaingan merupakan dua hal yang saling berhubungan dan saling
mendukung. Harga murah, kualitas tinggi dan pelayanan yang baik merupakan tiga hal yang
fundamental bagi konsumen dan persaingan merupakan cara yang terbaik untuk menjaminnya.
Oleh karena itu, hukum persaingan tentu harus sejalan atau mendukung hukum perlindungan
konsumen. Efisiensi ckonomi meningkatkan kekayaan, termasuk kekayaan konsumen, konsumen
dalam arti luas adalah masyarakat, melalui penggunaan sumber daya yang lebih baik. Beberapa ahli
berpendapat bahwa maksimalisasi kesejahteraan konsumen harus menjadi satu-satunya tujuan utama

dari kebijakan persaingan, yang mereka maksudkan biasanya adalah perusahaan scharusnya tidak

23 Laporan Ktbijakan Persaingan Indonesia: Indonesian Comperition Report, Elips, 2000, hal. 5.

Buku Teks Hukum Persaingan Usaha




dapat menaikkan harganya serta bahkan seharusnya mencoba untuk menurunkannya supaya lebih
kompetitif (yaitu dapat menjual produknya). Konsumen pun biasanya lebih diuntungkan apabila
mutu, ketersediaan dan pilihan barang dapat ditingkatkan.

Fokus terhadap kesejahteraan konsumen mungkin berasal dari pemahaman bahwa konsumen
harus mampu diproteksi dari produsen dan pemindahan kekayaan dari konsumen kepada produsen,
seperti yang tampak kalau dibandingkan antara monopoli dan persaingan sempurna*, adalah hal
yang tidak adil. Banyak ckonom berkeyakinan pengalihan kesejahteraan tersebut adalah peristiwa
ckonomi yang "netral”, karena menentukan siapa scharusnya yang "memiliki” surplus bukanlah
merupakan bagian ilmu ekonomi.

Tujuan utama undang-undang antitrust adalah untuk mencegah perusahaan mendapatkan
dan menggunakan kekuatan pasar (market power) untuk memaksa konsumen membayar lebih
mahal untuk produk dan pelayanan yang mercka dapatkan. Kongres Amerika berpendapat bahwa
perusahaan akan menggunakan kekuatan pasar secara tidak jujur untuk mendapatkan keuntungan
dari konsumen dan pembuat undang-undang tidak memikirkan tentang efisiensi ckonomi.

Dengan demikian Kongres telah memberikan suatu hak kepada konsumen untuk membeli
produk yang harganya kompetitif dan menyatakan bahwa harga yang tinggi dari harga kompertitif
berarti mengambil hak konsumen secara tidak adil. Undang-undang antitrusc menyatakan bahwa
hasil dari kapitalisme Amerika adalah barang dengan harga kompetitif adalah milik konsumen.

FM. Scherer, bersama dengan ekonom lainnya, menunjukkan manfaat dari persaingan bagi
cfisiensi maupun kesejahteraan konsumen. Para ckonom menyadari bahwa berbagai otoritas pembuat
kebijakan persaingan telah memilih atau telah diberi mandat untuk menentukan kesejahteraan
konsumen sebagai tujuan utamanya.*

Bagi Indonesia sebagaimana tercermin pada tujuan dari UU No. 5 Tahun 1999 maka tujuan
tidak sckedar memberikan kesejahteraan kepada konsumen namun juga memberikan manfaat bagi
publik. Dengan adanya kesejahteraan konsumen maka berarti akan berdampak pada terciptanya
kesejahteraan rakyat.

Pasal 3 itulah yang membedakan dengan undang-undang persaingan di negara lain yang
tidak sckedar menjamin adanya kesejahteraan konsumen tetapi juga menjaga kepentingan umum
dan meningkatkan efisiensi ckonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan

kesejahteraan rakyat.

24 Perbandingan antara scrukeur pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna menunjukkan adanya biaya
sosial yang muncul dari perilaku monopolist, yang di dalamnya terkandung kerugian yang ditanggung olch konsumen.

25 Robert H. Lande, Wealth Transfe
(f]mUcngcd, Hastings Law Journal, f'\pril 1999.

s The Original And Primary Concern Of Ancitruse: The Efficiency Interpretation

26 Laporan Kebijakan Persaingan Indonesia, loc.cit.
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Hukum persaingan adalah hukum yang mengatur tentang interaksi perusahaan atau pelaku usaha
di pasar, sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif ekonomi. Oleh
karena itu, untuk memahami apa dan bagaimana hukum persaingan berjalan dan dapat mencapai
tujuan utamanya, maka diperlukan pemahaman mengenai konsep dasar ckonomi yang dapat

menjelaskan rasionalitas munculnya perilaku-perilaku perusahaan di pasar.

11.1 KONSEP DASAR ILMU EKONOMI

Ilmu ckonomi adalah studi tentang bagaimana individu dan masyarakat mengalokasikan sumber
daya langka (scarce resources). Secara etimologi, kata ‘ckonomi’ berasal dari kosakata dalam bahasa
Yunani, yaitu oikos dan nomos yang berarti aturan dalam rumah tangga (RT). Acturan yang dimaksud
di sini berkaitan dengan menjaga keseimbangan antara pengeluaran (spending) dengan sumber daya
(dalam hal ini pendapatan). Jika dikaitkan dengan pengertian ilmu ckonomi, maka konsep aturan
RT terscbut berkembang menjadi ilmu yang mengajarkan cara-cara bagaimana manusia berusaha
memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas (unlimited needs) dengan sumber daya yang terbatas (limited
resources).

Jadi, ada dua kata kunci yang harus diingat dalam ilmu ckonomi, yaitu unlimited needs pada
satu sisi dan limited resources pada sisi yang lain. Ketidakseimbangan kedua sisi tersebut memunculkan
masalah eckonomi (economic problem). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ilmu ckonomi adalah
ilmu yang berusaha mengatasi masalah ckonomi. Bagaimana kita dapat mengatasi masalah ckonomi
tersebut? Pada hakekatnya, kunci untuk mengatasi masalah ckonomi adalah melakukan alokasi
sumber daya yang tepat. Karena kebutuhan sifatnya tidak terbatas, maka tidak semua kebutuhan
dapat dipenuhi. Oleh karena itu, pilihan (choices) menjadi konsckuensi logis dari upaya pemenuhan
kebutuhan tersebut.

Bagaimana menentukan pilihan yang tepat? Pada prinsipnya setiap pilihan akan bergerak
mengikuti insentif yang ada. Sehingga ilmu ckonomi dapat juga disebut sebagai ilmu yang mempelajari
insentif. Jika pilihan itu dilakukan olch seorang individu, maka disebut dengan pilihan individu. Dan

kumpulan individu yang melakukan pilihan disebut dengan pilihan masyarakat.

11.1.1 SCARCITY, CHOICES, DAN OPPORTUNITY COST
a. Kelangkaan (Scarcity)

Keterbatasan menycbabkan banyak hal terasa langka (scarce). Kelangkaan mencakup kuantitas,
kualitas, tempat dan waktu. Sesuatu tidak akan langka kalau jumlah yang tersedia sesuai dcng:m
kebutuhan, berkualitas baik, tersedia di mana saja dan kap:m saja. Udara untuk pcrnafas:m manusia,
untuk daerah yang masih hijau belum langka, sebab tersedia dalam jumlah yang b:my:lk, tersedia
di mana saja dan kapan saja. Karena itulah, tidak dibutuhkan biaya sepeser pun untuk memenuhi
kebutuhan tersebut. Berbeda ha]nya dcngan mercka yang tinggal di daerah industri, di mana udara
yang bersih tidak tersedia dalam jumlah yang b:myak dan berkualitas baik, kap:m saja dan di mana

saja. Untuk itu, untuk menikmati udara bersih dipcrlukan biaya.

b. Pilihan-Pilihan (Choices)

Dalam setiap masyarakat selalu didapati bahwa kebutuhan manusia tidak terbatas banyaknya.
Manusia tidak pernah merasa puas atas apa yang mereka capai dan mereka peroleh. Apabila keinginan

sebelumnya telah tercapai, maka muncullah keinginan-keinginan yang lain. Terbatasnya sumber daya
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yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan/keinginan menyebabkan manusia harus menentukan
pilihan yang bersifat individual maupun kolekdif. Pilihan yang bersifat individu misalnya, baju apa
yang hendak dipakai hari ini. Pilihan kolcktifmisalnya, ke mana kita akan pergi piknik hari Sabru
nanti. Selain itu ada juga keputusan yang bersifat kompleks, seperti misalnya mana yang akan kita

dahulukan, sckolah yang tinggi, atau cepat bekerja.

c. Opportunity Cost

Dalam melakukan pilihan, pasti akan muncul alternatif yang tidak terpilih. Tidak terpenuhinya
alternatif yang tidak dipilih merupakan biaya yang muncul akibat dari ‘memilih’. Alternatif yang kita
pilih adalah pilihan yang terbaik (paling tidak menurur kita). Kita sebut sebagai 1st best alternative.
Alternatif terbaik berikutnya (yang tidak kita pilih) kita sebut sebagai 2nd best alternative. Kehilangan
kesempatan untuk mendapatkan 2nd best alternative disebut sebagai opportunity cost.

IImu ckonomi memandang manusia sebagai makhluk rasional. Pilihan yang dibuatnya
berdasarkan pertimbangan untung rugi, dengan membandingkan biaya yang harus dikeluarkan
dan hasil yang akan diperolch. Biaya yang dikeluarkan dalam konsep ilmu ckonomi (economic cost)
berbeda dengan konsep biaya akuntansi (accounting cost). Biaya dalam konsep ekonomi memasukkan
opportunity cost sebagai bagian dari perhitungan biaya. Ilustrasi di bawah ini menggambarkan
perbedaan tersebut.

Bagi scorang akuntan, biaya adalah total uang yang dikeluarkan untuk memperolch atau
menghasilkan sesuatu. Misalnya, sescorang melakukan usaha jual beli mobil bekas. Di awal tahun, ia
membeli sebuah mobil bekas dengan harga Rp. 70 juta. Mobil itu diperbaiki dengan biaya Rp. 10 juta.
Maka total harga perolehan mobil menurut konsep akuntansi adalah Rp. 8o juta. Di akhir tahun, ia
menjual mobil tersebut dengan harga Rp. 92 juta. Maka orang tersebut untung Rp.12 juta. Benarkah
demikian?

Ekonom melihat dari sudut pandang yang lebih luas, yaitu alternatif penggunaan uang
sebesar Rp. 8o juta, jika tidak dipergunakan untuk membeli mobil bekas. Alternatif yang paling
umum adalah menyimpannya dalam deposito berjangka. Jika bunga deposito 20% per tahun, di akhir
tahun uang pengusaha tersebut menjadi Rp. 96 juta. Jadi, walaupun secara akuntansi ia untung Rp. 12
juta, namun secara ckonomi rugi Rp. 4 juta. Sebab, dengan mendepositokan uangnya, ia memperolch

Rp.4 juta lebih banyak dibanding menjual mobil bekas.

I1.1.2 PENAWARAN (DEMAND) DAN PENERIMAAN (SUPPLY)

Dalam konsep ckonomi mikro terdapat 2 (dua) pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga atau houschold
(HH) dan perusahaan (firm). Masing-masing pelaku memiliki masalah ekonomi. Di sisi HH, sebagai
representasi dari konsumen memiliki masalah bagaimana memaksimumkan kepuasan (utility) dengan
pendapatan (income) yang tersedia.

Bagian dari ckonomi mikro yang menganalisis perilaku HH sebagai konsumen dalam
upayanya memecahkan problem tersebut disebut dengan teori konsumen. Hasil dari analisis teori
konsumen menjadi dasar dari pembentukan permintaan (demand) konsumen. Di sisi firm, masalah
ckonomi yang dihadapi adalah bagaimana meminimumkan biaya produksi (cost of production)
berdasarkan target produksi yang ditetapkan. Bagian dari ckonomi mikro yang menganalisis perilaku
firm sebagai produsen dalam upayanya memecahkan masalah tersebut disebut sebagai teori produsen.

Hasil dari teori produsen menjadi basis pembentukan penawaran (supply) produsen.
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a. Permintaan (Demand)

Dalam memahami konsep dasar dari permintaan (demand), perlu diingat terdapat 2 (dua) konsep yang

berbeda namun berkaitan, yaitu jumlah yang diminta (quantity demanded) dan permintaan (demand).

a.i Quantity Demanded (Qd) dan Demand (D)

Jumlah yang diminta (quantity demanded) adalah “jumlah barang dan jasa yang ingin diminta olch
konsumen pada tingkat harga tertencu”. Kata ‘ingin’ menunjukkan bahwa pembelian belum terjadi
dan masih berupa keinginan (wish). Hubungan antara harga dan kuantitas bersifat hubungan satu-
satu (one to one relation). Sedangkan permintaan (demand) adalah “jumlah barang dan jasa yang ingin
diminta oleh konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu pada suatu daerah
(geografis) tertentu”. Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa permintaan merupakan kumpulan dari

quantity demanded. Dengan kata lain, demand curve akan berisi titik-titik quantity demanded.

a.ii Faktor-Faktor Penentu Permintaan

Berapa banyak barang dan jasa yang ingin diminta olch konsumen tidak hanya dipengaruhi olch
faktor harga saja, melainkan juga oleh beberapa faktor lain. Faktor-fakcor penentu permintaan

ada]ah:

1. harga barang itu sendiri,
2. harga barang lain yang terkait,
3. tingkat pendapatan per kapita,
4. selera atau kebiasaan,
5. jumlah penduduk,
6. perkiraan harga di masa mendatang,
7. distribusi pendapatan, dan
8. usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan.
Gambar 111
Kurva Permintaan
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b. Penawaran (supply)

Analogi dengan konsep permintaan (demand) maka dalam memahami penawaran (supply) harus
diingat dua konsep yang saling berkaitan, yaitu jumlah yang ditawarkan (quantity supplied) dan
penawaran (supply).
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b.i Quantity Supplied (Qs) dan Supply (S)

Jumlah yang ditawarkan (quantity supplied) adalah “jumlah barang dan jasa yang ingin ditawarkan
oleh produsen pada tingkat harga tertentu”. Sedangkan penawaran (supplied) adalah “jumlah barang
dan jasa yang ingin ditawarkan oleh produsen pada setiap tingkat harga selama periode waktu

tertentu pada suatu daerah (geografis) tertentu”.

b.ii Faktor-Faktor Penentu Penawaran

Berapa banyak barang dan jasa yang ingin ditawarkan oleh produsen tidak hanya dipengaruhi oleh

faktor harga saja, melainkan juga oleh beberapa faktor lain. Faktor-faktor penentu penawaran adalah:

1. harga barang itu sendiri,
2. harga fakeor produksi,
3. teknologi produksi,
4. jumlah pedagang/penjual, dan
5. kebijakan pemerintah.
Gambar I1.2
Kurva Penawaran
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b.iii Penentuan Harga Keseimbangan

Harga keseimbangan adalah harga di mana baik konsumen maupun produsen sama-sama tidak ingin
menambah atau mengurangi jumlah yang dikonsumsi dan dijual. Atau dengan kata lain, Jumlah yang
diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan (Qd = Qs). Jika harga di bawah harga keseimbangan,
terjadi kelebihan permintaan (excess demand). Sebab jumlah yang diminta akan meningkat, dan
sedangkan jumlah yang ditawarkan menjadi berkurang. Sebaliknya jika harga melebihi harga
keseimbangan, terjadi kelebihan penawaran, di mana jumlah yang ditawarkan meningkat, jumlah
yang diminta menurun.
Gambar 113
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11.1.3 KONSEP BIAYA

Pengertian biaya dalam ilmu ckonomi adalah biaya kesempatan. Konsep ini dipakai dalam analisis
teori biaya produksi. Berkaitan dengan konsep tersebut, kita mengenal biaya cksplisit (explicit cost)
dan biaya implisit (implicic cost). Biaya cksplisit adalah biaya-biaya yang secara cksplisit terlihat,
terutama melalui laporan keuangan. Biaya listrik, telepon dan air, demikian juga pembayaran upah
buruh dan gaji karyawan merupakan biaya cksplisit. Kita dapat melihatnya dalam laporan keuangan.

Biaya implisit adalah biaya kesempatan (opportunity cost).

a. Biaya Tenaga Kerja

Biaya tenaga kerja adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk menggunakan tenaga kerja per orang
per satuan wakeu. Harga tenaga kerja adalah upahnya (per jam atau per hari). Bagi ekonom upah
pekerja adalah biaya eksplisit, dengan asumsi upah yang dibayarkan adalah sama besar dengan upah
yang diterima tenaga kerja bila bekerja di tempat yang lain. Asumsi ini terpenuhi di pasar tenaga

kerja persaingan sempurna.

b. Biaya Barang Modal

Ada perbedaan konsep antara ckonom dan akuntan dalam perhitungan biaya barang modal.
Akuntan mcnggunak:m konscp biaya historis (historical cost). Itu scbabny:l dalam lapor:m akuntansi,
nilai bar:mg modal harus disusutkan (deprcciation cost). Ekonom melihat biayn bar:mg modal scbagai
biaya imp]isit. Biaya ckonomi penggunaan bar:mg modal bukanlah bcr:{pa besar uang yang harus
dikeluarkan untuk mcnggunakannya, melainkan bcrapa besar pcndnpatan yang dipcro]ch bila mesin

disewakan kcpnda pcngusahn lain. Karena itu biaya bar:mg modal diukur dcng:m harga sewa mesin.

c. Biaya Kewirausahawanan

Wirausahawan (pengusaha) adalah orang yang mengombinasikan berbagai fakcor produksi untuk
ditransformasi menjadi output berupa barang dan jasa. Dalam upaya tersebut, dia harus menanggung
resiko kegagalan. Atas keberanian menanggung resiko, pengusaha mendapat balas jasa berupa laba.
Makin besar (tinggi) risikonya, laba yang diharapkan harus makin besar. Begitu juga sebaliknya.
Pengertian laba yang digunakan ckonom adalah laba ekonomi (economic profit), yaitu kelebihan

pendapatan yang diperoleh dibanding jika memilih alternatif lain.

c.i Fixed Cost dan Variable Cost

Biaya total (total cost) sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. Biaya tetap (fixed cost)
adalah biaya yang besarnya tidak tergantung pada jumlah produksi, contohnya biaya barang modal,
gaji pegawai, bunga pinjaman, sewa gedung kantor. Biaya variabel (variable cost) adalah biaya yang

besarnya tergantung pada tingkat produksi, contohnya upah buruh, biaya bahan baku.

TC =TFC+TVC

di mana:
TC = biaya total jangka pendeck
TEC = biaya tetap jangka pendck
TVC = biaya variabel jangka pendek
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TFC bernilai konstan yang artinya bahwa besarnya biaya tetap tidak tegantung pada jumlah
produksi. Sementara TVC menunjukan hubungan terbalik antara tingkat produktivitas dengan

besarnya biaya.

c.ii Average Cost (AC)

Biaya rata-rata adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi satu unit output. Besarnya
biaya rata-rata adalah biaya total dibagi jumlah outpur. Karena dalam jangka pendek TC=TFC+TVC,
maka biaya rata-rata (average cost) sama dengan biaya tetap rata-rata (average fixed cost) ditambah

biaya variabel rata-rata (average variable cost).

AC=AFC + AVC

atau

@)
@)

TC=FC+VC

Q Q Q

di mana:
AC = biaya rata-rata jangka pendek
AFC = biaya tetap rata-rata jangka pendek
AVC = biaya variabel rata-rata jangka pendek

Nilai AFC akan semakin menurun bila produksi ditambah. Nilai AVC pada tahap awal
produksi akan mengalami penurunan, namun pada tahap penggunaan kapasitas secara penuh, nilai

AVC akan mulai meningkat. Pola ini berkaitan dengan hukum Law of Diminishing Recurn (LDR).

c.iii Marginal Cost (MC) /Biaya Marjinal

Hal penting di antara semua komponcn biaya adalah konscp biaya marjinal, yakni naiknya biaya total
yang discbabkan oleh produksi satu unit output. Sebagai contoh diumpamakan sebuah perusahaan
mcnghﬂsilk:m 1.000 unit output per pcriodc dan memutuskan untuk menaikkan tingkat produksi
mcnj:ldi 1.001. Mcnghasilkan satu unit ekstra akan mcningkatk:m biaya dan kenaikan tersebut

(artinya, biaya mcmproduksi unit yang ke 1001 itu) mcrupak:m biaya marjinal.

1.2 KONSEP DASAR PERSAINGAN DALAM ILMU EKONOMI
11.2.1 STRUKTUR PASAR

Secara sederhana, struktur pasar dapat diberikan pengertian sebagai kondisi lingkungan di mana
perusahaan melakukan aktivitasnya sebagai produsen. Terdapat 4 (empat) bentuk strukeur pasar

dalam teori ckonomi dasar, yaitu:

a.  Pasar Persaingan Sempurna (Perfect Competition),

b.  Pasar Persaingan Monopolistis (Monopolistic Competition),
c. Pasar Oligopoli (Oligopoly), dan

d.  Pasar Monopoli (Monopoly).

Perbedaan keempat strukeur pasar tersebut disebabkan adanya perbedaan degree of market
power (kekuatan pasar) yaitu kemampuan satu perusahaan dalam mempengaruhi harga keseimbangan
(harga pasar). Perbedaan tersebut diakibatkan perbedaan karakeeristik yang terdapat di masing-
masing struktur pasar. Karakteristik atau ciri yang menandai suatu pasar akan diuraikan dalam sub-

bagian ini.
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a. Pasar Persaingan Sempurna

Secara teoritis ada dua kondisi ekstrim posisi perusahaan dalam pasar. Ekstrim pertama, perusahaan
berada dalam pasar persaingan sempurna (perfect competition), di mana jumlah perusahaan begitu
banyak dan tidak ada perusahaan yang mampu untuk mempengaruhi harga pasar. Perusahaan dapat
melakukan adalah menyesuaikan jumlah output agar mencapai laba maksimum. Ekstrim kedua
adalah hanya ada satu perusahaan sebagai produsen di pasar (monopoli). Dalam posisi ini perusahaan
mampu mempengaruhi harga dan jumlah output dalam pasar.

Namun kedua kondisi ekstrim tersebut jarang sekali terjadi. Umumnya terdapat dua kondisi
peralihan antara ekstrim persaingan sempurna dan monopoli. Kondisi pertama adalah perusahaan
bersaing, tetapi masing-masing mempunyai daya monopoli (terbatas terhadap karakteristik kecil
dari produk). Kondisi ini disebut persaingan monopolistik (monopolistic competition). Kondisi kedua
adalah dalam pasar hanya ada beberapa produsen yang jika bekerja sama mampu menghasilkan daya
monopoli. Kondisi tersebut dikenal sebagai oligopoli (oligopoly).

Karakeeristik pasar persaingan sempurna dapat dijelaskan sebagai berikut. Dalam pasar
persaingan sempurna, jumlah perusahaan sangat banyak dan kemampuan setiap perusahaan dianggap
sedemikian kecilnya, schingga tidak mampu mempengaruhi pasar. Tetapi hal itu belum lengkap,
masih diperlukan beberapa karakeeristik (syarat) agar sebuah pasar dapat dikatakan pasar persaingan

sempurna. Lengkapnya, karakeeristik pasar persaingan sempurna adalah:
1. Banyak Penjual dan Pembeli (Many Sellers and Buyers)

Jumlah perusahaan yang sangat banyak mengandung asumsi implisic bahwa output scbuah
perusahaan relatif kecil dibanding output pasar (small relatively output). Semua perusahaan
dalam industri (pasar) dianggap berproduksi efisien (biaya rata-rata terendah), baik dalam
jangka pendek maupun jangka panjang. Kendatipun demikian jumlah output setiap perusahaan
secara individu dianggap relatif kecil dibanding jumlah output seluruh pcrusahaan dalam

industri.

2. Produknya Homogen (Homogenous Product)

Yang dimaksud dengan produk yang homogen adalah produk yang mampu memberikan
kepuasan (utilitas) yang sama kepada konsumen tanpa perlu mengetahui siapa produsennya.
Konsumen tidak membeli merek barang tetapi kegunaan barang. Karena itu semua perusahaan

dianggap mampu memproduksi barang dan jasa dengan kualitas dan karakteristik yang sama.

3. Bebas Masuk dan Keluar Pasar (Free Entry and Free Exit)

Pemikiran yang mendasari asumsi ini adalah dalam pasar persaingan sempurna faktor produksi
mobilitasnya tidak terbatas dan tidak ada biaya yang harus dikeluarkan uncuk memindahkan
faktor produksi. Pengertian mobilitas mencakup pengertian geografis dan antara pekerjaan.
Maksudnya faktor produksi seperti tenaga kerja mudah dipindahkan dari satu tempat
ke tempat lainnya atau dari sacu pekerjaan ke pekerjaan lainnya, tanpa biaya. Hal tersebut
menycbabkan perusahaan untuk masuk keluar pasar. Jika perusahaan tertarik di satu industri
(dalam industri masih memberikan laba), dengan segera dapat masuk. Bila tidak tertarik lagi

atau gagal, dengan segera dapat keluar.
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4. Informasi Sempurna (Perfect Knowledge)

Para pelaku ckonomi (konsumen dan produsen) memiliki pengetahuan sempurna tentang
harga produk dan input yang dijual. Dengan demikian konsumen tidak akan mengalami
perlakuan harga jual yang berbeda dari satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Dari siapa
pun produk dibeli, harga yang berlaku adalah sama. Demikian halnya dengan perusahaan,

hanya akan menghadapi satu harga yang sama dari berbagai pemiliki fakcor produksi.

Keempat karakeeristik tersebut menimbulkan satu konsckuensi logis, yaitu perusahaan di
pasar tidak dapat menentukan harga sendiri. Perusahaan menjual produknya dengan berpatokan
pada harga yang ditetapkan pasar. Setiap perusahaan hanya akan menerima harga yang ditentukan
pasar (price taker). Hal yang dapat dilakukan perusahaan adalah menyesuaikan jumlah output untuk
mencapai laba maksimum

Dalam dunia nyata tidak ada bentuk pasar berstruktur pasar persaingan sempurna, di mana
perusahaan-perusahaan kecil yang menghasilkan barang homogen dan memenuhi semua karakeeristik
sebagaimana diauraikan di atas. Namun demikian, menilik karakeeristiknya, ada beberapa industri
yang mendekati bentuk pasar persaingan sempurna, seperti industri tempe, tahu, kerupuk putih, dan

jasa fotokopi dan beberapa pasar produk pertanian.

b. Pasar Monopoli

Suatu industri dikatakan berstrukeur monopoli (monapoly) bila hanya ada satu produsen atau penjual
(single firm) tanpa pesaing langsung atau tidak langsung, baik nyata maupun potensial. Output yang
dihasilkan tidak mempunyai substitusi terdekat (no close substitute). Perusahaan tidak memiliki
pesaing karena adanya hambatan (barriers to entry) bagi perusahaan lain untuk memasuki industri
yang bersangkutan. Dilihat dari penyebabnya, hambatan masuk dikelompokan menjadi hambatan

teknis (technical barriers to entry) dan hambatan legalitas (legal barrier to entry).

b.i Hambatan Teknis (Technical Barriers To Entry)

Kctidakmampuan bcrsaing secara teknis mcnycbabk:m pcrusaha:m lain sulic bcrsaing dcng:m

pcrusaha:m yang sudah ada (existingfinn), Kcunggu]:m secara teknis ini disebabkan oleh bcbcrapa hal:

t. Perusahaan memiliki kemampuan dan atau pengetahuan khusus (special knowledge) yang

memungkinkan berproduksi secara efisien.

2. Tingginya tingkat efisiensi mcmungkink:m pcrusahaan monopolis mempunyai kurva biaya
(MC dan AC) yang menurun. Makin besar skala produksi, biaya marjinal makin menurun,

schingga biaya produksi per unit (AC) makin rendah (decreasing MC and AC).

3 Perusahaan memiliki kcmampuan kontrol sumber faktor produksi7 baik bcrupa sumber daya
alam, sumber day:l manusia maupun lokasi produksi. Kclompok konglomcrat di Indonesia
mempunyai kemampuan monopoli secara teknis, karena mampu mengontrol fakeor produksi
bcrupa bahan baku (misalnya batu kapur untuk pabrik semen). Selain untuk bahan baku, faktor
produksi yang dimonopoli konglomcrat adalah SDM berkualitas, di mana tamatan-tamatan
universitas top di Indonesia kcb:myak:m bckcrja di pcrusaha;m konglomcrat, dibanding
pcrusahaan kecil. Lokasi produksi yang khusus juga mcnycbabkan pcrusaha:m memiliki

kcmampuan teknis (biaya transportasi yang sangat rendah) yang mcnycbabkan daya monopoli.
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b.ii Hambatan Legalitas (Legal Barriers To Entry)

1.

Undang-Undang dan Hak Khusus

Tidak semua perusahaan mempunyai daya monopoli karena kemampuan teknis. Dalam
kehidupan kita sehari-hari kita menemukan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien tetapi
memiliki daya monopoli. Hal itu dimungkinkan karena secara hukum mereka diberi hak
monopoli (legal monopoly). Di Indonesia, badan-badan usaha milik negara (BUMN) banyak
yang memiliki daya monopoli karena undang-undang. Berdasarkan undang-undang tersebut,

mereka memiliki hak khusus (special franchise) untuk mengelola industri tertentu.

Hak Paten (Patent Right) atau Hak Cipta

b.iii Karakteristik Pasar Monopoli

Pasar monopo]i mempunyai mempunyai bcbcrapa karakeeristik khusus seperti yang

diuraikan di bawah ini:

Pasar monopoli adalah industri satu perusahaan

Sifat ini sesuai dengan definisi dari monopoli yaitu strukeur pasar atau industri di mana
terdapat hanya seorang penjual saja. Dengan demikian barang atau jasa yang dihasilkannya
tidak dapat dibeli di tempat lain. Para pembeli tidak mempunyai pilihan lain, kalau mereka
menginginkan barang tersebut, maka mereka harus membeli dari perusahaan tersebut. Syarat-
syarat penjualan tersebut sepenuhnya ditentukan oleh pengusaha monopoli itu, dan para

pembeli tidak dapat berbuat sesuatu apa pun di dalam menentukan syarat jual beli.

Tidak memiliki barang substitusi yang mirip

Barang yang dihasilkan perusahaan monopoli tidak dapat disubstitusikan oleh barang lain yang
ada dalam perekonomian. Barang tersebut merupakan satu-satunya jenis barang yang seperti
itu. Kemiripan atau persamaan dengannya dari segi kegunaan tidak ada sama sekali. Aliran
liscrik sampai saat ini adalah contoh dari barang pengganti yang “mirip”, yang ada hanyalah
barang substitusi yang sangat berbeda sifatnya, yaitu lampu minyak. Lampu minyak tidak dapat
mensubstitusikan listrik karena ia tidak dapat digunakan untuk menghidupkan televisi atau

memanaskan setrika/gosokan.

Tidak tcrdapat kcmungkinan untuk masuk ke dalam pasar

Sifat ini mcrupakan sebab utama yang menimbulkan pcrusahaan yang mempunyai kekuasaan
monopoli. Tanpa sifat ini pasar monopoli tidak akan terwujud, karena tanpa adanya hambatan
terscbut pada akhirnya akan terdapat beberapa perusahaan dalam industri. Keuntungan
pcrusaha:m monopo]i akan menarik pcngusaha—pcngusaha lain ke dalam industri tersebut.
Adanya hambatan masuk yang sangat tinggi mcnghindarkan bcrlakunya keadaan yang seperti

itu.

Dapat menguasai penentuan harga

Oleh karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual di dalam pasar, maka
penentuan harga dapat dikuasainya. Oleh sebab itu perusahaan monopoli dipandang sebagai
penentu harga atau price setter. Dengan mengadakan pengendalian ke atas produksi dan jumlah
barang yang ditawarkan, perusahaan monopoli dapat menentukan harga pada tingkat yang

dikehendakinya.
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5. Promosi kurang diperlukan
Oleh karena perusahaan monopoli adalah satu-satunya perusahaan di dalam industri, ia tidak
perlu melakukan promosi penjualan secara iklan. Ketiadaan saingan menycbabkan semua
pembeli yang memerlukan barang yang diproduksi oleh perusahaan monopoli tersebut.
Kalaupun perusahaan monopoli membuat iklan, iklan tersebut bukanlah bertujuan untuk

menarik pembeli, tetapi untuk memelihara hubungan baik dengan masyarakat.

c. Pasar Persaingan Monopolistik

Struktur pasar persaingan monopolistik (monopolistic competition) adalah struktur pasar yang
memiliki kedekatan karakeeristik dengan pasar persaingan sempurna. Namun setiap perusahaan di
pasar tidak hanya menerima harga yang berlaku di pasar, melainkan mampu menentukan sendiri
harga untuk setiap produk yang dihasilkan. Kemampuan menentukan harga sendiri ini muncul
dikarenakan perusahaan tidak memproduksi barang yang homogen, melainkan memproduksi barang
yang memiliki karakeeristik berbeda dengan produk perusahaan lain. Perbedaan jenis produk yang
dihasilkan ini yang menjadi pembeda utama antara scrukeur pasar persaingan monopolistik dengan
pasar persaingan sempurna.

Karakteristik pasar persaingan monopolistik adalah:
1. Banyak Penjual (Many Sellers)

Seperti di struktur pasar persaingan sempurna, pasar persaingan monopolistik juga ditandai
olch jum]ah pcrusahaan yang banyak. Tidak ada ukuran yang bisa digunak:m untuk memberi
batasan seberapa banyak itu ‘banyak’? (how much is 'many’?). namun satu hal yang bisa dikatakan
bahwa jumlah pcrusaha:m di pasar cukup b:myak schingga pangsa satu pcrusahaan relatif kecil

dib:mding total.

2. Produknya Terdifferensiasi (Differentiated Product)

Yang dimaksud dengan produk yang terdifferensiasi adalah produk yang memiliki perbedaan
karakeeristik dengan produk sejenis lain. Perbedaan karakeeristik ini mengakibatkan mulai
munculnya preferensi konsumen terhadap produk tertentu relatif terhadap produk yang
lain. Munculnya preferensi konsumen ini menandakan bahwa produk tersebut tidak lagi bisa
digantikan secara sempurna olch produk lain. Akibatnya konsumen rela untuk membayar lebih
mahal produk yang sesuai dengan preferensinya tersebut. Namun, tingkat differensiasi di pasar
persaingan monopolistik masih relatif rendah, schingga tingkat substitusi di antara produk-

produk di pasar masih cukup tinggi.

3. Bebas Masuk dan Keluar Pasar (Free Entry and Free Exit)

Masih sama dengan struktur pasar persaingan sempurna, jika perusahaan di pasar sedang
mendapatkan keuntungan hal itu akan segera mengundang masuknya perusahaan-perusahaan
baru ke dalam pasar. Perusahaan baru tersebut dengan mudah masuk ke dalam pasar tanpa
harus mengeluarkan biaya (no entry cost). Begitu pula ketika perusahaan sedang mengalami

kerugian, dengan mudah mercka akan keluar dari pasar.

Perbedaan utama antara scrukur pasar persaingan monopo]istik dcngan pasar persaingan
sempurna terletak pada jenis produk yang dihasilkan. Dengan mcmproduksi produk yang

terdiferensiasi, pcrusahaan mampu menentukan harga untuk masing-masing produknya.
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Dengan demikian perusahaan di struktur pasar persaingan monopolistik sudah memiliki

market power atau kekuatan untuk mempengaruhi harga keseimbangan.

d. Pasar Oligopoli

Teori oligopoli memiliki sejarah yang cukup panjang. Istilah oligopoly pertama kali digunakan oleh Sir
Thomas Moore dalam karyanya pada tahun 1916, yaitu “Utopia” 7. Dalam karya tersebut dikatakan
bahwa harga tidak harus berada pada tingkat kompetisi ketika perusahaan di pasar lebih dari sacu.
Sedangkan teori oligopoli pertama kali diformalkan oleh Augustin Cournot pada tahun 1838 melalui
karyanya “Researches sur les principles mathematiques de la theorie des richesses”. Lima puluh tahun
kemudian, teori tersebut dibantah oleh Bertrand. Meskipun menuai banyak kritik, namun hingga
kini teori Cournot tetap dianggap sebagai benchmark bagi teori-teori oligopoli lainnya.

Karakeeristik pasar oligopoli adalah sebagai berikut:
1. Terdapat Beberapa Penjual (Few Sellers)

Hanya tcrdapat bcbcrapa pcnjual yang ada di pasar. Hal ini mcnunjukk:m bahwa pangsa pasar
masing-masing pcrusaha:m di pasar cukup signiﬁkan, ]umlah pcrusahaan yang lebih sedikit
dib:mding pasar persaingan sempurna ataupun persaingan monopolistik disebabkan oleh

tcrdap:ltnya hambatan masuk kC d:{lam pasar.

2. Saling Ketergantungan (Interdependence)
Pada strukcur pasar persaingan sempurna maupun persaingan monopo]istis, kcputus:m
pcrusaha:m atas harga dan kuanticas h:mya mcmpcrtimbangk:m tingkat permintaan di pasar
dan biaya produksi yang dikeluarkan. Sementara di pasar oligopoli, kcputus:m strategis

pcrusaha:m sangat ditentukan oleh pcrilaku strategis pcrusaha:m lain yang ada di pasar.

11.2.2 KEBIJAKAN PERSAINGAN
a. Efisiensi Ekonomi

Dari keempat struktur pasar yang ada, strukcur pasar yang paling ‘ideal’ adalah strukeur pasar
persaingan sempurna. Dalam struktur pasar persaingan sempurna kinerja pasar akan optimal.
Optimal dalam hal ini adalah efisiensi yang dihasilkan olch pasar tersebut, yaitu efisiensi alokatif
dan efisiensi produktif. Strukcur pasar persaingan sempurna merupakan satu-satunya pasar di mana
kedua efisiensi tersebut tercapai sekaligus.

Efisiensi alokatif adalah suatu kondisi di mana pengalokasian sumber daya telah sesuai dengan
peruntukannya yang diindikasikan oleh kondisi ketika tingkat harga (Price=P) sama dengan biaya
marjinal secara ekonomi (Marginal Cost=MC). Sedangkan efisiensi produktif adalah suatu kondisi
di mana perusahaan memproduksi barang dan jasa dengan biaya yang paling rendah atau tingkat
produksi yang paling efisien, yang diindikasikan oleh kondisi di mana tingkat produksi berada pada
tingkat biaya rata-rata per unit (Average Cost=AC atau Average Total Cost=ATC)) yang paling rendah.
Dengan demikian, dalam jangka panjang, di dalam pasar persaingan sempurna akan tercapai kondisi
cfisiensi ckonomi (economic efficiency) yaitu ketika efisiensi alokatif dan efisiensi produktif tercapai,

yang dapat ditunjukkan olch persamaan di bawah ini:

27 Carl S]mpim, Theories ()f Oligopoly Behavior, di dalam Handbook of Industrial Economics, R.Schmalensee, R.D.
\Villig, (Eds.). Vol. 2. North-Holland, Amsterdam, 1989, hal. 303.
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P =MC =AC min= SATC = LATC

Di mana SATC dan LATC menunjukkan biaya rata-rata per unit di dalam jangka pendeck
(short run) dan jangka panjang (long run). Secara grafis kondisi tersebut dapat ditunjukkan dalam
gambar IL4. Secara sosial, kinerja yang dihasilkan olch struktur pasar persaingan sempurna 51
juga sangat baik (desirable). Dengan tercapainya cfisiensi alokatif dan efisiensi produktif, maka

kesejahteraan (welfare) pasar juga akan optimal. Kesejahteraan pasar diukur dari keuntungan yang

diperoleh konsumen atau yang sering disebut dengan surplus konsumen (consumer surplus), dan

keuntungan yang diperolch produsen atau disebut dengan surplus produsen (producer surplus).

Gambar 1.4

Keseimbangan Jangka Panjang Pasar Persaingan Sempurna
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Surplus konsumen adalah selisih antara harga maksimum yang bersedia dibayar oleh
konsumen (willingness to pay) dengan harga yang benar-benar dibayar oleh konsumen. Surplus
produsen adalah selisih antara harga minimum yang bersedia diterima oleh produsen (sebesar biaya
marjinalnya) dengan harga yang benar-benar diterima oleh produsen. Total surplus yang ada di pasar

adalah penjumlahan surplus konsumen dan produsen. Hal ini dapat dilihat pada gambar ILs.
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b. Kebijakan Persaingan dan Intervensi Pemerintah

Apabila struktur pasar bersifat tidak sempurna (imperfect market), atau ketika pasar berbentuk
monopoli, maka akan terjadi inefisiensi ckonomi. Hal ini terjadi karena ketika perusahaan monopoli
mengenakan harga yang tinggi —dengan cara mengurangi jumlah produksi— surplus konsumen
akan berkurang karena sebagian diambil oleh produsen. Namun tidak semua surplus konsumen

berpindah ke produsen, hal ini menjadi kerugian yang harus ditanggung perekonomian. Selain itu,
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karena perusahaan monopoli berproduksi lebih sedikit dari produksi pasar persaingan sempurna,
maka terdapat surplus produsen yang hilang yang juga menjadi kerugian yang harus ditanggung
perckonomian. Schingga secara keseluruhan jumlah surplus konsumen ditambah surplus produsen
di pasar monopoli menjadi lebih sedikit dibanding kondisi di pasar persaingan sempurna.

Kerugian yang ditanggung oleh perekonomian akibat perilaku perusahaan monopoli tersebut
discbut dengan deadweight loss (DWL). DWL ini menunjukkan adanya penurunan kescjahteraan
di pasar. Pada gambar I1.6 dapat dilihat besarnya DWL yang muncul akibat perilaku monopoli.
Karena kesejahteraan di pasar turun, maka pasar menjadi tidak efisien (dibanding pasar persaingan
sempurna). Inefisiensi yang terjadi di pasar monopoli ini adalah biaya yang harus ditanggung
perckonomian (biaya sosial).

Terjadinya inefisiensi ckonomi disebut sebagai kegagalan pasar (market failure). Selain dari
bentuk pasar yang tidak sempurna, kegagalan pasar juga terjadi karena adanya cksternalitas, barang
publik, dan informasi yang tidak simetris.

Ketika terjadi kegagalan pasar, maka muncul rasionalitas akan perlunya intervensi dari
pihak pemerintah. Dengan demikian, ketika pasar menjadi tidak sempurna, maka pemerintah dapat
turun tangan untuk mengintervensi kegagalan pasar yang terjadi. Diharapkan, intervensi pemerintah
tersebut dapat mengarahkan pasar menjadi lebih "baik’ atau dalam pengertian sebelumnya membuat

pasar menjadi lebih efisien secara ckonomi.

Gambar 116
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Kebijakan persaingan (competition policy) merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah
di pasar selain dari regulasi ckonomi. Perbedaannya terletak pada subjek yang dituju, di mana regulasi
ckonomi mengintervensi secara langsung keputusan perusahaan, seperti berapa harga yang harus
ditetapkan, dan berapa banyak kuantitas yang harus disediakan. Sedangkan kebijakan persaingan
merupakan bentuk intervensi secara tidak langsung, karena yang dituju adalah perilaku perusahaan.

Sclain untuk meningkatkan efisiensi ckonomi yang relatif bebas nilai —tidak memihak
kepada konsumen atau produsen- kebijakan persaingan juga dapat bertujuan untuk melindungi
kepentingan konsumen di pasar atau meningkatkan kescjahteraan konsumen. Hal ini mengingat
dalam dunia nyata sering kali dalam bentuk pasar yang tidak sempurna, konsumen merupakan
pihak yang dirugikan. Kerugian konsumen tersebut tergambar dalam bentuk surplus konsumen yang
berkurang karena diambil (captured) oleh produsen.

Dibanding pengukuran inefisiensi ckonomi yang ditunjukkan oleh berkurangnya
kescjahteraan pasar (deadweight loss), pengukuran berkurangnya kesejahteraan konsumen relatif
lebih mudah dilakukan, schingga dalam praktiknya kebijakan persaingan sering kali lebih ditujukan

kepada peningkatan kesejahteraan konsumen.
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Bagaimana kebijakan persaingan dapat mencapai tujuan tersebut? Secara teoritis mekanisme
yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan meningkatkan proses persaingan
(competitive process) yang ada di pasar. Namun, jika kita berdiri di landasan pasar persaingan
sempurna, terjadinya inefisiensi ckonomi atau berkurangnya kescjahteraan konsumen disebabkan
oleh intervensi pihak luar (baca: pemerintah) dan perilaku antipersaingan yang dilakukan olech
pelaku ckonomi di pasar (baca: produsen).

Oleh karena itu, alih-alih mendorong proses persaingan di pasar, kebijakan persaingan
lebih memilih mekanisme membatasi perilaku atau praktik yang bersifat antipersaingan di pasar.
Memperbaiki atau merubah strukeur pasar ke arah scrukcur pasar persaingan sempurna dapat
membuat pasar menjadi lebih baik. Perbaikan dari sisi struktur (misalnya membatasi acau melarang
kepemilikan dominan) akan dapat mengurangi praktik-praktik antipersaingan. Kebijakan persaingan
juga diarahkan untuk membatasi perilaku penyalahgunaan (abusive) yang dilakukan oleh perusahaan,
terutama perusahaan dominan. Persaingan juga diarahkan untuk membatasi dan mengurangi
hambatan untuk masuk ke dalam pasar. Selain hambatan yang dilakukan oleh perusahaan dominan
di pasar, hambatan masuk ke pasar juga sering kali bersumber dari regulasi pemerintah. Schingga
kebijakan persaingan diharapkan dapat menjadi konsideran utama bagi pemerintah ketika akan
mengeluarkan regulasi yang berpotensi menimbulkan dampak di pasar.

Secara umum kebijakan persaingan terdiri dari dua elemen, yaitu:

1. hukum persaingan usaha (competition law), dan

2. advokasi persaingan (competition advocacy).

Advokasi persaingan juga merupakan bagian penting dari kebijakan persaingan, terutama
implementasi kebijakan persaingan di negara berkembang, yang membutuhkan pemahaman dari
semua pihak, termasuk pihak pemerintah.

Penegakan hukum persaingan usaha dan kegiatan advokasi persaingan tidak dapat mencapai
tujuan kebijakan persaingan secara instan, meclainkan membutuhkan proses, yang terkadang
memakan waktu bertahun-tahun. Oleh karena itu dampak positif yang ditimbulkan oleh kebijakan
persaingan tidak dapat dilihat hanya dari hasil akhir (final outcome), melainkan juga dari perubahan

kecenderungan perilaku dari pelaku di pasar, yang merupakan bagian dari proses.

c. Persaingan Usaha dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPIMN)

RPJMN Tahap III (periode 2015-2019) bertujuan untuk lebih memantapkan pembangunan secara
menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian
berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta
kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat. Untuk mewujudkan tujuan
tersebut, salah satu isu strategis yang akan diraih dalam RPJMN III ini adalah tercapainya kondisi
kemandirian ekonomi®. Peningkatan iklim persaingan usaha menjadi salah satu agenda penting
dalam upaya mewujudkan kemandirian ekonomi tersebut.

Salah satu arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam rangka mewujudkan kemandirian
ckonomi adalah penguatan nilai-nilai persaingan usaha yang schat di kalangan pelaku ekonomi,
pemerintah dan masyarakat untuk mencegah praktik monopoli yang menyebabkan kegiatan
usaha tidak schat dan ckonomi tidak efisien melalui pendidikan formal dan nonformal untuk

mendorong internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang schat, penyusunan peraturan perundang-

28 Rencana Strategis (Renstra) KPPU 2015-2019, hal. 1.
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undangan scbagai landasan hukum dalam pengembangan kebijakan, serta pembentukan mekanisme
harmonisasi kebijakan persaingan usaha yang schat .

Pada RPJMN Tahun 2015-2019, daya saing Indonesia dipandang masih rendah. Rendahnya
daya saing ini disebabkan masih terjadinya praktik ckonomi yang kurang efisien dan produktivitas
yang rendah serta inovasi yang tertinggal. Salah satu agenda pembangunan nasional di dalam RPJMN
Tahap I1I adalah Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing Internasional, di mana salah
satu subagenda prioritas adalah Penguatan Investasi.

Penguatan investasi ditempuh melalui dua pilar kebijakan yaicu:

1. Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha untuk meningkatkan efisiensi proses perijinan
bisnis; dan

2. Peningkatan investasi yang inklusif terutama dari investor domestik.

Arah kebijakan yang ditempuh dalam pilar percama penguatan investasi adalah menciptakan
iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing, baik di tingkat pusat maupun dacrah, yang
dapat meningkatkan efisiensi proses perijinan, meningkatkan kepastian berinvestasi dan berusaha
di Indonesia, serta mendorong persaingan usaha yang lebih schat dan berkeadilan®. Dalam RPJMN
Tahap III ini, persaingan usaha menjadi konsep yang secara cksplisit tertuang di dalam dokumen
perencanaan pembangunan nasional schingga upaya peningkatan nilai-nilai persaingan usaha yang
schat di dalam perekonomian tidak lagi menjadi sebatas ruang lingkup tugas dan wewenang Komisi
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) saja.

Strategi yang ditempuh dalam rangka penguatan investasi di antaranya adalah peningkatan
persaingan usaha yang schat melalui pencegahan dan penegakan hukum persaingan usaha
dalam rangka penciptaan kelembagaan ckonomi yang mendukung iklim persaingan usaha yang
schat, penychatan strukeur pasar serta penguatan sistem logistik nasional yang bertujuan untuk
menciptakan efisiensi yang berkeadilan.

Secara kelembagaan, pentingnya persaingan usaha yang schat di dalam perencanaan
pembangunan nasional juga diikuti dengan penguatan kelembagaan KPPU di mana dalam salah satu
prioritas penguatan kelembagaan dalam rangka peningkatan produkrivitas rakyat dan daya saing di
pasar internasional adalah penguatan kelembagaan KPPU guna upaya penegakan hukum persaingan
maupun internalisasi nilai persaingan usaha, pengawasan pelaku usaha, harmonisasi kebijakan

maupun internalisasi nilai-nilai yang schat di kalangan pelaku ckonomi, pemerintah dan masyarakat.

1.3 PARADIGMA DALAM ORGANISASI INDUSTRI

Organisasi Industri adalah ilmu yang berusaha menerangkan bagaimana melihat, menganalisa dan
menjelaskan motivasi dan kendala yang dihadapi suatu perusahaan sebagai konsekuensinya berada
di pasar. Dengan demikian subjek permasalahan di dalam organisasi industri adalah perusahaan,
terutama perilakunya. Perilaku perusahaan dapat berupa kebijakan terhadap pesaing maupun
terhadap konsumen.

Konsumen dan perusahaan (sebagai produsen) adalah dua sisi yang berdampingan. Keduanya
saling membutuhkan. Namun karena ckonomi industri hakekatnya adalah mikrockonomi terapan
dari sisi penawaran, maka ilmu ini lebih banyak bersentuhan dengan persoalan yang dihadapi oleh

produsen yaitu bagaimana usaha produsen memenuhi keinginan konsumen. Apa yang diinginkan

29 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Buku 2: Agenda Pembangunan Bidang,
hal. 1-105.
30 Ibid., Buku 1: Agenda Pembangunan Nasional, hal. 6-107.
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konsumen atau masyarakat dari produsen adalah penampilan atau kinerja yang baik (good
performance). Kinerja yang baik itu sendiri adalah suatu unsur yang bersifat multidimensi, tergantung
dari sudut mana sescorang melihatnya. Baik menurut produsen, belum tentu baik bagi konsumen.
Kinerja pasar dapat dicerminkan lewat efisiensi, full employment, kesejahteraan sosial, distribusi
pendapatan dan lain sebagainya. Dengan memfokuskan pada kinerja, yang merupakan tujuan akhir
dari fungsi pasar, ekonom-ckonom organisasi industri berusaha untuk mencari dan mengidentifikasi
kumpulan dari atribut atau variabel yang mempengaruhi kinerja ckonomi, sckaligus membangun
sebuah teori atau model yang dapat menerangkan hubungan antara atribut-atribut tersebut dengan
kinerja akhir

Ekonom yang pertama kali membangun sebuah kerangka formal yang berisi atribut-atribut
pasar adalah Edward S. Mason dari Universitas Harvard pada tahun 1930-an, dan disempurnakan
oleh ckonom-ckonom sesudahnya. Kerangka terscbut digunakannya untuk  menganalisa dan
menjelaskan kejadian-kejadian dan proses ckonomi yang terjadi di suatu pasar atau industri. Model
tersebut, yang kemudian dikenal sebagai kerangka Structure-Conduct-Performance (SCP), menjadi
semacam peralatan ‘wajib’ dalam analisa ckonomi industri.

Atribut-atribut pasar yang dimasukkannya ke dalam kerangka analisa adalah kondisi dasar,
strukeur pasar, perilaku dan kinerja. Setiap ekonom dalam ckonomi industri, tak dapat disangkal,
pasti mengakui dan mempercayai adanya atribut-atribut tersebut. Namun perdebatan di antara
ckonom muncul ketika diajukan pertanyaan seperti bagaimana hubungan antar acribut, apa
menycbabkan apa, atribut mana yang paling berperan, atribut apa saja yang dapat (dan tidak dapat)
dipengaruhi oleh perusahaan, dan pertanyaan lain yang menyangkut pola hubungan antar atribut
tersebut. Perbedaan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti di atas menempatkan ckonom-
ckonom ke dalam suatu aliran tertentu.

Perdebatan yang terjadi telah berlangsung cukup lama, dan secara kronologis dapat kita
bagi ke dalam tiga aliran, didahului oleh paradigma ‘Structure-Conduct-Performance’ (SCP) tradisional,
dan diikuti olch aliran Chicago. Kedua aliran ini dapat kita golongkan scbagai ckonomi industri
‘lama’ atau tradisional. Aliran terakhir, yang terus tcumbuh berkembang hingga kini, adalah apa yang

dikenal dengan istilah Ekonomi Industri Baru (New Industrial Economics).»*

11.3.1 PARADIGMA HARVARD

Analisis pasar, baik dari sudut pandang perusahaan yang beroperasi (atau ingin beroperasi) di
dalamnya, maupun dari sudut pandang otoritas publik, memerlukan karakterisasi yang tepat. Tujuan
utama dari ckonomi industri adalah menyediakan karakterisasi tersebut, bersandar pada skema
yang menghubungkan antara scrukeur pasar dengan perilaku pelaku ekonomi yang ada di pasar dan
dengan kinerja yang dihasilkan dari hubungan tersebut.

Karakteristisasi ini mencakup penentuan unsur-unsur apa saja yang ada di dalam scrukeur
pasar, perilaku, dan kinerja dan peranan dari masing-masing unsur tersebut, yang pada akhirnya
akan menentukan arah hubungan yang terjadi di antara acribuc-atribut pasar tersebut.

Paradigma SCP tradisional berpendapat bahwa strukeur pasar akan mempengaruhi perilaku
perusahaan dalam membuat keputusan untuk berkompetisi atau berkolusi, misalkan tingkat
konsentrasi yang tinggi akan mendorong perusahaan untuk melakukan kolusi, yang pada gilirannya

akan menentukan kinerja yang dicapai. Kinerja yang baik akan muncul dari scrukeur dan perilaku

31 EM. Scherer, op.cit., hal. 4.

32 Istilah lain untuk menggambarkan aliran ini adalah New Empirical Industrial Organization (NEIO), lihat
Jeffrey Church dan Roger Ware, Industrial Organization: A Strategic Approach, McGraw-Hill, 2000, hal. 440.

33 Alexis Jacquemin, Theories of Industrial Organization and Competition Policy: What are the Links, Working

Paper, European Commission, 2000, hal. 9.
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yang kompetitif. Pola hubungan linier yang sederhana ini menempatkan strukeur sebagai pengaruh
utama dari keberhasilan fungsi pasar. Karena hal tersebut, pengikut aliran SCP tradisional dikenal
dengan istilah ckonom strukturalis.»*

Hubungan sebab akibat yang terjadi secara searah tersebut dapat dickspresikan dalam

formula sederhana, di mana variabel terikat yaitu kinerja dipengaruhi olch variabel-variabel

(penyebab) bebas.
Kinerja = f (struktur, perilaku dan kondisi dasar)

Ukuran kinerja yang diambil biasanya tingkat keuntungan, variabel strukcur mencakup
tingkat konsentrasi dan hambatan masuk, kondisi dasar dapat berupa kondisi permintaan,
pertumbuhan ekonomi dan sebagainya ».

Berbeda dengan pendekatan aliran lain di dalam ekonomi industri maupun mikrockonomi
yang meletakkan teori sebagai landasan analisis, paradigma SCP tradisional muncul berbasiskan
pendekatan metodologi empirik. Proposisi-proposisi yang dihasilkan muncul dari observasi empirik,
dengan ataupun tanpa menggunakan peralatan ckonometri, seperti yang dilakukan oleh Joe S. Bain

pada tahun 1950-an.

11.3.2 PARADIGMA CHICAGO*

Berbeda dengan aliran SCP tradisional yang berbasiskan studi empirik, tradisi aliran Chicago
menckankan pada pentingnya analisis teoritis. Aliran Chicago semakin bcrkcmb:mg dcng:m
masuknya ckonom-ckonom teori yang selama ini bcrkccimpung dalam mikrockonomi. Hingga
pcrtcngah:m 1970-an, resep-resep kcbijakan yang berasal dari aliran ini sangat mcmpcngaruhi dan
mendominasi kcbijakan—kcbijakan pcmcrintah Amerika Serikat.

Pandangan—pandangan yang berasal dari paradigma Chicago memiliki b:myak pcrbcdaan
dengan aliran SCP tradisional, schingga mercka sering disecbut sebagai ‘rival’ dari paradigma SCP
tradisional. Perbedaan yang mendasar adalah jika aliran SCP tradisional mcnggunakan model
persaingan tidak sempurna scbagai ‘teropong’ yang pa]ing tepat dalam mcm:md:mg pcrilaku industri,
maka aliran Chicago memilih model persaingan sempurna, karena di:mggap memiliki kekuatan
penjelasan (explanatory power) yang lebih baik.

Adanya perbedaan model dasar tersebut, menghasilkan konklusi-konklusi yang berbeda
pu]a. Aliran SCP rtradisional menckankan struktur pasar scb:lgai pcngaruh utama dalam kincrja
pasar, schingga pcmi]ik:m kekuatan pasar yang tidak scimbang, yang berasal dari scrukeur pasar
yang tidak scimb:mg pula akan mcnycbabk:m kincrja pasar yang buruk (dari sudut sosial). Dengan
kata lain munculny:l monopoli atau pcrilaku antikompctisi berasal dari scrukeur pasar yang timpang
(terkonsentrasi). Dengan perilaku strategisnya, perusahaan-perusahaan besar yang ada di pasar
berusaha mencegah masuknya perusahaan-perusahaan baru untuk ikut berkompetisi, schingga

pcrusahaan—pcrusahaan bCS:lI' tCI‘SCbU.t dﬂpﬂt mcmpcrolch dﬂ]’l mcmclihara kckuatan untuk mcngatur

34 William H. Shcpud The Economics of Industrial Or; ganization. Prentice-Hz all, 1990, hal. 5.

35 Variabel perilaku jarang sckali dimasukkan ke dalam formulasi karena variabel-variabel ini seperti stracegi
harga dan kolusi, sulit untuk diukur. Menurut Jacquemin, op.cit., hal.io-11, formulasi SCP tradisional lebih menckankan
pada analisa scrukeur pasar dan hubungan langsungnya dengan kinerja, sementara peran perilaku diminimalkan dengan
asumsi bahwa pcrusnhimn berusaha mencapai tujuan yang sama dan n1cn)'csu:1ik:m diri dcng:\n kondisi lingkungim di
mana mercka bcropcmsi. r\dﬂptnsi pcrusi\]uum [crh:\d:lp 1ing](ung:m bersifat p:lsif‘, schinggn pcrilﬂku strategis —-berusaha
scd:lp:lt mungl\’in agar ]ingkungnn d:\p:\t memberi kcuntung;m~ belum dipcrhitungk:m dalam aliran cradisional ini.

36 (fhiczlgo dalam konteks ini lebih mcnunjukknn aliran pcmikimn dnl‘ipzldﬂ lokasi gcogr:\f‘l. Meski dipc]opori

oleh ckonom-ckonom dari Universitas Chicugo, b:myzlk pcmikimn/pcmikimn penting aliran ini yang kemudian
berkembang di tempat lain seperti Los Angeles dan Cambridge, Massachusetts maupun tempat-tempat lain di luar

Amerika.
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harga dari produknya. Implikasi dari argumen ini adalah pemerintah perlu turun tangan untuk dapat
mencegah dan menghentikan perilaku strategis yang merugikan pasar tersebut.?

Sedangkan aliran Chicago berpendapat sebaliknya, bahwa sumber utama munculnya
kekuatan monopoli adalah campur tangan pemerintah di pasar. Pemerintah, dengan sengaja atau
tidak, dapat mencegah beberapa perusahaan untuk ikut berkompetisi, yang merupakan keuntungan
bagi beberapa perusahaan yang lain. Posisi yang paling baik bagi pemerintah agar pasar dapat
berfungsi sebagaimana mestinya adalah mundur dan berada di luar (pasar), dan menyerahkan
semuanya kepada kekuatan pasar (market forces).

Paradigma Chicago --meski menggunakan model persaingan sempurna-- tidak berasumsi
bahwa kekuatan monopoli tidak ada sama sekali, melainkan menunjukkan bahwa kekuatan monopoli
--yang tidak didukung oleh pemerintah- bersifac temporal, scbagaimana yang dikemukakan olch
Reder 3 :

“Chicago concedes that monapoly is possible but contends that its presence is much more often alleged
than confirmed, and receives reports of its appearence with considerable skepicism. When alleged
monapolies are genuine, they are usually transitory, with freedom of entry working to eliminate their

influence on prices and quantities within a fairly shore time period.”

Menurut pengikut aliran ini, perusahaan monopoli bukanlah sesuatu hal yang harus
dikhawatirkan, karena selain bersifat temporal, monopoli tersebut timbul karena proses produksi
yang memang lebih efisien. Selama belum ada perusahaan lain yang sanggup berproduksi secara lebih
cfisien, perusahaan tersebut akan terus menjadi perusahaan monopoli. Implikasi dari argumen ini
adalah monopoli bukanlah sesuatu hal yang merugikan, bila keberhasilan fungsi pasar diukur lewat
cfisiensi.?

Efisiensi relatif dari setiap perusahaan menjadi penentu nyata dari posisi perusahaan
di dalam strukeur pasar dan perilaku. Perusahaan yang mampu berproduksi lebih efisien akan
menghasilkan keuntungan yang besar schingga akan dapat mengambil pangsa pasar yang lebih besar.
Hal ini merefleksikan pandangan aliran Chicago terhadap arah hubungan dari atribut-atribut pasar

(yang merupakan kebalikan dari hubungan aliran SCP tradisional):
Struktur = f(Kinerja, Perilaku, Kondisi dasar)
Hubungan antara variabel keuntungan dengan struktur pasar pun berubah:

Pangsa pasar = f(Tingkat keuntungan, Perilaku, Kondisi dasar)

Namun harus diingat bahwa monopoli tersebut bersifat sementara, sebab perusahaan
tidak dapat mempertahankan kekuatannya dengan menggunakan perilaku strategis yang bersifat
antipersaingan. Pendekatan Chicago umumnya menyangsikan kemungkinan keberhasilan dari
perilaku strategis perusahaan baik terhadap perusahaan yang sudah mapan di pasar maupun terhadap
perusahaan yang mau masuk ke pasar. Struktur pasar akan ditentukan oleh teknologi (menentukan
cfisiensi proses produksi) dan kebebasan masuk pasar, dan kebebasan masuk pasar tersebut akan
menjamin tercapainya perilaku dan kinerja yang optimal.

Karena aliran ini secara fundamental bersifat teoritis, dengan penekanan pada teori ckonomi

37 Stephen Martin, Industrial Economics, Economic Analysis and Public Policy, 2nd edition. Blackwell Publishers,
Oxford, 1994, hal. 537- 539.

38 Melvin W. Reder, ‘Chicago economics: permanence and change’, Journal of Economic Literature, Vol. 20, No.1,
1982, hal. 15.

39. William H. Sheperd, op. cit., hal. 17- 43.
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dasar tertentu, studi yang bersifat empirik sangat jarang dilakukan. Kalaupun ada maka lebih bersifat
kritikan (dengan menggunakan formulasi di atas) terhadap penelitian yang dilakukan menurut
tradisi SCP.

Salah satu studi aliran Chicago yang paling berpengaruh adalah penelitian yang dilakukan
oleh Demsetz pada tahun 1973, 1974 dan 1976.% Menurut Demsetz, keuntungan di atas normal
bukan karena adanya kolusi di antara perusahaan yang ada di pasar, melainkan karena kemampuan
perusahaan untuk beroperasi lebih efisien. Dari studi yang dilakukannya ditemukan fakta bahwa
keuntungan yang lebih tinggi di suatu pasar yang terkonsentrasi hanya diperoleh oleh perusahaan
yang lebih besar. Jika pandangan aliran SCP tradisional mengenai kolusi benar, maka seluruh
perusahaan yang ada di pasar, baik yang besar maupun yang kecil, akan memperoleh keuntungan
yang sama besar.

Perbedaan lain adalah hubungan antara skala ekonomis dan margin yang diperolch. Aliran
SCP tradisional umumnya beranggapan bahwa perusahaan yang memiliki skala ckonomis akan
memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Demsetz berpendapat sebaliknya. Semakin penting skala
ckonomis, semakin besar keuntungan yang dapat diperoleh jika memproduksi outpur yang lebih
banyak. Namun untuk menjual output lebih banyak, perusahaan perlu menurunkan harga penjualan,
schingga margin keuntungan yang diperoleh pun akan lebih rendah.

Meskipun pada dasarnya, studi yang dilakukan oleh Demsetz merupakan studi ‘tandingan’
terhadap studi empirik aliran SCP tradisional, namun studi tersebut juga tidak lepas dari berbagai
kelemahan, seperti pengukuran efisiensi yang hanya diwakili oleh profit perusahaan, dan beberapa

kelemahan lain menyangkut metode pengukuran dan proses estimasi.

1.4 PERILAKU STRATEGIS PENENTUAN HARGA

Perilaku strategis adalah scbuah konsep bagaimana scbuah perusahaan dapat mengurangi ringkat
persaingan yang berasal dari pesaing yang sudah ada maupun pesaing potensial yang baru akan
bermain di pasar yang pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan profit perusahaan. Perilaku
ini tidak hanya dipusatkan pada penetapan harga maupun kuantitas secara sederhana. Namun lebih
kompleks lagi mengejar pangsa pasar, memperlebar kapasitas, hingga mempersempit ruang gerak
pesaing.

Perilaku strategis terdiri dari dua tipe yaitu, dalam bentuk kooperatif maupun nonkooperatif.
Pertama, perilaku yang bersifat nonkooperatif mengacu pada tindakan perusahaan yang mencoba
meningkatkan profic mercka dengan meningkatkan posisi relatifnya terhadap pesaing. Mereka
tidak melakukan kerja sama satu sama lain. Perilaku sejenis ini biasanya meningkatkan profit satu
perusahaan dan menurunkan profit perusahaan pesaingnya.

Kedua, perilaku strategis yang bersifat kooperatif diciptakan untuk mengubah kondisi
pasar schingga memudahkan semua perusahaan untuk berkoordinasi dan membatasi respon pesaing
mereka. Bentuk perilaku kooperatif ini mampu meningkatkan profit semua perusahaan yang bermain
di pasar dengan meminimalisir persaingan. Pada bagian ini akan ditckankan pada pembahasan

mengenai perilaku penentuan harga.

11.4.1 PREDATORY PRICING (JUAL RUGI)

Predatory Pricing secara sederhana didefinisikan sebagai tindakan dari sebuah perusahaan yang

mengeluarkan pesaingnya dengan cara menetapkan harga di bawah biaya produksi. Namun dalam

40 Stephen Martin, op. cit., hal. 218-221.
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praktiknya juga digunakan untuk mencegah pesaing masuk ke pasar. Begitu semua pesaing telah
keluar, maka perusahaan tersebut langsung menaikkan harga. Selama periode praktik predatori ini,
perusahaan kehilangan untung, dan mengalami kerugian. Perusahaan harus mendapatkan semua
permintaan pada tingkat harga yang rendah. Schingga dapat memelihara harga yang rendah.

Kerugian perusahaan selama periode praktik predatory pricing ini melebihi pesaingnya. Dalam
periode ini, konsumen memperoleh manfaac dari prakeik ini. Mercka dapat membeli produk pada
tingkat harga yang jauh lebih murah dibandingkan jika kedua perusahaan menjadi duopolis. Namun
demikian setelah itu, ketika harga meningkat pada level yang lebih tinggi (pada harga monopoli),
maka konsumen akan mengalami kerugian.

Jika praktik predatori ini berhasil hingga memaksa pesaingnya bangkrut, dapat dipastikan
bahwa aset mereka secara permanen dapat ditarik keluar dari industri atau paling tidak dapat
dikuasai oleh predator. Jika tidak, perusahaan lainnya akan masuk dan membeli aset tersebut dan
persaingan kembali tak dapat dihindari. Prakeik ini kemungkinan besar akan berhasil ketika aset
pesaing keluar secara permanen dari industri dan dikuasai oleh predaror. Oleh karena itu strategi yang
paling jitu agar praktik ini sukses adalah membuat pesaing bangkrut dan membeli semua aset pesaing
dengan harga penawaran.

Literatur ckonomi dan hukum secara luas telah mengembangkan standar khusus untuk
menentukan apakah sebuah perusahaan sedang melakukan praktik predatory pricing atau tidak. Salah
satu literatur yang paling berpengaruh terhadap kasus ini adalah literatur Areeda dan Turner.”
Mercka menilai bahwa standar penentuan prakeik ini dapac dilihat ketika sebuah perusahaan
menetapkan harga di bawah biaya marjinal jangka pendeknya. Namun karena data mengenai biaya
marjinal jangka pendck sulit diperoleh, mereka menyarankan untuk menggunakan data AVC
(Average Variable Cost) scbagai proksi. Logika yang mendasari adanya penentuan ini adalah bahwa
belum pernah ada perusahaan yang mendapatkan untung ketika beroperasi pada kondisi di mana
harga lebih rendah dari biaya marjinal jangka pendek kecuali ada kepentingan ataupun taktik atau
strategi. Penctapan harga di bawah biaya marjinal jangka pendek adalah tidak masuk akal jika tanpa
prospek keuntungan dalam jangka panjang.

Beberapa pihak lainnya mengembangkan studi Areeda dan Turner dengan alternatif
lain. Ada yang menyarankan penentuan dengan menggunakan LRMC (Long Run Marginal Cost),
ada juga yang menyarankan menggunakan AC. Beberapa lainnya juga menyarankan masih perlunya
untuk melakukan observasi sepanjang waktu baik untuk harga maupun untuk kuantitas outpur demi
meyakinkan apakah praktik predatory pricing ini benar-benar terjadi atau tidak.

Semua jenis tes untuk mendetcksi keberadaan prakteik ini masih menimbulkan beberapa
permasalahan terutama pada saac implementasi di lapangan. Pertama untuk alasan data yang
diperlukan untuk mengukur SRMC (Short Run Marginal Cost) atau bahkan data AVC (Average Variable
Cost). Kedua, permasalahan lainnya adalah, jika perusahaan tidak melakukan apa-apa tapi bisa saja
dinilai telah melakukan praktik ini. Misalnya ada perusahaan yang baru masuk ke dalam pasar untuk
menarik konsumen ia menerapkan harga promosi. Selama fase awal operasi perusahaan adalah hal
yang biasa bagi mercka untuk memberikan gratis atau secara cuma-cuma produk mereka. Tentu saja
hal ini bisa bertentangan dengan tes yang dilakukan Areeda dan Turner. Pemberian produk secara
cuma-cuma sangatlah efektif sebagai bagian dari promosi demi membangun bisnis di masa depan
dan tentunya dapat dijadikan langkah awal untuk dapat meningkatkan profic.

Sclain faktor promosi, munculnya penetapan harga di bawah biaya marjinal jangka

41 P. Arceda dan D. Turner, ‘I’rcdatory Pricing and Related Practices under Section 2 ()f the Sherman Act’, Harvard
Law Review, Vol. 88, No. 4, 1975, hal. 700-703.
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pendek (SRMC) sebenarnya bisa terjadi dengan wajar jika perusahaan mampu melakukan tindakan
yang dikenal dengan istilah learning by doing. Tindakan ini mengacu pada penurunan biaya produksi
karena perusahaan mampu berproduksi jauh lebih efisien. Dengan harga yang murah pada saat
awal perusahaan tentu dapat meningkatkan penjualan dan kemudian mampu belajar untuk dapat
menurunkan biayanya di masa depan. Meskipun harga saat ini lebih rendah dari biaya produksi, tetapi
ada prospek untuk menurunkan biaya di masa datang. Dengan mengumpulkan segala informasi dan
pengetahuan yang ada sckarang, dapat disimpulkan bahwa penetapan harga yang rendah sckarang
dapat dipandang scbagai sebuah investasi di masa datang.

11.4.2 PRICE DISCRIMINATION (DISKRIMINASI HARGA)

Diskriminasi harga (price discrimination) dapat didefinisikan sebagai tindakan perusahaan menjual
produk atau jasa yang sama dengan harga berbeda ke pembeli berbeda pada wakeu yang hampir
bersamaan. Diskriminasi harga dilakukan dengan tujuan utama untuk mendapatkan profit yang
lebih tinggi. Profit yang lebih tinggi diperoleh dengan cara merebut (capturing) surplus konsumen.
Dengan demikian, tindakan diskriminasi harga hanya akan dilakukan oleh perusahaan jika profit
yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan dengan menerapkan harga tunggal (uniform price).

Surplus konsumen adalah selisih antara reservation price (harga tertinggi yang bersedia dibayar
konsumen) dengan harga yang benar-benar dibayar oleh konsumen. Jika perusahaan menerapkan
kebijakan satu harga (linear uniform price), konsumen akan tetap dapat menikmati surplus konsumen
yang signifikan. Dengan adanya kenyataan bahwa konsumen sebenarnya bersedia untuk membayar
lebih tinggi, maka perusahaan akan berusaha mercbut surplus konsumen tersebut dengan cara
menerapkan kebijakan diskriminasi harga.

Terdapat tiga bentuk penerapan diskriminasi harga, seperti yang akan diuraikan berikut ini:

a. Diskriminasi Harga Tingkat Pertama (7st Degree)

Diskriminasi tingkat pertama dilakukan dengan cara menerapkan harga yang berbeda-beda untuk
setiap konsumen berdasarkan reservation price (Willingness to Pay) masing-masing konsumen. Strategi
tingkat pertama ini sering disebut diskriminasi sempurna (perfect price discrimination) karena berhasil
mengambil surplus konsumen paling besar. Syarat utama agar penerapan strategi diskriminasi
tingkat pertama ini dapat berhasil adalah perusahaan harus mengetahui reservation price masing-
masing konsumen. Contoh: seorang dokter memberlakukan tarif konsultasi yang berbeda-beda pada

setiap pasiennya.

b. Diskriminasi Harga Tingkat Kedua (2nd Degree)

Jika pcrusaha:m tidak memiliki informasi mengenai reservation price konsumen, maka diskriminasi
tetap dapat dilakukan, namun tidak mendiskriminasi konsumen secara langsung, melainkan melalui
diskriminasi produk. Diskriminasi tingk:lt kedua ini dilakukan dcng:m cara mcncrapk:m harga
yang berbeda-beda pada jumlah batch produk yang dijual. Contoh: perbedaan harga per unit pada

pcmbclian grosir dan pcmbclian eceran.

c. Diskriminasi Harga Tingkat Ketiga (3rd Degree)

Pada diskriminasi tingkat pertama, perusahaan mengetahui reservation price masing-masing

konsumen. Namun, apabila perusahaan tidak mengetahui reservation price masing-masing konsumen,
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tapi mengetahui reservation price kelompok konsumen, maka perusahaan menerapkan diskriminasi
tingkat ketiga. Strategi ini dilakukan dengan cara menerapkan harga yang berbeda-beda untuk
setiap kelompok/grup konsumen berdasarkan reservation price masing-masing kelompok konsumen.
Kelompok konsumen dapat dibedakan atas lokasi geografis, maupun karakteristik konsumen seperti
umur, jenis kelamin, pckcrjaan dan lain-lain.

Apa pun bentuk strategi diskriminasi harga yang dipilih oleh perusahaan namun terdapat
syarat mutlak agar strategi tersebut dapat mencapai tujuannya, yaicu mendapatkan keuntungan yang

lebih besar. Syarat utama tersebut adalah:

1. Perusahaan memiliki market power. Tanpa adanya market power, maka konsumen akan beralih ke
produk perusahaan lain ketika strategi diskriminasi harga diberlakukan.

2. Perusahaan harus dapat mencegah terjadinya arbitrage® atau penjualan kembali (resale). Dengan
adanya penjualan barang kembali, maka konsumen yang menikmati harga yang lebih rendah
dapat memanfaatkan selisih harga tersebut untuk menjualnya kembali kepada konsumen lain

yang dihadapkan pada harga yang lebih tinggi.

11.5 PASAR BERSANGKUTAN (RELEVANT MARKET)

Dalam setiap kajian industri, langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan pasar bersangkutan
(relevant market). Penentuan pasar bersangkutan yang tepat diperlukan untuk mengidentifikasi
seberapa besar penguasaan pasar oleh pelaku usaha dan batasan dari perilaku antipersaingan yang
dilakukan. Dengan mengetahui pasar bersangkutan maka dapat diidentifikasi pesaing nyata dari
pelaku usaha dominan yang dapat membatasi perilakunya.

Definisi yang tepat dari pasar bersangkutan merupakan suatu fasilitas penting dari analisa
persaingan yang akurat. Pendefinisian pasar bersangkutan yang terlalu sempit dapat membawa kepada
hal-hal yang tidak berhubungan dengan persaingan, dan sebaliknya definisi pasar bersangkutan yang
terlalu lebar dapat menyamarkan permasalahan persaingan yang sebenarnya. Ini tentu saja menjadi
suatu kasus di mana penckanan terlalu banyak ditempatkan pada porsi pasar yang muncul dari
definisi pasar yang tidak tepat.

Menurut UU No.5 Tahun 1999, pasar bersangkutan didefinisikan sebagai:

“Pasar yang berkaitan dcng:m jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pclaku usaha
atas bar:mg dan/atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari bar:mg dan/atau jasa

tersebuc. s

Dalam pengertian tersebut terdapat dua dimensi, yaitu dimensi produk (set of products) yang
terlihat pada kalimat: “..atas barang dan/atau jasa yang sama atau scjenis atau substitusi dari b:lr:mg
dan/atau jasa tersebut”, dan dimensi Wi]ayah (relevant geogmphic market) yang terlihat pad:l kalimat:
“,..berkaitan dcng:m jangkauan atau daerah pemasaran tertentu...”. Berikut ini akan diuraikan
penggambaran pasar bersangkutan baik menurut produk (product relevant market) maupun pasar

menurut cakupan wilayah geografis (geographic relevant market).

11.5.1 PASAR MENURUT PRODUK

42 Arbitrage is the simultancous purchase and sale and assests to profit from a difference in the price. It is a trade that
pmﬁrx 17_v cxp[oiting the price diffcrcnccs Uf idencical or similar filmncial inscruments on difﬁrcnt markets or in difﬂ*rcm fm'ms.,
www.investopedia.com/terms/a/arbitrage.asp.

43 Pasal 1 :\ngk:\ 10, Ketentuan Umum UU No. 5 Tahun 1999.
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Batasan dari sebuah pasar dapat dilihat dari dua sisi, yaitu substitusi permintaan dari sisi konsumen
(demand-side substitution) dan substitusi dari sisi produsen (supply-side substitution). Substitusi dari sisi
konsumen melihat batasan dari sebuah pasar dengan menginvestigasi sebuah produk/jasa dan melihat
substitusi terdekatnya (close substitute). Barang yang termasuk substitusi terdekatnya tersebut akan
dimasukkan ke batasan scbuah pasar bersangkutan jika substitusi yang dilakukan oleh konsumen
akan mencegah naiknya harga produk relevan (yang diinvestigasi) di atas harga tingkat persaingan
(competitive level).

Proses pembuktian pasar bersangkutan yang umum dilakukan adalah dengan menggunakan
asumsi hypothetical monopolist test. Pengujian ini berusaha mengidentifikasi serangkaian kecil
produk dan produsen (pemilik produk yang sedang diinvestigasi), di mana hypothetical monopolist,
mengendalikan pasokan dari semua produk di dalam rangkaian tersebut yang dapat meningkatkan
keuntungan dengan menaikkan harga di atas harga kompetitif. Pendekatan yang mendasari tes
tersebut dapat diaplikasikan untuk mengidentifikasikan pasar produk dan juga pasar menurut
geografis. Pendekatan ini menggunakan dasar pemikiran menaikkan harga di atas level kompetitif.
Besarnya kenaikan harga ditentukan sedemikian schingga nilainya cukup kecil namun signifikan
(Small but Significant, Non-transitory Increase in Price). Schingga pengujian menggunakan hipotesis
kenaikan harga ini disebut dengan istilah SSNIP test.

Pendckatan ini diperkcna]kan olch ]cmbaga yang bcrwcnang di Amerika Serikat dalam hal
penegakan hukum persaingan, yaitu Department of Justice (DO]) dan the Federal Trade Commission
(FTC), pada tahun 1984 yang tertuang dalam Horizontal Merger Guidelines. Penggunaan metode ini
juga digunakan oleh lembaga otoritas persaingan di Inggris dan Uni Eropa dalam pedoman mengenai

Definisi Pasar.

a. SSNIP Test

Pendekatan SSNIP test (Small bue Significant, Non-transitory Increase in Price) pada intinya ingin
melihat apakah secbuah perusahaan akan mendapatkan keuntungan jika menaikkan harga. Proses
membuktikan tes ini dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah membuktikan apakah
keputusan menaikkan harga akan menguntungkan perusahaan. Hal ini dilihat dari logika profit
maksimum, yaitu perusahaan akan memutuskan untuk menaikkan harga jika marginal revenue lebih

kecil dari marginal cost. Pembuktian dilakukan dengan melihat*:
1/e > L (margin)

Di mana ¢ mcnunjukk:m clastisitas harga (own—price dasticity). Namun tahap pertama ini
tidak memberikan batas scbcrapa besar pcrusaha:m akan menaikkan harga. Merger Guidelines DOJ/
FTC memberikan batas SSNIP sebesar 5%. Tahap kedua dilakukan dcng:m cara mcmbandingkan

critical elasticity of demand dengan own price elasticicy-nya.
Critical Elasticity = (1+t) / (m+t)

di mana t adalah batasan SSNIP, m menunjukkan margin yang dimiliki oleh perusahaan
(nilainya berupa persentase bukan profit langsung misalnya ROE). Jika critical elasticity lebih besar

dari own price elasticity, berarti pasar tersebut memenuhi SSNIP test.

b. Substitusi dari Sisi Permintaaan (Demand-Side Substitution)

44 »]cﬁ]‘c)’ Church dan Roger Ware, op.cit., hal. 607.
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Analisa ini terfokus terhadap substitusi yang ada untuk pembeli dan apakah terdapat pelanggan yang
akan berpindah pada saat terjadi peningkatan harga, tanpa menimbulkan biaya untuk membatasi
perilaku pemasok produk yang bersangkutan. Substitusi tidak harus terhadap produk yang identik
sama untuk dimasukkan ke dalam pasar yang sama. Sebagian besar barang dan jasa merupakan
produk yang terdiferensiasi. Oleh sebab itu harga dari produk ini tidak perlu sama. Contohnya: jika
dua produk digunakan untuk tujuan yang sama tetapi satu produk dengan spesifikasi yang berbeda,
mungkin dengan kualitas yang lebih tinggi keduanya masih berada pada pasar yang sama sclama
konsumen lebih memilih produk tersebut karena rasio harga-kualitas yang lebih tinggi.

Scbagai tambahan, suatu produk tidak perlu menjadi substitusi langsung untuk dapat
dimasukkan ke dalam pasar yang sama. Mungkin terdapat rantai substitusi di antara produk tersebut.
Lebih lanjut, tidak perlu seluruh konsumen atau mayoritas dari konsumen untuk berpindah untuk
mensubstitusi produk untuk dapat menyatakan suatu barang bersubstitusi dan berada pada pasar
relevan yang sama.

Faktor penting adalah apakah jumlah konsumen yang pindah tersebut cukup besar
untuk mencegah hipotetikal monopolis menetapkan harga di atas level kompetitif. Faktanya jika
peningkatan harga sebesar 10% akan membawa setidaknya 10-20% konsumen berpindah ke barang
substitusi maka keuntungan dari peningkatan harga akan hilang dan akan tidak menguntungkan bagi
perusahaan untuk melakukan peningkatan harga.

Perilaku yang biasa disebut dengan ‘marginal consumers’ yang cenderung akan berpindah akan
membuat harga kompetitif bukan hanya untuk diri mercka sendiri tetapi juga untuk konsumen yang
lain yang tidak dapat berpindah, dengan asumsi bahwa pemasok tidak bisa melakukan diskriminasi
harga terhadap kelompok konsumen. Jelas bahwa semakin kuat kejadian bahwa konsumen akan
berpindah, akan semakin kecil kemungkinan bahwa suatu produk atau sckumpulan produk berada
pada pasarnya sendiri.

Biaya perpindahan bagaimanapun juga akan sangat penting bagi konsumen. Contohnya,
perpindahan dari pemanas listrik ke pemanas gas, sejalan dengan penurunan harga gas, akan membuat
sejumlah investasi yang signifikan pada peralatan baru. Dalam keberadaan biaya perpindahan

mungkin terdapat jarak yang cukup jauh antara substitusi permintaan jangka pendek dan jangka

panjang.

c. Substitusi Dari Sisi Penawaran (Supply-Side Substitution)

Substitusi dari sisi produsen juga mempengaruhi ruang lingkup pasar relevan, di mana jika pelaku
usaha sebuah produk tertentu mengalihkan fasilitasnya untuk memproduksi barang substitusi jika
harga naik cukup signifikan. Dalam ketiadaan substitusi permintaan, kekuatan pasar mungkin masih
dapat dibatasi dengan substitusi penawaran. Substitusi semacam ini muncul ketika pemasok barang
mampu bereaksi dengan cepat terhadap perubahan kecil yang permanen pada harga relatif dengan
merubah produksi ke produk yang relevan tanpa menimbulkan biaya atau resiko tambahan. Dalam
kondisi ini, potensi dari substitusi penawaran akan memiliki dampak disipliner yang sama terhadap
perilaku persaingan dari perusahaan-perusahaan yang terlibat.

Sama seperti substitusi permintaan, substitusi penawaran harus secara relatif cepat, karena
tanpa kecepatan efekeifitasnya dalam menghambat kekuatan pasar yang ada akan menurun. Hal ini
merupakan suatu permasalahan opini mengenai scberapa cepat substitusi penawaran harus bereaksi,
untuk membedakannya dengan entry, biasanya ditentukan oleh otoritas persaingan selama jangka

wakrtu satu tahun.

Buku Teks Hukum Persaingan Usaha




Menganalisa substitusi penawaran jangka pendek menimbulkan isu yang sama untuk
dipertimbangkan hambatan masuk (barriers to entry). Keduanya dipertimbangkan dengan
membangun asumsi apakah perusahaan-perusahaan akan dapat mulai memasok suatu produk dalam
persaingan dengan perusahaaan lain yang sudah ada. Perbedaannya hanya pada masalah waktu, yaitu
kecepatan melakukan persiapan.

Tipe bukti yang digunakan dalam melakukan penilaian dari substitusi penawaran meliputi:

1. Analisis sistematis dari perusahaan-perusahaan yang telah memulai atau menghentikan
produksi dari suatu produk yang jadi permasalahan.

2. Wakeu yang diperlukan untuk mulai memasok produk yang jadi permasalahan.

3. Pemberitahuan dari pemasok potensial untuk melihat apakah substitusi dimungkinkan
(meskipun potensi pemasok pada saat ini tidak mempunyai rencana untuk masuk ke pasar) dan
dengan biaya berapa, pemberitahuan dari perusahaan — perusahaan mungkin diikutsertakan
untuk menentukan apakah kapasitas yang sudah ada sudah penuh, mungkin karena kontrak
jangka panjang.

4. Pandangan konsumen khususnya pandangan mereka mengenai apakah mercka akan berpindah
ke pemasok baru dan apakah biaya perpindahan bersifat menghambat.

5. Evaluasi dari sunk cost perpindahan tersebut, untuk melihat apakah pemasok potensial dapat
mulai memproduksi produk yang dipermasalahkan tanpa membahayakan investasi yang

substansial.

11.5.2 PASAR MENURUT GEOGRAFIS

Metode yang sama dapat diaplikasikan untuk menentukan cakupan geografis dari sebuah pasar
bersangkutan. Dari sisi konsumen, dilihat apakah konsumen dengan mudah dapat mendapatkan
produk yang sama (atau mirip) dari produsen di daerah lain. Jika ya, maka daerah lain tersebut
merupakan bagian dari pasar bersangkutan secara geografis.

Pasar geografis yang relevan merupakan wilayah di mana substitusi permintaan dan
penawaran berada. Penetapan pasar geografis sangat ditentukan oleh ketersediaan produk yang
menjadi obyek analisa. Beberapa faktor yang menentukan ketersediaan produk di dalam suatu
wilayah geografis adalah kebijakan perusahaan, biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif dan
peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah.#

Tipe bukti yang dapat digunakan untuk menentukan cakupan pasar geografis termasuk
survei konsumen dan perilaku pesaing, estimasi elastisitas harga di berbagai tempat yang berbeda,
dan analisa perubahan harga lintas wilayah yang berpengaruh. Bukti yang terakhir dapat memberikan
pembuktian yang beralasan untuk menentukan bahwa dua wilayah merupakan suatu pasar yang sama
jika harga dari suatu produk yang dipermasalahkan bergerak bersama di kedua wilayah tersebut dan
pergerakannya tidak disebabkan oleh perubahan pada biaya produksi.

45 Pedoman KPPU No. 3 Tahun 2009 tentang Penerapan Pasal 1 f\ngka 10 tentang Pasar Bcrsangleumn, hal.
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Pendekatan per se illegal maupun rule of reason telah lama diterapkan untuk menilai apakah suatu
tindakan tertentu dari pelaku bisnis melanggar undang-undang persaingan usaha.* Pendekatan rule
of reason adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk
membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan
apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan.
Sebaliknya, pendekatan per se illegal adalah menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertencu
scbagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau
kegiatan usaha tersebut. Kegiatan yang dianggap sebagai per se illegal biasanya meliputi penetapan
harga secara kolusif atas produk tertentu, serta pengaturan harga penjualan kembali.7

Kedua metode pendekatan yang memiliki perbedaan ekstrim tersebut juga digunakan dalam
UU No. 5 Tahun 1999. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal-pasalnya, yakni pencantuman
kata-kata “yang dapat mengakibatkan” dan atau “patut diduga”. Kata-kata tersebut menyiratkan
perlunya penelitian secara lebih mendalam, apakah suatu tindakan dapat menimbulkan prakeik
monopoli yang bersifac menghambat persaingan. Sedangkan penerapan pendekatan per se illegal
biasanya dipergunakan dalam pasal-pasal yang menyatakan istilah “dilarang”, tanpa anak kalimat
“..yang dapat mengakibatkan...”. Oleh karena itu, penyelidikan terhadap beberapa perjanjian atau
kegiatan usaha, misalnya kartel (Pasal 1) dan praktik monopoli (Pasal 17) dianggap menggunakan
pendekatan rule of reason. Sedangkan pemeriksaan terhadap perjanjian penetapan harga (Pasal 5)
dianggap menggunakan pendekatan per se illegal.

Namun demikian, perlu dipertanyakan kembali, apakah dalam pembahasan Rancangan UU
No. 5 Tahun 1999 tersebut juga dikaji implikasi hukum atas kata-kata “yang dapat mengakibatkan”
maupun “patut diduga” tersebut? Hal ini mengingat pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyac (DPR)
saat itu masih diwarnai dengan retorika melawan pengusaha besar, yang menguasai sektor-sektor
ckonomi tertentu dari hulu ke hilir, dianggap telah merusak perckonomian bangsa dan merugikan
rakyat banyak.

Oleh  karena itu, pencantuman kata-kata tersebut besar kemungkinannya tidak
mempertimbangkan implikasi dalam penerapannya, schingga terdapat beberapa ketentuan dalam
UU No. 5 Tahun 1999 yang tidak selaras dengan praktik penerapan kedua pendekatan dalam perkara-

perkara antimonopoli dan persaingan usaha tidak schat.

Di samping itu, tim perancang UU No. 5 Tahun 1999 cenderung untuk lebih melimpahkan
penerapan alternatif dari kedua pendekatan tersebut kepada KPPU, yang dinyatakan dalam Pasal 35
UU No. 5 Tahun 1999. Pada dasarnya, tugas KPPU antara lain adalah melakukan penilaian terhadap

semua perjanjian dan atau kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan

46 Pada tahun 1914, The Sherman Act 1890 discmpurn;\l\':\n dcng:\n di](c]tl:lx‘](:lnn)'zl Act to 5upp[cmcn[ Existing
Laws Against Unlawful Restraints and Monopolies yang dikenal dengan sebutan the Clayton Act. Pada tahun yang sama
diterbitkan Act to Create a Federal Trade Commission, to Define Its Powers and Ducies, and for Ocher Purposes yang lebih dikenal
dcng:m the Federal Trade Commission Act. Kemudian p:ld:l tahun 1936, the (flayr()11 Act discmpurnnkzm dcngﬂn the Robinson-
Patman Act, di mana penyempurnaannya terbacas p:ld:l Pasal 2 the (flaymn Act yang mengatur tentang Diskriminasi Harga.
Lihat Stephen F. Ross s Inc., 1993, hal. 395-399.

47 R, Shcy:lm Khemani and D. M. Slmpiro, (;I(M'm'y af Industrial Organisation Economics and Competition Law,
Paris: OECD, 1996, hal. 51.

I’rinciplcs ofA nticrust Law, \X"cstbur}' New York: The Foundation Pre
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persaingan usaha tidak schat.#®

Penggunaan kedua pendekatan secara alternatif memiliki tujuan yang sama, yakni bagaimana
tindakan pelaku usaha tidak menghambat persaingan, schingga mengakibatkan hilangnya efisiensi,
yang pada akhirnya menimbulkan kerugian terhadap konsumen.® Sedangkan tujuan pembentukan UU
No. 5 Tahun 1999, antara lain adalah menciptakan efisiensi dalam kegiatan usaha serta meningkatkan
kesejahteraan rakyat (Pasal 3). Dalam pembahasan ini, akan dikaji apakah penggunaan pendekatan

secara alternatif dapat mendukung efisiensi dan kesejahteraan konsumen.

111.1 PENDEKATAN PER SE ILLEGAL DAN PENERAPANNYA

Pendekatan pertama per se illegal olch Mahkamah Agung Amerika diterapkan dalam perkara United
Sates v. Trans-Missouri Freight Association,® yang diikuti kemudian dalam United States v. Joint Traffic
Association.”* Perkara Trans-Missouri menyangkut 18 perusahaan kereta api yang membuat perjanjian
pada tanggal 15 Maret 1889, dengan membentuk “Trans-Missouri Freight Association”, yaitu suatu asosiasi
perusahaan kereta api yang berdomisili di sebelah barat Mississippi. Para anggota asosiasi tersebut
melimpahkan kewenangan kepengurusan kepada suatu komite, yang merupakan badan perwakilan
para anggota. Kewenangan komite tersebut antara lain, adalah menyusun dan mengumumkan secara
resmi struktur tarif angkutan, yang akan ditetapkan bagi seluruh perusahaan kereta api. Tujuan
pembentukan asosiasi ini adalah untuk saling melindungi dengan cara menetapkan tarif yang
menurut mercka adalah pantas, membuat aturan, dan peraturan mengenai pengangkutan setempat.*
Mahkamah Agung dalam keputusannya menctapkan, bahwa perjanjian di antara para anggota asosiasi
tersebut adalah per se illegal, karena melanggar Pasal 1 the Sherman Act.

Bagian ketiga perjanjian tersebut antara lain menetapkan:

“..that’s committee shall be appointed to establish rates, rules, and regulations on the traffic subjec
to this association, and to consider changes therein, and makes rules for meeting the competition of
outside lines. Their conclusion, when unanimous, shall be made effective when they so order; bus, if’
they differ, the question at issue shall be reffered to the managers of the lines parties hereto; and, if they
disagree, it shall be arbitrated in the manner provided in Arcicle 7.5

Pemerintah kemudian menggugat asosiasi tersebut dengan menyatakan, antara lain bahwa:

“..An agreement between railroads competing in interstate traffic, for the purpose of mutual procection
by establishing and maintaining reasonable rates, rules, and regulations on all freight traffic,” and
organizing an association to enforce these purpose, is an agreement in restraint of commerce, within

the meaning of the anti-trust law of July z, 1890, 15 US.C.A. parag. 1-7,..."%

48 D:
tcrh:\d;\p perjanjian yang dzlpzlt mcngukibﬂtknn tcl‘j:\diny:\ pmktik monopoli dan persaingan usaha cidak schat scb:\gaimzmzl

1sal 35 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Tugus Komisi yang mcliputi, antara lain: a) melakukan pcnil:\i:\n

yang diatur dalam Pasal 4 sampai dcng:m Pasal 16; b) melakukan pcni]:\i:m [Cl‘]mdﬂp ](Cgiz 2

anyang
d:\p:\t mcngﬂl(ib:\tl\’ﬂn tcl‘j:ldiny:l pl‘n](til\' monopoli dan atau persaingan usaha tidak schat SCbilgllinlllnil diatur dalam Pasal
17 sampai dcng:\n Pasal 24; ¢) melakukan pcnilzlizln tcl‘hildzlp ada atau cidak ud:m)'u }7Cl1)’1111\l1gun1\:1n posisi dominan yang
d:\p:\t mcngﬂl(ib:\tl\’ﬂn tcl‘j:ldiny:l pl‘n](til\' monopoli dan atau persa

ngan usaha tidak schat sebagaimana diacur dalam Pasal
25 sampai dengan Pasal 28.
49 A. M. Tri Anggraini, Larangan Prakeik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat: Per se Illcgal atau Rule Of Reason,

Program Pas arjana FH-UIL, »]:11(:\1‘{:\, 2003, hal. 399.

50 United States v. Trans-Missouri Freight Association, 166 U.S. 290, 17 S. Ct. 540, 41 L. Ed. 1007 (1897).

51 United States v. Joint Traffic Association, 171 U.S. 505, 19 S. Ct. 25, 43 L. Ed., 259 (1898).

52 United States v. Trans-Missouri Freight Association, op. cit., hal. 292. Lihat pula Lawrence Anthony Sullivan,
Antitruse, St. Paul Minnesota: West Pub]ishing, Co., 1977, hal. 167.

53 Section 1 The Sherman Act: “va'y contract, combination in the form of trust or otherwise, or conspiracy, in restraint
of trade or commerce among the several States, or wich foreign nations, is hereby declared to be illegal...”
54 United States v. Trans-Missouri Freight Association, op.cit., hal. 294.

55 Ibid., hal. 306.
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Penggugat meminta agar pengadilan menetapkan pembubaran asosiasi tersebut dan para

tergugat dilarang, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, antara lain:

“.from further agrecing, combining, and conspiring and acting together to maintain rules and
regulations and rates for carrying freight upon their several lines of railroad to hinder trade and
commerce between the states and territories of the United States; and that all and each of them be
enjoined and prohibited from entering or continuing in a combination, association, or conspiracy to
deprive the people engaged in trade and commerce between and among the states and territories of the
United States of such facilities and rates and charges of freight transportation as will be afforded by

[free and unrestrained competition between the said several lines of railroads...”>

Tergugat menolak tuduhan tersebut dengan menyatakan, antara lain:

“..they were not content with the rates and prices prevailing ar the date of agreement; they deny
any intent to unjustly increase rates, and deny that the agreement destroyed, prevented, or illegally
limited or influenced competition; they deny that arbitrary rates were fixed or charged, or thar rates

have been increased...”’’

Tergugat menyatakan pula, bahwa tujuan asosiasi adalah untuk menetapkan tarif yang masuk
akal, aturan mengenai semua angkutan dan mempertahankan tarif tersebut sampai ia mengalami
perubahan sebagaimana yang nantinya ditetapkan oleh undang-undang. Mahkamah Agung dalam
keputusannya menetapkan, bahwa perjanjian di antara para anggota asosiasi tersebut adalah per se
illegal, karena melanggar Pasal 1 the Sherman Act.

Selanjutnya, dalam perkara United States v. Joint Traffic)® pemerintah mengajukan gugatan
di pengadilan New York Selatan, sehubungan dengan perjanjian antara 31 perusahaan kereta api yang

membentuk asosiasi, antara lain bertujuan:

“..to aid fulfilling the purpose of the interstate commerce act, to co-operate with each other and
adjacent transportation association to establish and maintain reasonable and just rates, fares, rules,
and regulations on state and interstate traffic, to prevent unjust discrimination, and to secure the
reduction and concentration of agencies, and the introduction of economies in the conduct of the

[freight and passenger service...””

Untuk mencapai tujuan tersebut, 31 perusahaan itu menctapkan Anggaran Dasar asosiasi, di
mana mercka setuju asosiasi dijal:mk:m oleh bcbcrapa dewan yang berbeda, yang memiliki yurisdiksi
atas semua lalu lincas kereta api, di mana pcrusahaan—pcrusahaan scharusnya bcrsaing. Asosiasi akan
mcmpublikasik:m daftar tarif, harga karcis, dan biaya serta aturan-aturan yang akan ditcrapk:m.
Dari waktu ke waktu para manajer asosiasi dapat membuat rekomendasi uncuk pcrubah:m harga
karcis dan biaya serta aturan yang masuk akal dan adil untuk semua angkutan yang discbutkan dalam
perjanjian guna mclindungi kcpcntingan para pihak dalam perjanjian.

Ketidaksediaan untuk melaksanakan rekomendasi oleh pihak manapun juga yang terikat
kcpada perjanjian tersebur, dianggap scbagai pclanggaran tcrhadap perjanjian. Tidak ada pcrusahaan

yang mcnjadi pihak dalam perjanjian ini diijinkan untuk menyimpang atau mcngubah tarif, harga

56 Ibid., hal. 300-301.

57 1bid., hal. 303.

58 United States v. Joint Traffic Association, 171 U.S. 505, 19 S. Ct. 25, 43 L. Ed., 259 (1898).
59 Ibid., hal. 506.
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karcis, biaya, atau aturan-aturan yang ditetapkan kecuali dengan persetujuan Dewan Direksi dari
perusahaan tersebut, dan langkah itu tidak mempengaruhi tarif, harga karcis, serta biaya dimaksud.
Perjanjian tersebut mulai berlaku tanggal 1 Januari 1896 untuk lima (5) tahun lamanya.

Pemerintah menuduh bahwa perjanjian yang dibuat olch para tergugat tersebut adalah «..
unlawfully intending to restrain commerce among the several states, and to prevent competition...”.* Tergugat
the Joint Traffic Association dalam jawabannya menyatakan, menolak tuduhan bahwa kontrak itu
tidak sah dan tidak merupakan konspirasi untuk menghambat perdagangan atau berusaha untuk
memonopoli dan menghambat persaingan antara perusahaan-perusahaan kereta api. Tujuan dari
perjanjian itu antara lain adalah dalam rangka harmonisasi dari rute yang berlainan, dan hal itu perlu
baik bagi masyarakat maupun perusahaan-perusahaan kereta api yang bersangkutan.

Hakim Peckham menyatakan, bahwa perkara ini memiliki persamaan yang besar dengan

United States v. Trans-Missouri Freight Association,®

oleh karena asosiasi mempunyai kepentingan yang
sama, schingga kedua perkara tersebut menghasilkan keputusan yang sama. Tergugat berkeberatan
atas pendapat ini dan memberikan alasan mengapa keputusan dalam perkara sebelumnya tidak dapat
diterapkan terhadap perkara ini. Tergugat menyatakan, antara lain, terdapat perbedaan fundamental
antara dua perjanjian tersebut, baik mengenai materi maupun sifacnya. Dalam perkara Trans-Missouri,
perjanjian itu bersifat inkonstitusional, karena dianggap terlalu mencampuri kebebasan individu,
dan mengabaikan hak individu untuk membuat kontrak, yang sebenarnya dijamin oleh Amandemen

Kelima Konstitusi Amerika Serikat, yang menetapkan:

“..no person shall be... deprive of life, liberty or property without due process of law; nor shall private
property be taken for public use without just compensation. This objection was not advanced in the
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arguments in the other case...

Mahkamah Agung akhirnya kembali pada dalil hukum yang pernah disinggung pada Trans-
Missouri. Pertama, membedakan antara pengaturan yang secara langsung dan segera akan mengurangi
persaingan sebagai price fixing di antara para pesaing, dan pengaturan yang hanya berpengaruh secara
tidak langsung dan insidentil. Kedua, dalam menanggapi perilaku membahayakan yang secara
hipotetis dilakukan olch tergugat, maka Mahkamah Agung menyatakan bahwa beberapa pengaturan
yang berdampak terhadap persaingan, seperti perjanjian untuk tidak ikut serta dalam bisnis sejenis,
sama sckali bukanlah merupakan hambatan perdagangan (restraint of trade).

Olch karena itu, Mahkamah Agung menegaskan, bahwa suatu pengaturan yang dilakukan
dengan maksud tertentu dan secara cksplisit mematikan persaingan di antara perusahaan yang
beroperasi secara mandiri di pasar bersangkutan, akan dinyatakan sebagai ilegal

Dalam penerapan undang-undang anticrust di Amerika Serikat, beberapa jenis perilaku
bisnis tertentu dipandang sebagai per se illegal, terlepas dari penilaian mengenai berbagai akibatnya
terhadap persaingan, dan atau terlepas dari kondisi yang melingkupinya. Salah satu manfaat besar
dari penggunaan metode per se illegal adalah kemudahan dan kejelasannya dalam proses administratif.
Di samping itu, pendekatan ini memiliki kekuatan mengikat (self-enforcing) yang lebih luas daripada
larangan-larangan yang tergantung pada evaluasi mengenai pengaruh kondisi pasar yang kompleks.
Olch karena itu, penggunaan pendekatan ini dapat memperpendek proses pada tingkatan tertentu
dalam pelaksanaan suatu peraturan persaingan usaha. Proses tersebut dianggap relatif mudah dan
sederhana, karena hanya meliputi identifikasi perilaku yang tidak sah dan pembuktian atas perbuatan

ilegal tersebut. Dalam hal ini tidak diperlukan lagi penyelidikan terhadap situasi serta karakeeristik

60 Ibid., hal. 508.

61166 U.S. 290, 17 S. Ct. 540, 41 L. Ed. 1007 (1897).

62 United States v. Joint Traffic, 171 U.S. 505, 19 S. Ct. 25, 43 L. Ed., 259 (1898).
63 Lawrence Anthony Sullivan, op. cit., hal. 169.
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pasar.

Suatu perilaku yang ditetapkan olch pengadilan sebagai per se illegal, akan dihukum tanpa
proses penyelidikan yang rumit. Jenis perilaku yang ditetapkan secara per se illegal hanya akan
dilaksanakan, setelah pengadilan memiliki pengalaman yang memadai terhadap perilaku tersebu,
yakni bahwa perilaku tersebut hampir selalu bersifat antipersaingan, dan hampir selalu tidak pernah
membawa manfaat sosial. > Pendekatan per se illegal ditinjau dari sudut proses administratif adalah
mudah. Hal ini disebabkan karena metode ini membolchkan pengadilan untuk menolak melakukan
penyelidikan secara rinci, yang biasanya memerlukan waktu lama dan biaya yang mahal guna mencari
fakea di pasar yang bersangkutan.

Oleh karena itu, pada prinsipnya terdapat dua syarat dalam melakukan pendekatan per se
illegal, yakni pertama, harus ditujukan lebih kepada “perilaku bisnis” dari pada situasi pasar, karena
keputusan melawan hukum dijatuhkan tanpa disertai pemeriksaan lebih lanjut, misalnya, mengenai
akibat dan hal-hal yang melingkupinya. Metode pendekatan seperti ini dianggap fair, jika perbuatan
ilegal tersebut merupakan “tindakan sengaja” oleh perusahaan, yang scharusnya dapat dihindari.
Kedua, adanya identifikasi secara cepat atau mudah mengenai jenis praktik atau batasan perilaku
yang terlarang. Dengan perkataan lain, penilaian atas tindakan dari pelaku usaha, baik di pasar
maupun dalam proses pengadilan harus dapat ditentukan dengan mudah. Meskipun demikian, diakui
bahwa terdapat perilaku yang terletak dalam batas-batas yang tidak jelas antara perilaku terlarang
dan perilaku yang sah.”

Pembenaran substantif dalam per se illegal harus didasarkan pada fakta atau asumsi, bahwa
perilaku tersebut dilarang karena dapat mengakibatkan kerugian bagi pesaing lainnya dan atau
konsumen. Hal tersebut dapat dijadikan pengadilan sebagai alasan pembenar dalam pengambilan
keputusan. Olch karena itu, terdapac dua hal penting yang harus diperhatikan oleh pengadilan,
pertama, adanya dampak merugikan yang signifikan dari perilaku tersebut. Kedua, kerugian tersebut
harus tergantung pada kegiatan yang dilarang.®

Contoh perjanjian yang dilarang secara per se illegal dalam UU No. 5 Tahun 1999 adalah
perjanjian penetapan harga (price fixing) yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya unctuk
menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar olch konsumen atau

pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.”

Perjanjian yang dianggap melanggar Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 yang telah
diputuskan KPPU adalah perjanjian penetapan harga yang dilakukan olch beberapa pengusaha Bus
Kota Patas AC, yang tergabung dalam suatu asosiasi angkutan jalan raya (Organda). Kesepakatan
bersama tersebut diakomodasi melalui DPD Organda DKI Jakarta melalui Surac DPD Organda
tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Bus Kota Patas AC di wilayah DKI Jakarta tanggal 5
September 2001. Kesepakatan ini dianggap merupakan pelanggaran terhadap Pasal 5 UU No. 5 Tahun
1999-

64 Carl Kaysen dan Donald F. Turner, Antitruse I’o[icy: an Economic and chul Analy.\'i.\', Harvard University Press,
(‘,:\mbridgc, 1971, hal. 142.

65 Herbert Hovcnl\’nmp, Ancitruse, St. Paul Minnesota: West l’ublishing, Co., 1993, hal. 91.

66 1bid.

67 Carl Kaysen and Donald F. Turner, op.cit., hal. 143.

68 1bid.
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Kasus I11.1

KPPU dalam Putusan Perkara Inisiatif No.: 05/KPPU-1/2003 menduga, bahwa Dewan
Pimpinan Daerah Organda wilayah Jakarta melakukan penetapan tarif Bus Kota Patas AC
sebesar Rp. 3.300,-. Tindakan tersebut diawali dengan cara mengajukan permohonan kepada
Gubernur DKI Jakarta.

Sctelah melalui proses pembahasan antara beberapa pengusaha angkutan bus kota dan Dinas
Perhubungan DKI Jakarta, akhirnya Pemerintah Daerah menyetujui kenaikan tarif dari Rp.
2.500,- menjadi Rp. 3.300, per penumpang, melalui Surat No.: 2640/-1.811.33 pada tanggal
4 September 2001 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan. Berdasarkan Surat Gubernur ini,
Organda menerbitkan Surat Keputusan No.: SKEP-115/DPD/IX/2001 tanggal 5 September
2001 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Bus Kota Patas AC di wilayah Jakarta.

Dalam perkara ini, KPPU cukup membuktikan adanya perjanjian yang dilakukan olch
operator bus kota Patas AC, yang dalam hal ini disepakati secara tertulis. Kemudian surat tersebut
diajukan dan disetujui Gubernur DKI Jakarta, yang ditindaklanjuti berupa Surat Keputusan tentang
Penyesuaian Tarif.

Perkara serupa juga terjadi di bidang angkutan laut, di mana 7 (tujuh) perusahaan pelayaran
di jalur pelayaran Surabaya-Makassar melakukan kesepakatan untuk menetapkan tarif dan kuota

jalur Surabaya-Makassar yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 23 Desember 2002.

Kasus I11.2

Perkara No. og/KPPU—I/zoo; berawal dari adanya kesepakatan yang dilatarbelakangi adanya
“banting—bantingan” harga di antara pcrusahaan pclayar:m yang mclay:mi jalur Surabaya—
Makassar-Surabaya, serta adanya maksud Pelindo IV untuk menaikkan tarif THC/port
charg(’. Perjanjian penetapan tarif dan kuota jalur Surabaya— Makassar dibuat pada t:mggal

23 DCSCmbCI‘ 2002 ditﬂl’ldﬂtﬂl’lgal’li ()lCh 7 pcrusahaan pclayaran.

Perjanjian itu juga mengatur mekanisme penalti atau denda yang akan dikenakan jika
terjadi kelebihan kuota, dan apabila perusahaan pelayaran tidak membayar denda, maka
perusahaan pelayaran tersebut tidak akan mendapatkan pelayanan fasilitas pelabuhan dari
Pelindo IV cabang Makassar. Dalam putusannya, KPPU menyatakan bahwa kesepakatan di
antara para perusahaan pelayaran tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (1)
UU No. 5 Tahun 1999.

Pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 yang menggunakan pendckatan per se illegal
lainnya adalah perjanjian kartel SMS (Short Message Service) yang dilakukan oleh para operator
penyelenggara jasa telekomunikasi dalam Perkara KPPU No.26/KPPU-L/2007.
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Kasus 111.3

Perkara KPPU No. 26/KPPU-L/2007 ini bermula dari laporan tentang adanya penetapan
harga SMS off-net. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh para operator jasa telekomunikasi
pada periode 2004 sampai dengan 1 April 2008. KPPU menemukan bukti adanya klausula

perjanjian kerja sama (PKS) Interkoneksi yang menyatakan bahwa harga layanan SMS off-net

berkisar pada Rp. 250,00 — Rp. 350,00. Tim Pemeriksa juga menemukan beberapa klausula

penetapan harga SMS tidak boleh lebih rendah dari Rp. 250,00 dalam PKS Interkoneksi.

Komisi juga melihat ad:mya dampak atas penetapan harga yang mcngakibatkan kcrugian
konsumen dihitung berdasarkan selisih penerimaan harga kartel dcngan penerimaan
harga kompetitif SMS off-net setidak-tidaknya sebesar Rp. 2.827.700.000.000). Komisi tidak
bcrwcnang untuk mcnjatuhkan sanksi ganti rugi untuk konsumen. Dalam putusannya,
KPPU menyatakan bahwa 6 (enam) operator telekomunikasi melanggar Pasal 5 UU No. 5
Tahun 1999 dengan dijatuhi denda berkisar Rp. 4 Milyar sampai dengan Rp. 25 Miyar.

Dalam Putusan KPPU No. 26/KPPU-L/2007 tentang Penctapan Harga SMS, selain KPPU
menemukan bukti adanya perjanjian tertulis di antara para operator, KPPU juga membuktikan
dampak terhadap persaingan itu sendiri, yakni adanya kerugian yang dialami konsumen.

Pelanggaran lain dari larangan per se illegal adalah kesepakatan para produsen ban di
Indonesia untuk tidak melakukan banting harga dan warranty claim. KPPU pada tanggal 7 Januari
2015 mengeluarkan putusan yang di antaranya menyatakan bahwa mercka telah melanggar Pasal 5

ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999. Baca selengkapnya dalam Kasus I11.4 berikut ini:

Kasus I11.4

Perkara No. 08/KPPU-I/2014 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 1 UU
No. 5 Tahun 1999 dalam industri otomotif terkait kartel ban kendaraan bermotor roda
empat yang dilakukan oleh para Terlapor, yakni PT Bridgestone Tire Indonesia, PT Sumi
Rubber Indonesia, PT Gajah Tunggal, Tbk, PT Goodyear Indonesia, Tbk, PT Elang Perdana
Tyre Industry, PT Industri Karet Deli. Para Terlapor telah bersama-sama menyepakati
untuk tidak melakukan banting harga dan warranty claim ban Passenger Car Radial (PCR)
Replacement Ring 13, Ring 14, Ring 15 dan Ring 16 di wilayah Republik Indonesia dalam

rentang waktu tahun 2009 sampai dengan 2012.

Merceka telah dianggap melakukan penetapan harga dengan cara menyepakati untuk tidak
saling melakukan banting harga dan warranty claim. Pasar bersangkutan dalam perkara
ini adalah ban Passenger Car Radial (PCR) Replacement Ring 13, Ring 14, Ring 15 dan Ring
16 di wilayah Republik Indonesia dalam rentang waktu tahun 2009 sampai dengan 2012.
KPPU memutuskan bahwa para Terlapor telah melanggar Pasal 11 dan Pasal 5 ayat (1) UU
No. 5 Tahun 1999 yang mengatur tentang larangan penctapan harga secara per se. KPPU
menghukum para Terlapor membayar denda sebesar Rp 25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima

Miliar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara.
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Pelanggaran larangan per se juga terjadi pada perjanjian penctapan harga untuk produk
Liquefied Petroleum Gas (LPG) olch beberapa perusahaan distributor produk tersebut yang terjadi
pada awal tahun 2015 di wilayah Bandung dan Sumedang sebagai berikut:

Kasus I11.5

Perkara No. 14/KPPU-1/2014 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun
1999 terkait pcnjual:m Liquefied Petroleum Gas (LPG) di wilayah B:mdung dan Sumcd:mg
yang dilakukan oleh 17 (tujuh belas) pcrusaha:m yang bcrgcrak di bisnis LPG,yakni PT Limas
Raga Inti, PT Surya Buana Rahayu, PT Sumber Kerang Indah, PT Adigas Jaya Pratama,
PT Tirta Ganggatama, PT Arias Mas, dan perusahaan-perusahaan lainnya. Mercka terbukei
telah membuat perjanjian secara tertulis dalam bentuk Surat Kcscpakatan Harga tanggal
21 Juni 2011, yakni harga yang harus dibayar olch konsumen atau pelanggan untuk produk
Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung ukuran 12 Kg di wilayah Bandung dan Sumedang pada

kurun Waktu tahun 2011 s:lmpai angﬂl’l 2013.

Pasar produk dalam perkara ini adalah LPG tabung ukuran 12 Kg, dan pasar geografisnya
adalah seluruh wilayah Bandung-Sumedang untuk produk LPG yang dipasarkan olch
perusahaan distributor LPG yang tergabung dalam Hiswana Migas Wilayah Bandung
Sumedang. KPPU membacakan putusannya tanggal 1 April 2015 yang menyatakan bahwa
perjanjian yang dibuat para Terlapor telah melanggar Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999
yang melarang perjanjian penetapan harga secara per se. KPPU menghukum para Terlapor

dengan kewajiban membayar denda ke Kas Negara.

Penyelidikan terhadap ada tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan hukum persaingan
melalui pendekatan per se illegal dianggap lebih memberikan kepastian hukum. Artinya, bahwa adanya
larangan yang tegas dapat memberikan kepastian bagi pengusaha untuk mengetahui keabsahan
suatu perbuatan. Hal ini memungkinkan mercka untuk mengatur dan menjalankan usaha tanpa
khawatir adanya gugatan hukum di kemudian hari, yang menimbulkan kerugian berlipat ganda.
Dengan perkataan lain, pendekatan per se illegal dapat memperingatkan pelaku usaha sejak awal,
mengenai perbuatan apa saja yang dilarang, serta berusaha menjauhkan mereka untuk mencoba
melakukannya.®

Namun demikian, tidak mudah untuk membuktikan adanya perjanjian, terutama jika
perjanjian tersebut dilakukan secara lisan.” Dalam hal ini, hakim hanya perlu membuktikan apakah
terjadi suatu perjanjian. Namun demikian, terdapat kesulitan untuk membuktikan suatu perjanjian
yang dilakukan dengan cara lisan (tidak tertulis). Sebagai contoh, misalnya, dalam perkara Barber
Shop Association,” yakni suatu asosiasi para tukang cukur dalam Akita Prefecture, yang melakukan
penelitian tentang pendapat para tukang cukur anggota asosiasi, dengan cara mengirimkan
kuesioner kepada mercka dan menjawab pertanyaan mengenai dua hal: “do you wish to raise price and

if you do, what is the appropriate price level?” Setelah kuesioner terkumpul, mereka menganalisis isi,

69 Ibid.

70 Pasal 1 butir 7 UU No. 5 Tahun 1999 mcnyﬂ[ﬂk:\n, bahwa “Perjanjian adalah suatu pcrbuﬂ[:m satu atau lebih
pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap sacu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik tereulis
maupun tidak cereulis”.

71 FTC Decision, 11 Agustus 1965, hal. 13 (1966) dalam Mitsuo Matsushita, Internacional Trade and Competition
Law in Japan, New York: Oxford University Press, Inc., 1993, hal. 144-145.
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dan mengumumkan, bahwa hampir semua anggota asosiasi menghendaki peningkatan harga, dengan
tingkat harga yang diperkirakan adalah sebesar 300 yen. Kemudian asosiasi menentukan “harga
standard” sebesar 300 yen, dan memerintahkan bahwa masing-masing anggota dapat menentukan
harga secara independen, dengan mempertimbangkan “harga standar” tersebut. Semua anggota
asosiasi akhirnya sepakat secara diam-diam untuk menetapkan harga sebesar 300 yen.

Japan Fair Trade Commission (JFTC) menggugat aktivitas asosiasi tersebut dan memutuskan
adanya pelanggaran terhadap Pasal 8 (1) huruf i the Anti Monopoly Law (AMA), yang melarang
asosiasi dagang melakukan aktivitas yang secara substansial menghambat persaingan, khususnya di
bidang perdagangan. Dalam hal ini, tidak terdapat bukti langsung bahwa asosiasi menetapkan suatu
“harga standar” kepada para anggotanya. Namun demikian, asosiasi melakukan tekanan kepada para
anggotanya, untuk mengatur harga senilai 300 yen dengan cara mengumumkan hasil penelitian.
Kegiatan asosiasi ini dapat dievaluasi sebagai sebuah bukti yang tidak langsung adanya suatu bentuk
penetapan harga. Melalui pengumuman terscbut, para anggota memperoleh informasi, bahwa
mayoritas dari mercka mempertimbangkan, bahwa harga scharusnya ditetapkan sebesar 300 yen.
Hal ini akan menyulitkan para anggota, jika melakukan “cara lain yang berbeda” dengan yang telah
ditentukan secara bersama-sama.

Beberapa kasus serupa terjadi juga di Amerika Serikat, yang bertujuan mempengaruhi harga
persaingan, yang ditemukan dan digunakan sebagai petunjuk analisis untcuk mendukung karakeerisasi
suatu pengaturan atas harga. Dalam Nationwide Trailer Rental Sistem, Inc. v. United States,”” Mahkamah
Agung menetapkan, bahwa pengedaran surat dalam bentuk daftar terjadwal, yang berisi penetapan
tingkat harga lembur (overtime charges) untuk persewaan trailer kepada masing-masing anggota
asosiasi, merupakan hambatan dalam bentuk harga (price restraint). Bukti-bukti menunjukkan, bahwa
“jadwal” tersebut hanya digunakan sebagai “pedoman”, yang tidak mengharuskan para anggota
untuk mematuhi, dan secara nyata menyimpanginya. Meskipun hanya sedikit atau tidak terdapat
bukti mengenai pengaruh terhadap harga yang dapat dilihat, namun pengadilan menyimpulkan,
bahwa “jadwal” tersebut diedarkan dengan beberapa tujuan, dan tampaknya antara lain, adalah
menyarankan “tingkat harga” lembur, walaupun harga tersebut tidak ditetapkan secara rigid.

Hal yang sama terdapat dalam Plymouth Dealers’ Association v. United States”” Dalam hal
ini, asosiasi dealer mengedarkan daftar “harga yang disarankan” (suggested price) yang nilainya lebih
tinggi dari pada harga penjualan kembali yang disarankan oleh perusahaan. Meskipun tidak terdapat
alasan dari para dealer untuk mengikutinya dan kenyataannya memang demikian, namun terdapat
beberapa bukti yang menunjukkan, bahwa ketika melakukan negosiasi dengan para pelanggan,
mercka menunjuk pada daftar “harga yang disarankan”, selanjutnya baru mereka mulai melakukan
tawar-menawar. Dalam perkara ini, pengadilan memutuskan bahwa tujuan untuk mempengaruhi
harga pasar dapat ditentukan secara memadai.

Dalam perkara United States v. Jantzen Inc.,’* tergugat dilarang menyetujui suatu pengaturan
penetapan harga pada waktu mana ketika masing-masing individu harus menerapkan harga sendiri-
sendiri. Pengaruh dari pengaturan tersebut, secara nyata dapat menutup kemungkinan perubahan
harga di wakeu lain. Kemudian dalam United States v. United Liquors Corp.,” terdapat suatu perjanjian
penetapan persentase diskon yang fungsional, dan cara bagaimana konsumen diklasifikasikan dalam

menentukan apakah mercka berhak atas diskon. Tindakan ini dianggap sebagai suatu hambatan

72 Nationwide Trailer Rental Sistem, Inc. v. United States, 355 U.S. 10,78 S. Ct. 11, 2 L. Ed. 2d 20 (1957), afPg 156 S.
Supp. 800 (D. Kan.). Lihat juga Goldfarb v. Virginia State Bar, 421 U.S. 773, 95 S. Ct. 2004, 44 L. Ed. 2d 572 (1975).

73 Plymouth Dealers'Association v. United States, 279 F. 2d 128 (9th Cir. 1960).

74 United States v. Jantzen Inc., 1966 CCH Trade Cas. 71,887 (D. Or. 1966).

75 United States v. United Liquors Corp.,149 F.Supp. 609 (W.D. Tenn. 1956), afPd per curiam 352 U.S. 991, 77 S.C.
557, 1 L.Ed. 2d 540 (1957).
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harga, meskipun tidak terdapat perjanjian tentang harga dasar dari para pesaing individu yang
memperhitungkan diskon. Dalam United States v. Gasoline Retailers Association, terjadi suatu anjuran
untuk tidak mengiklankan harga, kecuali dengan harga yang tertulis di pompa bensin. Tindakan ini
juga dianggap sebagai satu pembatasan harga yang bertujuan dan berpengaruh terhadap persaingan.

Kasus-kasus di atas adalah contoh yang menunjukkan, bahwa price fixing tidak selalu lahir
dari suatu perjanjian yang tertulis atau jelas. Dengan demikian, hakim harus memiliki pandangan
yang luas atau kepekaan yang dalam untuk mengetahui apakah telah terjadi suacu “perjanjian”, tanpa
adanya bukti tertulis atau lisan. Ini merupakan salah satu kesulitan bagi hakim untuk membuktikan
adanya perjanjian dalam menggunakan pendckatan per se illegal.

Dalam UU No. 5 Tahun 1999 tidak diatur tentang bagaimana cara membuktikan adanya suatu
perjanjian. Akibatnya, berkaitan dengan perjanjian penctapan harga, apabila tidak terdapat bukti
langsung yang berupa, misalnya, perjanjian tertulis atau lisan, maka KPPU tidak bisa menggunakan
undang-undang tersebut.

Oleh karena itu, tepat kebijakan KPPU yang telah mengeluarkan Peraturan KPPU No. 4
Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) UU No. 5 Tahun 1999. Dalam peraturan
tersebut dijelaskan mengenai bukti langsung (hard evidence) dan buketi tidak langsung (circumstantial
evidence). Bukti tidak langsung merupakan “suatu bentuk bukti yang tidak secara langsung
menyatakan adanya kesepakatan penetapan harga” Dinyatakan secara tegas bahwa bukti semacam
ini bisa digunakan untuk membuktikan dugaan adanya suatu perjanjian yang tidak tertulis.

Adapun yang termasuk bukti tidak langsung adalah:

1. bukti komunikasi yang tidak secara langsung menyatakan kesepakatan, dan
2. bukti ckonomi. Penggunaan bukti ckonomi bertujuan sebagai “upaya untuk mengesampingkan

kemungkinan terjadinya perilaku penetapan harga yang bersifat independen.”

Peraturan tersebut menyatakan bahwa pembuktian terjadinya perilaku/strategi yang paralel
(parallel business conduct) bukan merupakan bukti yang cukup untuk menyatakan adanya perjanjian
penctapan harga. Masih dibutuhkan analisis tambahan (plus factors) untuk membedakan parallel
business conduct dengan illegal agreement, seperti rasionalitas penctapan harga, analisis scrukeur
pasar, analisis data kinerja, analisis penggunaan fasilicas kolusi (Facilitating Devices). Namun, dalam
upaya pembukrian, tidak seluruh alat analisis tambahan tersebut harus digunakan. Peraturan
tersebut menyatakan bahwa pembuktian terbaik adalah pembuktian dengan menggunakan baik
bukti langsung maupun bukti tidak langsung. Namun, apabila sulit mendapatkan bukei langsung
scharusnya digunakan bukti tidak langsung yang terbaik, yakni dengan mengkombinasikan bukei

komunikasi dengan bukti ckonomi.

1.2 PENDEKATAN RULE OF REASON DAN PENERAPANNYA

Berbeda halnya dengan per se illegal, penggunaan pendekatan rule of reason mengharuskan pengadilan
untuk melakukan interpretasi terhadap peraturan persaingan usaha. Dalam hal ini, Mahkamah Agung
Amerika Serikat, umpamanya, telah menetapkan suatu standar rule of reason, yang memungkinkan
pengadilan mempertimbangkan faktor-faktor kompetitif dan menetapkan layak atau tidaknya suatu

hambatan perdagangan. Artinya untuk mengetahui apakah hambatan tersebut bersifat mencampuri,

76 United States v. Gasoline Retailers Association, 285 F. 2d 688 (7th Cir. 1961).
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mempengaruhi, atau bahkan menghambat proses persaingan.”

Masing-masing pola pendekatan tersebut mengandung keunggulan dan kelemahan, yang
mungkin dapat menjadi bahan pemikiran untuk menerapkan salah satu pendekatan terhadap
tindakan pelaku usaha yang diduga melanggar undang-undang antimonopoli. Keunggulan rule of reason
adalah menggunakan analisis ckonomi untuk mencapai efisiensi guna mengetahui dengan pasti, yaitu
apakah suatu tindakan pelaku usaha memiliki implikasi kepada persaingan. Dengan perkataan lain,
apakah suatu tindakan dianggap menghambat persaingan atau mendorong persaingan, ditentukan
oleh: “..economic values, that is, with the maximization of consumer want satisfaction through the most

efficient allocation and use resources...””*

Scbaliknya, jika menerapkan per se illegal, maka tindakan
pelaku usaha tertentu selalu dianggap melanggar undang-undang.

Namun pendekatan rule of reason juga mengandung satu kelemahan, dan mungkin
merupakan kelemahan paling utama yaitu, bahwa rule of reason yang digunakan olch para hakim dan
juri mensyaratkan pengetahuan tentang teori ekonomi dan sejumlah data ekonomi yang kompleks,
di mana mercka belum tentu memiliki kemampuan yang cukup untuk memahaminya, guna dapat
menghasilkan keputusan yang rasional. Terbatasnya kemampuan dan pengalaman hakim untuk
mengatasi proses litigasi yang kompleks, sering kali menimbulkan masalah sepanjang sejarah sistem
pengadilan di Amerika Serikat.”

Di samping itu, tidak mudah untuk membuktikan kekuatan pasar tergugat, mengingat
penggugat harus menyediakan saksi ahli di bidang ckonomi, dan bukti dokumenter yang ekstensif’
dari para pesaing lainnya. Padahal, biasanya pihak penggugat hanya memiliki kemungkinan yang
kecil untuk memenangkan perkara, schingga sering kali pendckatan rule of reason dipandang sebagai
a rule of per se legality.

Pendekatan rule of reason yang pertama diterapkan dalam Standard Oil Co. of N.J. v. United
States sebagai interpretasi terhadap the Sherman Act pada tahun 1911.%  Interpretasi tersebut
menghasilkan suatu premis bahwa pertimbangan hukum yang utama dalam menerapkan pendekatan
terscbut adalah maksimalisasi kesejahteraan atau pemuasan kebutuhan konsumen.® Dalam hal ini,
hakim Peckham, Taft, dan White menunjukkan perhatian mercka, bahwa hukum tidak bertujuan
untuk menghancurkan suatu bentuk combination perusahaan yang efisien, namun menckan bentuk
kerja sama di bidang penjualan yang bermaksud mengeliminasi persaingan®  Adanya unsur
pemuasan kebutuhan konsumen sebagai pertimbangan utama dari hukum, mengharuskan pengadilan
untuk menerapkan sebagai kriteria pokok, yakni apakah suatu perjanjian akan berdampak pada
terwujudnya efisiensi, dan kemudian dapat meningkatkan produk, atau sebaliknya, akan berdampak
pada pembatasan produksi.®

Dalam perkara ini hakim Amerika Serikat menyatakan, bahwa alasan utama diterapkannya
the Sherman Act adalah adanya akumulasi kekayaan yang amat besar di dalam perusahaan secara

bersama maupun secara individual, mengakibatkan adanya kekuatan yang besar dari pengembangan

77 E. Thomas Sullivan dan »]cf'ﬁ'cy L. Harrison, Undcrsmnding Ancitrust and Its Economic Implica[i()ns, New York:
Matthew Bender dan Co., 1994, hal. 8s.

78 Robert H. Bork, “The Rule of Reason and the Per se Concept: Price Fixing and Market Division”, The Yale Law
Journal, No. 5, Vol. 74, April 1965, hal. 781

79 "I)CUCI()pmcn[ in the Law-The Civil Jury: The Jury’s Capacity to Decide (fomp[tx Civil Cases”, Harvard Law Review,
Vol. 110, 1997, hal. 1489.

8o Standard Oil Co. of N.J. v. United States, 221 U.S. 1,31 S. Ct. 502, 55 L. Ed. 619 (1911).

81 Robert H. Bork, op.cit., hal. 375.

82 1bid., hal. 783.

83 Hakim White menyatakan sebagai berikue: “.. the evil to be avoided as restriction of output because his ion

of the common law, which he incorporated into the Act, viewed the evils of monopoly as: 1) the power to fix price; 2) the
power to limic production; and 3) the danger of deterioration in qualicy...”. Robert H. Bork, Ibid.
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yang luas, schingga dapat mengakibatkan tekanan terhadap individu-individu perusahaan lainnya
dan merugikan masyarakat secara umum. Undang-undang tersebut bermaksud, percama, untuk
menerapkan common law di negara-negara federal, yang menjamin bahwa masing-masing individu
berhak melakukan perdagangan yang tidak dihambat dengan cara tidak wajar (unreasonably). Kedua
adalah, bahwa masyarakat harus mendapat perlindungan dari praktik-praktik penetapan harga serta
bentuk-bentuk praktik penyimpangan lainnya.®

Keputusan tersebut, ditetapkan oleh Hakim White yang bertindak sebagai Hakim Ketua,
yang dulunya menolak penggunaan per se illegal dalam Trans-Missouri. Keputusan Standard Oil
dengan jelas memberikan kontribusi bagi pengembangan the Sherman Act, khususnya dalam hal
peranan pengadilan dan letak diskresi guna menginterpretasikan undang-undang, yakni dengan cara
menerapkan suatu pendekatan yang dikenal sebagai the rule of reason.

Perkara Standard Oil bukan mengenai kartel, melainkan suatu bentuk kerja sama (combination)
yang erat hubungannya dari 37 perusahaan industri minyak yang diacur dengan manajemen bersama
dan dikontrol melalui suatu perusahaan induk (holding company). Kombinasi tersebut dibentuk melalui
kerja sama (partnership), merger dan bentuk kombinasi lainnya, termasuk melalui pengembangan
internal dari organisasi yang ada. Tindakan mercka dianggap sebagai merger atau konsolidasi yang
digunakan untuk menghimpun kekuatan beberapa perusahaan yang menjalankan usahanya secara
terpisah tetapi melakukan tindakan kolusif; seperti halnya pada kartel.

Namun demikian, Mahkamah Agung menemukan, bahwa bentuk kombinasi tersebut
memiliki elemen komersial, merupakan bentuk lain yang paling buruk dari suatu kartel. Para tergugat
melakukan potongan harga yang sifatnya merusak pasar lokal, dengan cara memaksa untuk bekerja
sama, yang akhirnya bermuara pada penurunan harga secara seragam. Salah satu pertimbangan

pengadilan dalam memutuskan perkara tersebut adalah:

“..it is now with much amplification or argument urged that the statute, in declaring illegal every
combination in the form of trust or otherwise, or conspiracy, in restraint of trade or commerce, does
not mean whar the language used therein plainly imports, bur that it only means to declare illegal
any such contract which is in unreasonable restraint of trade, while leaving all others unaffected by
the provisions of the act; that the common law meaning of the term ‘contract in restraint of trade’
includes only such contracts as are in unreasonable restraint of trade; and when that term is used in
the Federal statute it is not intended to include all contracts in restraint of trade, but only those which

are in unreasonable restraint thereof....”*

ola perilaku dari para tergugat tersebut, ole ahkamal oung dianggap bertentangan
Pola perilaku dari para tergugat tersebut, olch Mahk: h Agung dianggap bertentang

baik terhadap Pasal 1 maupun Pasal 2 the Sherman Act. Hakim White mengawali keputusannya
dengan memberikan batasan pengertian tentang “..restraint of trade, attempt to monopolize, and
monopolization...”. Pengertian-pengertian terscbut merupakan adopsi dari pengertian yang berasal
dari common law, yang digunakan dalam pelaksanaan undang-undang anticrust. Selanjutnya, White
juga mengemukakan konsep dasar tentang tujuan utama dari undang-undang anticrust di Amerika

maupun di Inggris. Bagian krusial dari pandangan White menyatakan:

“..The evils which led to the public outcry against monopolies and o the final denial of the power

to make them may be thus summarily stated- 1. The power which the mongpoly gave to the one who

84»]c1‘1‘0]d G. van Cise, “Anticrusc Pasc-Present-Future”, dalam Theodore P. Kovaleft, The Anticruse Impu[sc: an
Economic, Historical, and Legal Analysis, Vol. I, (M.E. Sharpe, Inc.), 1994, hal. 26.

85 Lawrence Anthony Sullivan, op. cit., hal. 172.

86 Standard Oil Co. of N.J. v United States, op. cit., hal. 29.
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enjoyed it to fix the price and thereby injure the public; 2. The power which it engendered of enabling
a limitation on production; and 3. The danger of deterioration in quality of the monopolized article
which it was deemed was the incvitable resultant of the monopolistic control over its production and

sale...” ¥

Dalam hal ini White menyatakan pula, bahwa pengertian “monopoli” di Inggris biasanya
selalu dihubungkan dengan tindakan-tindakan merugikan yang berasal dari pemberian Raja yang
sifatnya monopolis. Oleh karena itu, akhirnya pengertian monopoli berkembang menjadi “.. fear as
to the evil consequences which might arise from the acts of individuals producing or tending to produce the

” 88

consequences of monopoly...”.® Dengan berfokus pada akibat dari monopoli, maka White menyatakan

suatu perubahan dan perkembangan dalam memutuskan suatu perkara antitrust:

“..a modern conditions arose the trend of legislation and judicial decision came more and more to
adopt the recognized restrictions to new manifestations of conduct or of dealing which it was thought
Justified the inference of intent to do the wrongs which it had been the purpose to prevent from the
beginning...””

Pernyataan Hakim White mengenai penggunaan rule of reason dalam perkara Standard Oil

mcngzmdung tiga pengujian, yaitu:

1. adanya konsep per se illegal;
2. adanya maksud para pihak; dan

3. akibat dari suatu perjanjian.”®

Ketiga pengujian ini sebaiknya lebih dipandang sebagai suatu pedoman dalam proses litigasi,
daripada sebagai kriteria yang terpisah. Dalam pengertian yang luas, hanya terdapat satu pengujian,
yakni adanya dampak (akibat) dari suatu perjanjian (unsur yang ke-3). Sedangkan kedua unsur
lainnya, hanya merupakan jalan pintas untuk menemukan atau akibat dari perjanjian tersebuc.”

Pandangan ini didukung pula dengan adanya suatu anggapan, bahwa berdasarkan
pertimbangan dalam keputusan Standard Oil tersebut, Mahkamah Agung Amerika Serikat telah
menggabungkan sepenuhnya suatu gagasan, bahwa beberapa perjanjian harus dievaluasi berdasarkan
Pasal 1 the Sherman Act dengan menggunakan standar kewajaran (reasonableness); termasuk terhadap
keputusan pengadilan sebelumnya, seperti dalam Trans-Missouri, yang menyatakan bahwa semua
perjanjian yang menghambat perdagangan adalah ilegal.

Oleh karena itu, keputusan pengadilan telah berkembang menjadi dikotomi per se illegal
dan rule of reason, artinya bahwa pengadilan membagi praktik bisnis ke dalam dua bagian, yakni di
satu pihak meletakkan perjanjian yang dikategorikan sebagai per se illegal. Perjanjian semacam ini,

92

meliputi misalnya, perjanjian horisontal antara pesaing untuk menetapkan harga”” dan pembagian
P y4, perjany P g P & P g

wilayah, di mana para pesaing sepakat untuk membagi wilayah di antara mereka.?
layah, d para p g sepak k bagi wilayah d ka.

87 Ibid., hal. 51.

881bid., hal. 57. Lihat pula Robert H. Bork (1965), op. cit., hal. 8o2.

89 Ibid., hal. 57-58.

90 Robert H. Bork op. cit., hal. 804.

91 Ibid., hal. 388.

92 “..a combination formed for the purpose and with the effect of raising, depressing, fixing, pegging, or stabilizing the
price of commodity in interstace or foreign commerce is illegal per se...”. United States v. Socony-Vacuum Oil, Co., 310
U.S. 150, 223 (1940).

93 “.. unlawful on its face an agreement between bar review courses and sales companies to only sell in certain areas...”.
Palmer v. BRG of(;corgia, Inc., 498 U.S. 46, 49-50 (1990) (per curium).
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Namun kadangkala pengadilan menentukan bahwa suatu perjanjian tertentu yang
sebelumnya telah ditetapkan secara per se illegal, akan diputuskan menjadi rule of reason. Contoh
dalam hal ini adalah perjanjian vertikal, perjanjian non-price, di mana pemasok (supplier) melakukan
perjanjian dengan pengecer (retailer) di suatu tempat dalam rancai distribusi untuk membatasi
sesuatu selain harga. Untuk perjanjian tersebut pernah ditetapkan secara per se illegal >

Beberapa jenis perjanjian, seperti tying arrangement dan group boycotts, mungkin dapat
diputuskan baik berdasarkan per se illegal atau rule of reason, tergantung kepada pemeriksaan awal
dari suatu perjanjian. Suatu tying arrangement terjadi ketika penjual memperlakukan penjualan suatu
produk tertentu (the tying product) dengan mensyaratkan pembelian produk lainnya (the tied product).
Tying arrangement pada awalnya dianggap antipersaingan, didasarkan pada teori bahwa penjual
telah menggunakan kekuatan pasarnya dalam tying product untuk memaksa konsumen membeli tied
product. Hal ini dikenal sebagai ‘leverage theory’.>

Namun demikian, leverage theory memerlukan suatu pemeriksaan yang teliti, seperti yang
sering dipertanyakan para komentator mengenai apakah konsumen dapat dipaksa dalam pembelian
two tied product dengan harga lebih mahal dari pada jumlah masing-masing harga produk tersebut.*
Oleh karena itu, pengadilan menentukan tying arrangement secara per se illegal hanya jika fakcor-

faktor awal tertentu telah ditetapkan, seperti:

1. kekuatan pasar tying product,
2. cksistensi dua produk secara terpisah,
3. paksaan yang nyata terhadap konsumen,

4. dampak yang substansial terhadap perdagangan antar negara bagian.”

Meskipun suatu perjanjian ditentukan dalam kategori per se illegal, namun jika penggugat
dapat menetapkan alasan pembenar yang bersifat prokompetitif atas tindakannya, maka perjanjian
tersebut akan diputuskan berdasar rule of reason’® Dalam hal tertentu, Mahkamah Agung Amerika
tidak menerapkan per se illegal terhadap suatu perjanjian tertentu, meskipun (perjanjian tersebut)
masuk dalam kategori per se illegal, namun tetap diperlukan suatu keputusan, meskipun hal itu akan
menjadi produk di tempat yang pertama.?”” Mahkamah Agung Amerika juga enggan menerapkan per
se illegal terhadap perjanjian yang mencakup pengaturan suatu asosiasi profesi.*

Terhadap kasus group boycotts, di mana suatu perusahaan atau pelaku usaha membatasi produk,
atau mengurangi pasokan barang di pasar, adalah bentuk aktivitas lain yang dipertimbangkan sebagai

per se illegal” Namun demikian, dalam keputusan berikutnya dipertimbangkan bahwa pengadilan

94 “..where a manufacturer sells products to his discributor subject to territorial restrictions upon resale, a per se violation

ofthc Sherman Act results...”. United States v. Arnold Schwinn and Co., 388 U.S. 365,379 (1967). Namun kemudian, Mahkamah

Agung lncl]()lill\'n_/\'ll SC]"({“‘IY dcngﬂn n]CnCtlll,)l(le1 bl\h\\"ll pCl‘jﬂnjiiln semacam itLl (,hputuﬁl(ﬂn bCl‘dﬂsﬂr](iln rul(‘ (7f reason.
“..the per se rule does not apply to vertical, non-price restraines...”. Continental TV., Inc. v. GTE Sylvania Inc., 433 U.S. 36, 58-59
(977).

95 “..the essence of illegality in tying arrangements is the wielding of monopolistic leverage; a seller exploits his dominant
position in one market to expand his empire into the nexc...”. Times-Picayune Publ’g Co. v. United States, 345 U.S. 594, 611 (1953).

96 Ward S. Bowman, Jr., “Tying Arrangement and Leverage Problem”, The Yale Law »]ournzll, Vol. 19, 1957, hal. 67.

97 Jefferson Parish Hosp. Dist. No. 2 v. Hyde, 466 U.S. 2 (1984).

98 “.a price fixing agreement to fall under the rule of reason because the agreement actually helped promote
competition...”. BMI v. Columbia Broad. Sys., 441 U.S. 1, 23-25 (1979).

99 “.. applying rule of reason to a price-fixing arrangement because the arrangement was necessary to have intercollegiate
athlecics in the first place...”. NCAA v. Board of Regents of the Univ. of Oklahoma, 468 U.S. 85, 117-20 (1984).

100 “..we have been slow to condemn rules adopted by professional associations as unreasonable per se...”. FTC v. Indiana
Fedn of Dentist, 476 U.S. 447 (1986).

101 “.an agreement between electronics manufacturers not to supply a particular score as illegal under Section 1...”. Klor’s,
Inc. v. Broadway-Hale Stores, Inc., 359 U.S. 207, 210-14 (1957).

Buku Teks Hukum Persaingan Usaha




102

harus memeriksa tentang kekuatan pasar sebelum menghukum tindakan boikot tertentu.

Sckali suatu perjanjian ditetapkan secara per se illegal, maka akan dinyatakan secara otomatis
sebagai ilegal, yang biasanya tanpa penyelidikan tambahan mengenai dampaknya secara ekonomis.
Namun sebaliknya, melalui pendekatan rule of reason, dampak ekonomis dari suatu perjanjian harus
ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor dan kriteria yang tertentu, seperti terdapat dalam
perkara Chicago Board of Trade.** Dalam perkara hukum yang terjadi di Amerika Serikat, terdapat
evaluasi pengadilan yang berfokus pada “dampak persaingan” terhadap suatu perjanjian.

Mahkamah Agung Amerika Serikat bermaksud menjelaskan mengenai  bagaimana
mengevaluasi secara khusus “dampak perjanjian” terhadap persaingan melalui tiga tahapan sebagai
berikut:

1. tingkat kerugian kompetitif yang berasal dari aktivitas tergugat;

2. adanya alasan yang sah dan berguna di balik kegiatan pelaku usaha; dan

3. jika terdapat alasan yang sah di balik aktivitas tersebut, maka adanya unsur lain, seperti
pembatasan, adalah diartikan untuk menegaskan tujuan yang sah dan berguna dari aktivicas

para pelaku usaha.s

Dalam melakukan evaluasi mengenai kerugian kompetitif, pengadilan secara khusus akan
membuat dua pemeriksaan secara terpisah, yakni, pertama, pengadilan memeriksa apakah suatu
proses persaingan dirugikan olch perjanjian tertentu; kedua, pengadilan akan memeriksa secara

106

luas adanya kerugian tersebut.® Dalam melakukan evaluasi tentang kerugian kompetitif, adanya
penyimpangan terhadap harga dan produk di tingkat persaingan yang umum, merupakan indikasi
kuat atas dampak yang bersifat antipersaingan. *7

Pengujian terhadap “dampak ckonomi” seperti tersebut di atas diakui oleh sementara
kalangan merupakan salah satu kesulitan dari pembuktian dengan pendekatan rule of reason. Hal
ini disebabkan karena hampir tidak mungkin untuk dapat menetapkan tingkat persaingan terlebih
dahulu secara terpisah dari produk dan harga.® Apalagi, terdapat suatu kenyataan, bahwa ada
beberapa transaksi bisnis yang dievaluasi berdasarkan hukum anticrust sebelum secara nyata
melakukan tindakan yang berdampak antikompetitif.»

Dalam mengevaluasi mengenai luasnya “kerugian kompetitif”, biasanya akan selalu

ditentukan pangsa pasar (market share) pihak tergugat di pasar terkait (relevant marker). Semakin

102 “..there could be no antitrust violation absent a showing that the boycotted possessed some degree of market power...”.
FTC v. Superior Court Trial Lawyers Ass'n, 493 U.S. 411, 438 (1990) (Brennen, J., dissenting and concurring).

103 “..there are certain agreements or practices which because of their pernicious effect on competicion and lack of any
redeeming virtue are conclusively presumed to be unreasonable and therefore illegal without elaborate inquiry as to the precise harm
they have caused or the business excuse for their use. This principle of per se unreasonableness not only makes the type of restraints
which are proscribed by the Sherman Act more certain to the benefit of everyone concerned, but it also avoids the necessicy for an
incredibly complicated and prolonged economic investigation into the entire history of the industry involved, as well as related
industries, in an effort to determine at large whether a particular rescraine has been unreasonable an inquiry so often wholly fruitless
when undertaken...”. Northern Pacific Ry. Co. v. United States, 356 U.S. 1, 5 (1958).

104 United States v. Chicago Board of Trade, 246 U.S. 231 (1918).

105 Peter Neals, “Per Se Legalicy: a New Standard in Ancicruse Adjudicacion Under the Rule of Reason”, Ohio St. Law
Journal, Vol. 61, No. 347, 2000, hal. 357, yang mcnyntnk;m, bahwa
when applying the rule of reason...”

.. these three evaluations are made by ‘virtually all courts’

106 I’hi]]ip E. Arceda dan Louis Kup]ow, Anitrust Anuly.\'i.\', Problems, Cases, 4th Edition, Lictle Brown Company,

«

Boston, 1988, hal. 1503. menyatakan, bahwa “.we must go on to determine not only whether that harm is not only possible but
likely and significant...”.

107 NCAA v. Board of Regent of The Univ. of Oklahoma, 468 U.S. 85, 113 (1984).

108 Michacl S. McFalls, “The Role and Assesment of Classical Market Power in Joint Venture Analysis”, 66 Antitrust
651, 1998, hal. 658.

109 I’hillip E. Arceda, dan Louis Kzlpplow, loc.cit., mcnyntﬂknn, bahwa
before they have had time to work their results...”.

‘..many alleged restraints are examined
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tinggi pangsa pasar suatu perusahaan di pasar,"® maka semakin besar pula luasnya kerugian terhadap

persaingan,™ karena pelaku usaha yang memiliki kekuatan pasar (marker power) yang besar, akan
dapat meningkatkan harga secara mudah dan memaksakan keuntungan monopoli, dengan biaya yang
harus ditanggung olch konsumen.

Jika suatu perusahaan atau pelaku usaha memiliki pangsa pasar yang tinggi, dan jika
kekuatan ini digunakan untuk menetapkan harga yang lebih mahal, maka pelaku usaha akan berhasil
mencapainya, paling tidak sampai terdapat pelaku usaha baru yang memasuki pasar, yang mampu
menjual harga di bawah harga (monopoli) tersebut."* Sebaliknya, suatu perusahaan yang hanya
memiliki kekuatan pasar yang kecil, relatif tidak memiliki kemampuan untuk mengancam proses
persaingan, karena jika bermaksud mencoba menetapkan harga monopoli, maka pelaku usaha lain
yang memiliki pangsa besar, misalnya 90%, akan secara mudah menjual harga di bawah barang yang
ditetapkan perusahaan (dengan pangsa kecil) tersebut di muka.™

Dalam perkara-perkara selanjutnya, Mahkamah Agung Amerika lebih menekankan undang—
undang yang berisi pengaturan komprehensif mengenai kebebasan ckonomi yang ditujukan kepada
suatu persaingan bebas dan tidak mengikat, artinya adalah suatu peraturan yang menjamin kesetaraan
dalam kesempatan berusaha, dan melindungi masyarakat, serta menjamin kebebasan untuk bersaing
terhadap masing-masing pelaku bisnis, dengan tidak memandang besar-kecilnya skala perusahaan
terscbuc.™

Mahkamah Agung Amerika juga berusaha menempuh pendckatan the rule of reason
dalam menerapkan prinsip-prinsip the Sherman Act terhadap adanya dugaan pembatasan dalam
perdagangan untuk perkara yang lain, guna menentukan tujuan utama dari pembatasan perdagangan
serta pengaruh yang timbul dari pembatasan tersebut sebagai tindakan yang sah (lawful) atau tidak
sah (unlawful)’s

The rule of reason merupakan ‘standar’ yang membolehkan pengadilan untuk menilai
ketidakjelasan atau tingkatan-tingkatan dari pengaruh persaingan. Dalam menerapkan suatu
standard of reason untuk menilai suatu kesepakatan terlarang yang dinyatakan sebagai hambatan
dalam perdagangan, dapat dikaji antara lain melalui tujuan dari kesepakatan tersebut, karakter
(misalnya kekuatan) dari para pihak, dan akibat penting yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut."
Meskipun pada akhirnya Mahkamah Agung Amerika menggunakan pendekatan rule of reason
yang fleksibel, yang menentukan bahwa suatu undang-undang hanya menghukum perilaku yang
unreasonable, namun belum terdapat standar yang jelas untuk menilai hal ini."7

Penerapan the rule of reason merupakan pilihan yang tepat dalam melakukan penyelidikan.
Analisis diperlukan untuk menentukan praktik tertentu yang menghambat atau mendorong

persaingan, atau apabila terdapat tendensi keduanya, maka pengadilan akan mengambil langkah-

110 David Scheffman, “The Cutting Hdgc of Antitrust: Market Power”, Antitrust Law »]ourn:\l, Vol. 6o, 1991/1992,
hal. 18.

111 Bhan v. NME Hosps., Inc., 929 F. 2d 1404 (9th Cir. 1991). Lihat pulu United States v. Kcul[_v Mulci-List, Inc., 629 F.
2d 1351 (5th Cir. 1980). Lihat Ginzburg M.D. v. Memorial Healthcare Sys., 993 F. Supp. 998, 1025-26 (S.D. Tex. 1997).

112 Robert S. I’in(l)'cl( dan Daniel L. Rubinfeld, Microeconomics 240, 3d ed. 1995, mcnyntak:m, bahwa “..where a
firm is exerting monopoly power, it will be able to charge a higher price...”.

113 Frank H. Easterbrook, op.cit., hal. 20 menyatakan, bahwa “..firms that lack power cannot injure competititon no
matter how hard [hcy oy

114 Jerrold G. van Cise, op. cit., hal. 26-27.

115 Ibid., hal. 27.

116 Ernest Gellhorn dan William E. Kovacic, Ancicrust Law and Economics in a Nutshell, St. Paul Minnesota, West
Publishing, Co., 1994, hal. 169

117 Ibid., hal. 24.
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langkah yang pengaruhnya paling menguntungkan (efisien) bagi masyarakat secara luas."® Pendekatan
tersebut juga kaya akan implikasi mengenai jenis-jenis analisis yang dibutuhkan untuk menjawab
permasalahan, seperti dalam Chicago Board of Trade v. United States,” di mana Hakim Brandeis
menjelaskan secara rinci mengenai permasalahan reasonableness yang sebelumnya tidak terpecahkan.
Dalam perkara tersebut hakim menyatakan antara lain, bahwa penyelidikan berdasarkan rule of
reason adalah berkenaan dengan apakah perjanjian yang digugat merupakan sesuatu yang memajukan
persaingan atau bersifac menghilangkan persaingan.

Chicago Board of Trade v. United States melibatkan suatu badan perdagangan terkemuka
yang berskala nasional, meliputi para pedagang produk biji-bijian, pedagang perantara, dan pihak
lainnya. Badan tersebut memiliki acuran-aturan, yang mengatur Spot Sales, yaitu transaksi penjualan
produk yang diantar secara langsung melalui pesanan di wilayah Chicago; Future Sales, yakni kontrak
penjualan yang mengharuskan penjual mengantarkan produk di kemudian hari atau di bulan yang
tertentu; dan sales “to arrive”, yaitu suatu perjanjian untuk mengantar produk biji-bijian dalam
perjalanan yang siap transit ke Chicago atau akan dikapalkan dalam waktu yang tertentu. Kedua
transaksi pertama (spot dan future) dibuka pada waktu yang sama, disebut dengan sesi reguler, yang
berjalan antara pukul 9.30" sampai dengan pukul 13.30', kecuali hari Sabtu hanya sampai dengan pukul
12.00". Di samping itu, terdapat sesi khusus disebut dengan call dalam transaksi sales “to arrive”, yang
dilakukan segera setelah sclesainya sesi reguler. Sesi ini tidak dibatasi waktunya, namun biasanya
berlangsung sclama setengah jam. Para anggota dapat melakukan cransaksi satu sama lain secara
bebas baik selama berlangsungnya atau tidak sesi-sesi tersebut, bahkan dapat dilakukan sampai
tengah malam.

Namun pada tahun 1906, badan tersebut membuat aturan transaksi call yang melarang para
anggota untuk membeli atau menawarkan pembelian di sesi to arrive dengan harga berbeda dengan
saat penutupan sesi call terakhir di hari yang sama. Badan terscbut beralasan, bahwa tujuan dan
pengaruh aturan tersebut sangat bermanfaat, karena membatasi waktu perdagangan, mengurangi
kekuatan pasar dari beberapa tengkulak atau pedagang yang mencoba meraih keuntungan
perdagangan di malam hari, dan membuat pasar perdagangan di siang hari menjadi lebih sempurna.

Pemerintah menyatakan bahwa peraturan ini bertentangan dengan Pasal 1 the Sherman
Act. Pendapat pemerintah tersebut ditolak oleh Hakim Brandeis di tingkat Mahkamah Agung.™
Meskipun Hakim Brandeis mengakui bahwa pengaturan tesebut merupakan tindakan bersama yang
mengandung sanksi komersial serta penetapan harga transaksi di luar jam kerja, namun rencana
tersebut lebih cenderung dimaksudkan untuk menetapkan ‘waktu transaksi’ daripada menetapkan
harga itu sendiri. Penctapan ‘waktu transaksi’ tersecbut merupakan tujuan dan dampak yang riil
dalam transaksi produk tersebut.

Alasan Hakim Brandeis menolak keputusan pengadilan bawahan tersebut mengandung

pernyataan the rule of reason, yakni sebagai berikut:

“..the legality of an agreement or regulation cannot be determined by so simple a test, as whether
it restrains competition. Every agreement concerning trade, cvery regu/an'on of trade, restrains. To
bind, to restrain, is of their very essence. The true test of legality of whether the restraint imposed

is such as merely regulates and perhaps thereby promotes competition or whether ir is such as may

118 United States v. Trans-Missouri Freight Ass'n, 166 U.S. 290, 343, 17 S. Ct. 540, 560, 41 L. Ed. 1007, 1028 (1897)
yang kemudian dimodifikasi dalam Standard Oil Co. of N.J. v. United States, 221 U.S. 1,31 S. Ct. 502, 55 L. Ed. 619 (1911).

119 Chicago Board of Trade v. United States, 246 U.S. 231, 38 S.Ct. 242, 62 L.Ed. 683 (1918).

120 Lawrence Anthony Sullivan, op. cit., hal. 166.

121 Lihat Board of Trade of City of Chicago et al. v. United States, 246 U.S. at 238, 38 S. Ct. at 244, 62 L. Ed. at 687,
hal. 2.
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suppress or even destroy competition. 1o determine that question the court must ordinarily consider
the facts peculiar to the business...; its condition before and after the restraint was imposed: the nature
of the restraine and its ¢ffect, actual and probable. The history of the restraint, the evil believed ro
exist, the reason for adopting the particular remedy, the purpose or end sought ro be attained, are
all relevant facts. This is not because good intention will save an achieved objectionable regulation
or the reverse; but because knowledge of intent may help the court to interpret facts and ro predice

Mizz

consequences...

Berdasarkan berbagai pertimbangan alasan yang meliputi syarat, sifat, sejarah, dampak dan
tujuan dari pembatasan yang dilakukan oleh Board of Trade, maka Hakim Brandeis menolak keputusan
pengadilan banding, karena pengaturan tersebut tidak bertujuan untuk membatasi persaingan.

Beberapa contoh kasus di atas menyiratkan pada suatu pemahaman, bahwa penerapan
pendekatan rule of reason harus melalui prosedur pembuktian yang diawali dengan menentukan
definisi pasar bersangkutan (relevant market). Semua perhitungan, penilaian, dan keputusan
tentang implikasi persaingan akibat perilaku apa pun tergantung pada ukuran (pangsa) pasar dan
bentuk pasar bersangkutan (che relevant market).” Dalam suatu kasus yang menyangkut, misalnya,
penyalahgunaan posisi dominan, jika pasar yang didefinisikan adalah kecil, dan perusahaan yang
berada dalam pengawasan memiliki pangsa (pasar) yang lebih besar pada pasar tersebut, maka
perusahaan tersebut dianggap sebagai dominan. Dan bila hal ini berkaitan dengan merger, maka
pasar terkait dapat meliputi perusahaan-perusahaan yang melakukan merger, di mana terdapat
adanya indikasi hambatan atau kerugian dalam persaingan.

Suatu pasar memiliki dua komponen, yakni pasar produk dan pasar geografis. Pasar
produk menguraikan mengenai barang atau jasa yang diperjualbelikan. Sedangkan pasar geografis
menguraikan lokasi produsen atau penjual produk. Proses pendefinisian terhadap kedua komponen
pasar ini memiliki kesamaan, dan tugas penyelidik adalah meliputi semua produk pengganti (close
substitutes) dan atau sumber penawaran produk yang sedang diselidiki. Fase ini dimaksud untuk
menentukan sampai di mana pembeli (konsumen) dapat beralih ke produk pengganti atau tempat
(sumber) penawaran lainnya.

Oleh karena itu, dalam menentukan pasar produk, terdapat tiga hal pokok yang perlu
dianalisis, yakni adanya kenaikan harga, adanya reaksi pembeli, dan prinsip pasar terkecil. Kenaikan
harga tersebut adalah kecil namun signifikan. Amerika Serikat dan Kanada menggunakan angka 5%
untuk menentukan “kecil dan signifikan™ tersebut. Kenaikan harga tersebut harus dapac membuat
sebagian (meskipun kecil) pembeli beralih ke produk pengganti. Sedangkan prinsip pasar terkecil
dimaksudkan untuk mencegah terbentuknya pasar yang bermacam-macam dan luas, schingga dapat
menyulitkan deteksi serta mengaburkan kegiatan antipersaingan tersebut.

Dalam praktiknya, kadangkala terdapat kesulitan untuk menentukan pengganti dekat (close
substitutes), misalnya menentukan produk pengganti dari pembungkus jenis cellophane, apakah dapat
digantikan dengan bahan pembungkus lainnya, seperti waxed paper, plain, aluminium foil, saran wrap,
dan scbagainya?® Dalam kasus serupa dikemukakan juga, apakah teh merupakan produk pengganti
bagi air soda sebagai bahan pembuat soft drink?*

122 Ibid. Lihat pula Lawrence Anthony Sullivan, op. cit., hal. 176.

123 “..a relevant market, then, is a narrowest market which is wide enough so that products from adjacent areas or from
other producers in the same area cannot compete on substantial paricy with those included in the markec...”. Ibid., hal. 41.

124 Dikenal dengan istilah “Small but Significant Non-Transicory Increase In Price” atau SSNIP.

125 United States v. E. I du Pont de Nemours dan Co., 351 U. S. 377, 399-400 (1956).

126 Coca Cola Co. v. United States, 91 F. T. C. 517, 634-635 (1978).
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Sedangkan pasar geografis didefinisikan menurut pandangan pembeli tentang ketersediaan
produk pengganti yang dibuat atau dijual di berbagai lokasi. Bila pembeli suatu produk di satu
lokasi harus beralih untuk membeli produk sejenis di lokasi lain, misalnya, sebagai reaksi kenaikan
harga, maka kedua lokasi tersebut dianggap berada di pasar geografis yang sama. Sebaliknya, bila
tidak, maka kedua lokasi tersebut berada di pasar geografis yang berbeda. Pasar geografis biasanya
ditentukan dalam batas-batas, antara lain, adalah biaya angkutan, waktu angkutan, tarif, dan
peraturan. Terdapat pandangan yang menyatakan, bahwa jangkauan iklan juga menentukan batas
pasar geografis. Penentuan pasar ini akan terlihat jelas pada jenis produk yang “berat namun bernilai
rendah”, seperti kerikil atau pasir. Biaya angkutan pasir dari tempat jauh akan jauh lebih mahal
daripada dari jarak dekat.

Penentuan atas definisi pasar tersebut dapat dijadikan alasan untuk melakukan penilaian,
mengenai apakah perbuatan pelaku usaha yang disclidiki berakibat menghambat atau bahkan
mematikan pesaing di pasar terkait. Dalam beberapa keputusannya, KPPU melakukan penyelidikan
atas perkara-perkara tertentu dengan pendekatan rule of reason, antara lain adalah perkara tentang

Cineplex 21 dengan Putusan No.: 05/KPPU-L/2002.

Kasus I11.6

Putusan KPPU No. o;/KPPU—L/zooz ini bermula dari perkara yang melibatkan beberapa
tcrlapor yang mcrupakan Group 21, yaitu: PT Camila Internusa Film (tcrlapor I),PT Satrya
Perkasa Esthetika Film (tcr]:{por 1), dan PT Nusantara Scjahtcra Raya (tcrlapor I11).

Pihak pelapor dalam suratnya tertanggal 5 Juli 2002 menyatakan, bahwa pada pokoknya
pihak terlapor, antara lain, diduga telah melakukan praktik monopoli dan penyalahgunaan
posisi dominan di bidang distribusi film-film dari major companies yang diberikan olch pihak
MPA (distributor film-film Hollywood: 20 Century Fox, Universal Studio, Warner Bross,
Buena Vista International Touch Town dan Columbia Tri Star). Di samping itu, mereka
diduga melakukan penguasaan saham mayoritas pada industri sejenis, schingga secara

berturut-turut dianggap melanggar ketentuan Pasal 17, Pasal 25, dan Pasal 27 UU No. 5

Tahun 1999.

Perkara ini melibatkan beberapa terlapor yang merupakan Group 21, yaitu: PT Camila
Internusa Film (terlapor 1), PT Satrya Perkasa Esthetika Film (terlapor 1I), dan PT Nusantara
Sejahtera Raya (terlapor III). Pihak pelapor dalam suratnya tertanggal 5 Juli 2002 menyatakan,
bahwa pada pokoknya pihak terlapor, antara lain, diduga telah melakukan praktik monopoli dan
penyalahgunaan posisi dominan di bidang distribusi film-film dari major companies yang diberikan
oleh pihak MPA (distributor film-film Hollywood: 20 Century Fox, Universal Studio, Warner Bross,
Buena Vista International Touch Town dan Columbia Tri Star). Di samping itu, mereka diduga
melakukan penguasaan saham mayoritas pada industri sejenis, schingga secara berturut-turut
dianggap melanggar ketentuan Pasal 17, Pasal 25, dan Pasal 27 UU No. 5 Tahun 1999.

Pemeriksaan Komisi meliputi pasar produk, yakni jasa penayangan film-film dari major
companies, dan pasar geografis yang meliputi Studio 21 yang tersebar di wilayah Jakarta, Tangerang,
Bekasi (Jabotabek), dan kota-kota besar lainnya, seperti Surabaya, Semarang, Bandung, Medan,
Denpasar, dan Makassar. Dalam perkara ini, KPPU memutuskan, bahwa para terlapor (terutama

terlapor I dan I1), dianggap menghalangi konsumen untuk memperoleh jasa penayangan film dengan
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cara bersaing secara schat, atau membatasi pasar atau menghambat pelaku usaha bioskop lain, yang
berpotensi menjadi pesaingnya.

Hasil penyelidikan KPPU menyimpulkan, bahwa mereka tidak melanggar Pasal 17 UU No.
5 Tahun 1999, karena meskipun menguasai distribusi film impor MPA, tetapi penguasaan itu kurang
dari 50% dari seluruh film impor pada tahun 2001 dan 2002. Alasan yang sama juga digunakan sebagai
pembuktian, bahwa para Terlapor tidak melanggar ketentuan Pasal 25 tentang posisi dominan. Satu-
satunya dugaan yang terbukti adalah mengenai kepemilikan saham mayoritas di beberapa perusahaan
perbioskopan di pasar terkait, schingga salah satu terlapor dianggap melanggar Pasal 27 UU No. 5
Tahun 1999.

Perkara lain yang telah diputuskan KPPU dengan menggunakan pendekatan rule of reason
adalah tentang penguasaan pasar dan penyalahgunaan posisi dominan dalam penjualan batu bateri
yang diproduksi PT Artha Boga Cemerlang (ABC).

Kasus 1117

Perkara ini berawal dari dugaan terjadi perilaku antipersaingan dalam program promosi
ABC yang bertitel Program Geser Kompetitor (PGK) selama periode Maret sampai dengan
Juni 2004. Dengan adanya PGK, beberapa toko grosir/semi grosir di pasar tradisional
wilayah Jawa dan Bali diikat olch ABC dengan pemberian potongan harga sebesar 2% jika
bersedia memajang produk baterai ABC dan 2% lagi jika bersedia untuk tidak menjual

baterai Panasonic.

Potongan harga diberikan selama periode berlangsungnya PGK. Pangsa pasar baterai
ABC jenis manganese AA blue secara nasional sebesar 88,73%, memiliki maksud untuk
menyingkirkan pesaingnya yakni PT Panasonic Gobel Indonesia (PGI) yang memproduksi
baterai sejenis. ABC juga melarang toko grosir atau semi grosir untuk membeli baterai
Panasonic. Akibatnya, terjadi penurunan volume penjualan baterai manganese AA blue
milik PGI, timbulnya potensi mengurangi tingkat persaingan yang pada akhirnya akan
mengurangi konsumen utuk memilih produk baterai yang sesuai. Perbuatan ini diwujudkan

dalam bentuk perjanjian antara ABC dan para pemilik toko grosir/semi grosir.

Komisi menyatakan, bahwa PGK terbukti melanggar Pasal 19 huruf a dan Pasal 25 ayat (1)
huruf a jo. ayat (2) huruf a UU No. Tahun 1999. Guna mcnghcntik:m perjanjian tersebur,
Komisi membatalkan PGK yang dibuart oleh ABC dcngan toko grosir/scmi grosir.

Untuk menentukan pasar bersangkutan dalam perkara tersebut, Komisi menetapkan PGK
sebagai pasar produk yang meliputi wilayah (geografis) Jawa dan Bali. Penentuan pasar bersangkutan
didahului dengan menghitung pangsa pasar, di mana ABC memiliki pangsa scbesar 88,73%. Melalui
posisi dominannya, ABC melakukan abuse dengan cara melakukan PGK untuk menyingkirkan
pesaingnya.

Perkara lain yang diperiksa dengan menentukan pasar bersangkutan adalah Perkara No.
28/KPPU-1/2007 yakni pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tentang praktik monopoli,
pembagian dan penguasaan pasar oleh sckelompok pelaku usaha yang tergabung dalam koperasi-

koperasi di beberapa wilayah pelabuhan dan bandar udara Hang Nadim, Bacam.
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Kasus I11.8

Dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 berawal dari adanya layanan jasa
taksi di wilayah Batam yang dilakukan oleh pelaku usaha taksi dan pengelola wilayah
pelabuhan maupun bandara. Pelaku usaha taksi yang tergabung dalam koperasi-koperasi
tersebut mengatur dan membagi wilayah beroperasinya taksi di tujuh wilayah pelabuhan
dan bandara. Mereka juga melakukan pengaturan dengan cara menectapkan harga dari
pelabuhan/bandara ke tempat-tempat tujuan. Penetapan harga ini antara lain disebabkan
belum diberlakukannya sistem argo meter yang scharusnya diberlakukan oleh pemerintah

dacrah setempat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam.

Pengaturan dan pcmbagian Wilayah ini mcngakibatkan taksi-taksi yang tidak mcnd:{pat
ijin dan mcnjadi anggota di Wi]ayah—wilayah tersebut tidak dapat mcngangkut penumpang
dari wilayah. Penetapan harga, pcmbagian dan pengaturan wilayah operasi taksi tersebut
dianggap scbagai pelanggaran terhadap Pasal 5, Pasal 9, Pasal 17, dan Pasal 19 UU No. 5
Tahun 1999.

Guna menerapkan pendekatan rule of reason dalam perkara tersebut, Komisi membagi
menjadi 8 (delapan) wilayah pasar bersangkutan, dengan 1 wilayah bandara dan 7 wilayah pelabuhan
yang diperlakukan sebagai wilayah pasar geografis. Sedangkan pasar produk dari perkara ini adalah
jasa layana taksi. Putusan KPPU menyatakan, bahwa terdapat pelanggaran terhadap Pasal 5 UU
No. 5 Tahun 1999 tentang penetapan harga pada Bandara Hang Nadim, Pelabuhan Internasional
Sckupang, Marina City dan Harbour Bay. Selain itu terdapat pelanggaran Pasal 9 UU No. 5 Tahun
1999 tentang pembagian wilayah di bandara Hang Nadim, Pelabuhan-pelabuhan Internasional
Sckupang, Domestik Sckupang, Batam Center, Telaga Punggur, Domestik Sekupang, Marina
City, dan Nongsa Pura. Adapun pelanggaran atas Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 tentang monopoli
dilakukan olch Koperasi Karyawan Otorita Batam di bandara Hang Nadim. Sementara hampir
semua wilayah pelabuhan dan bandara melakukan pelanggaran atas Pasal 19 huruf a dan huruf d UU
No. 5 Tahun 1999.

Putusan KPPU lain yang menggunakan pendekatan rule of reason adalah putusan pada
perkara tentang kartel daging sapi impor pada tahun 2015 sebagai berikut:

Kasus 1119

Perkara No. 10/KPPU-1/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 11 dan Pasal 19 huruf' ¢ UU
No. 5 Tahun 1999 terkait dengan kartel daging sapi impor yang telah dilakukan oleh 32
Terlapor, antara lain, PT Andini Karya Makmur, PT Andini Persada Sejahtera, PT Agro
Giri Perkasa, PT Agrisatwa Jaya Kencana, PT Andini Agro Loka, PT Austasia Stockfeed,
PT Bina Mentari Tunggal, dan lain-lain.

Para tcr]ap()r telah terbukti membuat kcscpakat:m yang difasilitasi APFINDO melalui
r:mgk:lian pertemuan yang padn akhirnya pcnunjukk:m kesamaan tindakan yang dilakukan
olch para Terlapor yang diperkuat dcngan alat bukdi pcngaku:m. Mereka terbuktei telah

melakukan rescheduling sales yang dikategorikan sebagai pengaturan dan/atau penahanan
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pasokan sapi impor di wilayah JABODETABEK. Dengan menggunakan pendekatan rule
of reason, KPPU menyatakan tindakan para Terlapor merupakan kartel yang dilarang olch
Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999.

KPPU telah mengalisis pasar produk dan pasar geografis dan menganilisis dampak negatif

dari kartel tersebut. Tindakan penahanan pasokan dengan cara tidak merealisasikan jumlah

kuota impor sapi (SPI) yang telah disetujui oleh pemerintah dan melakukan rescheduling sales

telah berdampak negatif karena telah mengakibatkan kenaikan harga yang tidak wajar yang

merugikan kepentingan konsumen dan/atau kepentingan umum.

Dalam perkara tersebut, KPPU telah menggunakan pendekatan rule of reason dengan
menganalisis pasar produk dan pasar geografis dan kemudian menganalisis dampak negatif dari
kartel tersebut. Karena dampak negatifnya terbukei maka KPPU memutuskan bahwa para Terlapor
telah melanggar Pasal 11 yang melarang kartel.

Di dalam Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2010 tentang Kartel (Pedoman Pasal 11), dijelaskan
bagaimana penerapan rule of reason. Menurut peraturan ini, harus dilakukan pemeriksaan secara
mendalam tentang alasan-alasan mengapa para pelaku usaha terlapor membuat kartel. KPPU harus
memeriksa apakah alasan-alasan para pelaku usaha membuat kartel ini dapat diterima (reasonable
restraint).

KPPU harus mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Apakah terdapat tanda-tanda adanya pengurangan produksi barang dan atau jasa atau ada
tidaknya kenaikan harga? Jika tidak ada, maka perbuatan para pelaku usaha tidak bertentangan
dengan hukum persaingan usaha.

2. Apakah perbuatan tersebut naked (semata-mata, langsung bertujuan untuk mengurangi atau
mematikan persaingan), atau bersifac ancillary (bukan tujuan dari kolaborasi melainkan hanya
akibat ikutan). Apabila kolaborasi bersifat naked, maka akan melawan hukum.

3. Bahwakartel mempunyai market power. Apabila kartel mempunyai pangsa pasar (market power)
yang cukup, maka mereka mempunyai kekuatan untuk menyalahgunakan kekuatan tersebut.
Akan tetapi apabila tidak ada market power, maka kemungkinan kecil kartel akan dapat
mempengaruhi pasar.

4. Terdapat bukti yang kuat bahwa kartel menghasilkan efisiensi yang cukup besar, schingga
melebihi kerugian yang diakibatkannya. Apabila tidak membawa efisiensi berarti kartel hanya
membawa kerugian.

5. Adanya reasonable necessity. Artinya tindakan para pelaku kartel tersebut memang secara
akal schat perlu dilakukan. Dengan kata lain untuk mencapai keuntungan-keuntungan yang
propersaingan yang ingin dicapai, maka perbuatan kartel tersebut perlu dilakukan, dan tidak
terdapat cara lain atau alternatif lain yang seharusnya terpikirkan oleh para pelaku usaha.

6. Balancing test. Setelah faktor-faktor lainnya tersebut di atas diperiksa, maka perlu dilakukan
pengukuran terhadap keuntungan yang diperoleh melalui kartel, dengan kerugian yang
diakibatkannya. Apabila keuntungan yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan
kerugian yang diakibatkannya, maka perbuatan atau tindakan para pelaku usaha tersebut

dapat dibenarkan.
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Dalam perkara kartel daging sapi impor tersebut, KPPU dalam menggunakan pendekatan
rule of reason tentunya telah mengikuti pedoman dalam Peracuran KPPU No. 4 Tahun 2010 tersebut.
Ternyata terbukti bahwa kartel tersebut berdampak negatif schingga para Terlapor dinyatakan telah

melanggar Pasa] 11 yang mc]arang kﬂrtCl.

111.3 PENERAPAN PER SE ILLEGAL ATAU RULE OF REASON SECARA ALTERNATIF

Mengingat perbedaan metode pendekatan antara per se illegal dan the rule of reason demikian ekstrim,
maka untuk selanjutnya, sebagian besar keputusan pengadilan menempatkan posisi di antara kedua
pandangan tersebut. Meskipun kebanyakan keputusan pengadilan dan para pengamat berasumsi,
bahwa pendekatan per se illegal serta rule of reason merupakan standar yang saling berlawanan untuk
melakukan analisis antiorust,”” namun dalam kenyataannya mercka menganggap, bahwa keduanya
merupakan satu kesatuan.

Artinya, bahwa dalam satu kasus tertentu, pengadilan akan menetapkan keputusan dilandasi
pendekatan metode rule of reason, tetapi dalam kasus yang sejenis lainnya digunakan pendekatan per
se illegal, atau bahkan secara bersamaan akan digunakan kedua pendckatan tersebut.® Walaupun ada
perbedaan yang jelas antara per se illegal dan rule of reason, tetapi keduanya bisa saling melengkapi
dan tidak merupakan inkonsistensi.® Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa penggunaan
pendekatan per se illegal lebih singkat dari pada rule of reason.™

Mengingat tidak terdapat kejelasan mengenai kapan akan diterapkan pendekatan rule of
reason atau per se illegal, karena tidak semua perilaku yang bersifat membatasi (restrictive conduct)
secara inheren bersifat antipersaingan, maka guna mengatasi hal ini, pengadilan menggunakan
kewenangannya untuk lebih memilih pendekatan yang satu daripada yang lain, berdasarkan
pertimbangan kasus demi kasus. Namun demikian, sampai saat ini masih terdapat kesulitan uncuk
menerima semua preseden yang ada, karena tidak adanya konsistensi dalam keputusan pengadilan,
mengingat scbagian besar hukum antitrust merupakan keputusan hakim yang dihasilkan dari
interpretasi terhadap undang-undang.»*

Guna menentukan pilihan terhadap kedua pendekatan tersebut, maka terdapat petunjuk
untuk menentukan penerapan salah satu dari kedua analisis tersebut. Namun demikian, pedoman
tersebur dinilai oleh sementara kalangan tidak terlalu akurat, karena Mahkamah Agung Amerika
Serikat secara kontinu dianggap masih selalu ‘bergulat’ dengan masalah karakeerisasi atas kedua
pendckatan tersebut.s

Pedoman tersebut meliputi antara lain beberapa pertimbangan, yaitu:

127 Edward Brunert, “Str‘cmnlining Anticruse Litigation by ‘Facial Examination’ of Restraints: The Burger Court and
the Per Se-Rule Ochason Distinction”, W hington Law Review, Vol. 1, 1984, hal. 22. Lihat pu]:l James E. H:u‘[lcy ctal., “The
Rule of Reason”, American Bar Association (ABA), Monogmph No. 23, 1999, h:11.7.

128 James E. H:u‘tlcy et al., Ibid., hal. 9.

129 Lihat Standard Oil, Co. v. United States, 221 U.S. 1, 31 S.Ct. 502, 55 L. Ed. 619 (1911).

130 Hakim Burger telah mengantisipasi untuk mengakhiri pembedaan perdebatan tentang pembedaan yang
jelas antara analisis per se dengan rule of reason dalam pernyataan ketidakserujuannya (dissenting) pada kasus Topco, dengan

«

mcnyutnkzm bahwa “.. Per se rules... are complimcnmry to, and no way inconsistent wich, ...”. Lihat Topco v United States, 405
U.S., h. 621. Lihat puln Kasus National Society ()f I’mfc.\'.\'imml Engineers v. United States, 435 U.S. 679, di mana Mahkamah
Agung menyatakan “.. the purpose of both the per se rule and rule of reason was to form a judgment about the competitive
.\'ignificancc of the rescraint...”. Kemudian Mahkamah Agung juga mcnunju]( dalam kasus NCAA, bahwa “.. the ultima[@focu.\'
of ... inquiry under the per se rule and rule of reason should be the competitive impact of the conduct at issue, ... and that indeed,
there is oﬁ’cn no 177"ight line separating per se from rule ()f reason mmlysis‘..."

131 Thomas A. Piraino, Jr., “Making Sense of the Rule of Reason: a New Standard for Section 1 of the Sherman Act”,
Vanderbilt Law Review, Vol. 47, November 1994, hal. 1753.

132 E. Thomas Sullivan dan Jcﬁ‘rcy L. Harrison, loc. cit.

133 Herbere Hovenkamp, op.cit., hal. 92.
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1. Apakah suatu perjanjian melibatkan para pesaing? Jika demikian, maka penggunaan analisis
per se illegal lebih dimungkinkan. Namun jika tidak, maka akan digunakan analisis rule of
reason (meskipun hal ini meliputi, umpamanya, ‘penctapan harga jual kembali’ atau ‘tying
arrangement’).

2. Apakah rencana tersebut melibatkan suatu Yjaringan industri’??*  Jika demikian, maka akan
digunakan analisis rule of reason.

3. Apakah rencana terscbut secara ‘cksplisi’ berpengaruh terhadap harga atau produk? Jika
demikian halnya, dan jika kesepakatan tersebut meliputi para pesaing, pengadilan secara
umum akan menerapkan analisis per se illegal, meskipun terdapat beberapa pengecualian. Jika
rencana tersebut hanya berpengaruh secara ‘implisit’ terhadap harga dan produk, maka akan
digunakan analisis the rule of reason.

4. Apakah perjanjian yang berpengaruh terhadap harga atau produk tersebut bersifat naked
atau merupakan ancillary dari akrivitas lainnya, yang berakibat meningkatnya efisiensi dari
para pihak yang bersaing? Jika perjanjian bersifat naked yang berdampak langsung terhadap
persaingan, maka secara otomatis akan diterapkan analisis per se illegal. Namun, jika perjanjian
tersebut merupakan ancillary (cambahan) terhadap conduct (tindakan) lainnya, maka pengadilan
akan mempertimbangkan apakah perjanjian yang berpengaruh terhadap harga tersebut perlu
diadakan dengan cara melakukan “tindakan saling menyesuaikan” (concerted practices). Jika
perjanjian tersebut telah melampaui pengujian yang kedua (merupakan ancillary terhadap
concerted practices), maka tergugat harus membuktikan, bahwa dampak dari perjanjian tersebut
adalah untuk mengurangi harga atau meningkatckan produk dengan cara membuat pasar
beroperasi lebih efisien daripada sebelumnya. Jika argumentasi itu sangat kuat dan meyakinkan,
Mahkamah Agung dapat menerapkan pendckatan rule of reason, meskipun perjanjian di antara

para pesaing tersebut secara ‘eksplisit’ berpengaruh terhadap harga atau produk.™

UU No. 5 Tahun 1999 seperti halnya undang-undang persaingan pada umumnya,
memberikan alternatif di antara dua metode pendekatan yang ckstrim untuk menilai tindakan
pelaku usaha. Dua pendekatan tersebut adalah per se illegal dan rule of reason. Per se illegal adalah
suatu metode pendekatan yang menganggap tindakan tertentu sebagai ilegal, tanpa menyelidiki lebih
lanjut mengenai dampak tindakan tersebut terhadap persaingan. Sedangkan rule of reason adalah
suatu pendekatan yang menggunakan analisis pasar serta dampaknya terhadap persaingan, sebelum
dinyatakan sebagai melanggar undang-undang.

Penentuan penggunaan salah satu pendekatan tersebut tidak semata-mata tergantung
pada bunyi kata-kata dalam ketentuan undang-undang yang menyatakan, misalnya kata “dilarang”
berarti menggunakan pendckatan per se illegal; sedangkan kata-kata “patut diduga” atau “yang
dapat mengakibatkan” berarti menggunakan pendekatan rule of reason. Hal ini mengingat adanya
ketentuan Pasal 35 UU No. 5 Tahun 1999 yang menyatakan, bahwa tugas KPPU adalah menilai semua
perjanjian maupun kegiatan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli
dan persaingan usaha tidak schat. Oleh karena icu, KPPU memiliki kewenangan untuk menggunakan
secara alternatif salah sacu dari kedua pendekatan yang berbeda secara ekstrim tersebut.

Dalam menentukan salah satu dari dua pendekatan tersebut KPPU mendasarkan pada
praktik yang dianggap paling baik (best practice) untuk menilai suatu perjanjian atau kegiatan usaha
tertentu, dengan tetap berpedoman pada tujuan pembentukan UU No. 5 Tahun 1999, yang antara

lain, adalah cfisiensi dan kescjahteraan konsumen.

134 Lihat National Society of Professional Engineers v. United States, 435 U.S. 679, 98 S. Ct. 1355 (1978).
135 Herbert Hovenkamp, op. cit., hal. 92-93.
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IV.1 PERJANJIAN YANG DILARANG

Scbelum diperkenalkannya istilah perjanjian yang ada dalam UU No. 5 Tahun 1999, istilah
perjanjian secara umum telah lama dikenal oleh masyarakat. Wirjono menafsirkan perjanjian sebagai
perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dalam hal mana suatu pihak berjanji
atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang
pihak lainnya berhak menuntut pelaksanaan dari perjanjian itu.®® Sedangkan Subekti menyatakan
bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa, di mana sescorang berjanji kepada orang lain, atau di mana
dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.'¥

Selanjutnya Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan
bahwa suatu persetujuan atau perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Selain dari perjanjian, dikenal pula istilah
perikatan. Namun, KUH Perdata tidak merumuskan apa itu suatu perikatan. Oleh karenanya dokerin
berusaha merumuskan apa yang dimaksud dengan perikatan yaitu suatu perhubungan hukum antara
dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal (prestasi)
dari pihak lain yang berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut.® Dari definisi tersebut dapat
diketahui bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan. Berdasarkan Pasal 1233
KUH Perdata dapat dinyatakan bahwa suatu perikatan ada yang lahir karena perjanjian dan ada yang
lahir karena undang-undang.

Suatu prestasi dalam suatu perikatan menurut Pasal 1234 KUH Perdata dapatberupa 3 macam.
Pertama kewajiban untuk memberikan sesuatu. Kedua, kewajiban untuk berbuat sesuatu, dan ketiga
kewajiban untuk tidak berbuat sesuatu. Dalam sistem hukum perjanjian, dianut sistem terbuka,
artinya para pihak mempunyai kebebasan yang sebesar-besarnya untuk mengadakan perjanjian yang
berisi dan berbentuk apa saja, asalkan ridak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang pada intinya menyatakan
bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mercka yang
membuatnya. Selanjutnya Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian
harus memenuhi 4 syarat. Pertama, sepakat mercka untuk mengikatkan diri. Kedua, kecakapan untuk
membuat suatu perjanjian. Ketiga, suatu hal tertentu, dan keempart, suatu sebab (causa) yang halal.

Ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian dalam KUH Perdata ini merupakan asas-asas
dan ketentuan-ketentuan umum yang berlaku untuk semua perjanjian secara umum. Di samping
itu, suatu undang-undang khusus dapat saja mengatur secara khusus yang hanya berlaku untuk
ketentuan-ketentuan dalam undang-undang yang khusus tersebut. Hal ini dapat ditemui dalam UU
No. 5 Tahun 1999 yang mengatur secara khusus apa yang dimaksud dengan perjanjian. Menurut Pasal

1 angka 7 UU No. 5 Tahun 1999, perjanjian didefinisikan sebagai:

“Suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu acau

lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak terculis.”

Dapat diketahui bahwa UU No. 5 Tahun 1999 merumuskan bahwa perjanjian dapat dalam
bentuk tertulis maupun tidak tertulis, kedua-duanya diakui atau digunakan sebagai alac bukti dalam
kasus persaingan usaha. Sebelumnya perjanjian tidak tertulis umumnya dianggap tidak begitu kuat
sebagai alat bukti di pengadilan, karena hukum acara perdata yang berlaku pada saat ini lebih

menckankan dan mengganggap bukti tertulis dan otentik sebagai alat bukti yang kuat.

136 Wirjono I’mdjodikom, Azas-azas Hukum Perjanjian, PT Eresto, , Bundung, 1989, hal. 9.
137 R. Subeketi, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, »]:1k:11‘t:1, 1985, hal. 1.
138 1bid., hal. 1.
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Pengakuan dan masuknya perjanjian yang tidak tertulis scbagai bukti adanya kesepakatan
yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam hukum persaingan adalah sangat tepat dan telah sesuai
dengan rezim hukum persaingan yang berlaku di berbagai negara. Pada umumnya para pelaku usaha
tidak akan begitu ceroboh untuk memformalkan kesepakatan antara mercka dalam suatu bentuk
tertulis, yang akan memudahkan terbuktinya kesalahan mereka. Oleh karenanya perjanjian terculis
di antara para pelaku usaha yang bersckongkol atau yang bertentangan dengan hukum persaingan

akan jarang ditemukan.

IV.2 PERJANJIAN YANG DILARANG DALAM UU NO. 5 TAHUN 1999

UU No. 5 Tahun 1999 mengatur beberapa perjanjian yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku

usaha, yaitu:

1. Oligopoli

2. Penetapan harga

a.  Penetapan harga (Pasal 5)
b.  Diskriminasi harga (Pasal 6)
c.  Jual Rugi (Pasal 7)

d. Pengaturan Harga Jual Kembali (Pasal 8)
Pembagian wilayah (Pasal 9)
Pemboikotan (Pasal 10)

Kartel (Pasal 11)

Trust (Pasal 12)

Oligopsoni (Pasal 13)

Integrasi vertikal (Pasal 14)

O

Perjanjian Tertutup

a.  exclusive distribution agreement (Pasal 15 ayat (1))
b.  tying agreement (Pasal 15 ayat (2))

c.  wvertical agreement on discount (Pasal 15 ayat (3))

10.  Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri.

Selanjutnya akan dibahas secara lebih detail satu per satu perjanjian-perjanjian yang dilarang

menurut UU No. 5 Tahun 1999 tersebut, agar dapat lebih mudah dimengerti.

IV.2.1  OLIGOPOLI

Perlu diteckankan di sini bahwa bentuk pasar oligopoli bukanlah mcrupakan hal yang luar biasa,
oligopo]i tcrj:ldi hampir di semua negara. Oligopoli menurut ilmu ckonomi mcrupakan salah satu
bentuk scrukeur pasar, di mana di dalam pasar terseburt hanya terdiri dari sedikit pcrusaha:m (fcw
sellers). Setiap pcrusahaan yang ada di dalam pasar tersebut memiliki kekuatan yang (cukup) besar
untuk mcmpcngaruhi harga pasar dan pcrilaku setiap pcrusahaan akan mcmpcngaruhi pcrilaku
pcrusahaan lairmya dalam pasar.””

Scdikitnya jum]ah pcrusah:mn yang bcropcrasi di pasar dﬂp:lt disebabkan olch bcbcrapa
faktor, seperti karena adanya barrier to entry yang mampu menghalangi pemain baru uncuk masuk ke
dalam pasar. Scdikitnya jum]ah pemain ini juga mcnycb:lbk:m ad:mya saling kctcrg:mtung:m (mutual
intcrd(’pcndcncc) antar pclaku usaha, dan fakror inilah yang membedakan strukcur pasar oligopoli

dengan strukeur pasar yang lain.

139 Stephen Martin, op.cit., hal. 150.
140 Ibid.

Buku Teks Hukum Persaingan Usaha



Pasal 4 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-
sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat

mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak schat.”
Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha patut diduga atau di:mggap secara bersama-sama melakukan penguasaan
produksi dan/atau pemasaran b:lr:mg dan/atau jasa scbagaimana dimaksud ayat (1) apabila 2
(dua) atau 3 (tiga) pclaku usaha atau kclompok pclaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh

puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.”

Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1999 merupakan pasal yang ditafsirkan menggunakan pendckatan
rule Of reason, olch karena itu scbcn:lrnya pclaku usaha tidak dilarang membuat perjanjian dcng:m
pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran
barang dan/atau jasa atau membuat perjanjian oligopoli selama tidak mcngnkibatk:m tcrj:ldiny:l
praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dan mempunyai alasan-alasan yang dapat
diterima scbagai dasar pembenar dari perbuatan mereka tersebut.

Namun demikian, pada umumnya, perjanjian Qligopoli dapat mcngakibatk:m tcrj:ldinya
praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak schat. Hal ini disebabkan dalam oligopoli sangat
mungkin tcrjadi pcrusahaan—pcrusahaan yang ada akan saling mcmpcngaruhi untuk menentukan
harga pasar, menentukan angka produksi barang dan jasa, yang kemudian dapat mempengaruhi
pcrusaha:m ]airmya, baik yang sudah ada (existing firms) maupun yang masih di luar pasar (potcntial
firms).

Tcrjadinya kcrja sama atau kolusi pada pasar ()ligopoli dapat tcrjadi secara sengaja atau
secara diam-diam tanpa ad:mya kcscpakatan antara para pclaku usaha (tacit collusion). Kolusi
secara diam-diam dapat tcrjadi karena ad:mya "meeting of minds” di ancara para pclaku usaha untuk
kebaikan mercka bersama untuk menetapkan harga atau produksi suatu barang. Kolusi yang seperti
ini discjajark:m dcng:m kolusi karcn:mya dilarang dalam hukum persaingan.'! Hal ini dapat tcrjadi
karena ad:my:l sa]ing pengertian di antara para pclaku usaha. Scbaliknya, apabila hal ini dilakukan
tanpa mcnyalahgun:lkan kekuatan pasar dan secara indcpcndcn, maka tindakan scpihak ini di:mggap
tidak mcny:llahi aturan hukum persaingan.'#

Arceda menyatakan bahwa penetapan harga pada pasar oligopoli mempunyai beberapa
clemen. Pertama, harga pada oligopoli tidak dapat dihentikan secara cfcktift:mpa merestrukcurisasi
industri di mana harga tersebut tcrjadi. Oligopoli tcrjadi karena sedikit pcrusahaan, maka pcrlu
adanya usaha agar jumlah pelaku usaha bertambah. Kedua, oligopoli sebenarnya merupakan shared
monopoli, karcn:mya pcrlu dipcr]akuknn scbagai monopolisasi atau praktik monopo]i. Kctiga,
karena pasar yang oligopolistik mempunyai potensi untuk mcnccgah masuknya pemain baru, maka
proposal merger antar pelaku usaha perlu mendapat perhatian yang serius. Keempat, pelaku usaha
dalam pasar yang oligopoli mungkin akan menerapkan langkah-langkah tambahan atau yang dikenal
dengan facilitating devices” seperti standarisasi untuk mencegah variasi harga karena variasi produk,

dan biaya—biaya :mgkut:m atau pcmbcritahu:m rencana kenaikan harga.‘“

141 Alan Devlin, A I’roposcd Solution to Problem ()f Parallel: Pricing in O[igopo[is[ic Market, Stanford Law Review,
Feb. 2007, hal. 2.

142 Ibid.

143 William K. Jones, Book Review: Concerted Behavior under the Antitruse Laws (b}' I’hilip Areeda, Boston Little
Brown dan Co., 1986), Harvard Law Review, June 1986, hal. 2.
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Selanjutnya pasar oligopoli umumnya terbentuk pada industri yang membutuhkan capital
intensive dan keahlian tertentu seperti mobil, semen, kertas, dan peralatan mesin, di mana di dalam
proses produksinya baru akan tercapai tingkat efisiensi (biaya rata-raca minimum) jika diproduksi
dalam skala besar. Dengan demikian, perjanjian oligopoli dapat saja mempunyai alasan-alasan yang
dapat diterima dan tidak menimbulkan akibat yang begitu merugikan. Oleh karena itu Pasal 4 UU
No. 5 Tahun 1999 yang mengatur mengenai oligopoli dirumuskan secara rule of reason, agar penegak
hukum dalam menegakkan UU No. 5 Tahun 1999 dapat mempertimbangkan secara baik, apakah
oligopoli yang terjadi merupakan suatu hal yang alamiah (industri yang memiliki capital intensive yang
tinggi), atau mempunyai alasan-alasan yang dapat diterima, ataukah perjanjian oligopoli tersebut
dibuat hanya bertujuan seckedar untuk membatasi persaingan belaka.

Selanjutnya akan dijelaskan bagaimana penerapan Pasal 4 ini dalam kasus yang pernah
terjadi. Salah satu kasus yang pernah diputus oleh KPPU mengenai oligopoli ini adalah Putusan No.
10/KPPU-L/2005 mengenai pcrdagangan garam ke Sumatera Utara.

Kasus V.

Kasus bermula dari laporan tentang adanya kesulitan melakukan pengiriman garam bahan
baku ke Sumatera Utara selain juga ada kesulitan melakukan pembelian garam bahan baku
di Sumatera Utara. Dalam kasus ini yang menjadi Terlapor adalah PT Garam, PT Budiono,
dan PT Garindo dengan PT Graha Reksa, PT Sumatra Palm, UD Jangkar Waja, dan UD

Sumber Samudera.

Dari pemeriksaan ditemukan bahwa kebutuhan garam bahan baku di Sumatera Utara hanya
dipasok oleh PT Garam, PT Budiono dan PT Garindo. Sebagian besar pasokan garam bahan
baku dibeli oleh G4 dari G3. Penguasaan pembelian garam bahan baku yang dipasok oleh G3
ke Sumatera Utara olech G4 mencerminkan strukeur pasar yang bersifat oligopsoni. G3 dan

Gy secara bersama menguasai lebih dari 75% pangsa pasar garam di Sumatra Utara.

Bahwa jumlah garam bahan baku yang dikirim oleh G3 ke Sumatera Utara hanya disesuaikan
dan atau ditentukan berdasarkan pada jumlah permintaan G4 dan sesama G3 lainnya
saja. Tindakan penyesuaian jumlah pasokan garam bahan baku tersebut mengakibatkan
kebutuhan garam bahan baku selalu terpenuhi oleh G4 dan sesama Gj3 lainnya. Juga
ditemukan apabila jumlah garam bahan baku yang dikirim ke Sumatera Utara melebihi
jumlah permintaan G4 dan sesama G3 lainnya maka kelebihan tersebut selalu dititipkan
ke gudang G4 yang juga dikenal dengan istilah sistem titip simpan dan titip jual karena
G3 tidak dikenakan sewa gudang dan G4 baru akan membayar kelebihan tersebur setelah
garam bahan baku yang dititipkan tersebur terjual. Bahwa tindakan penyesuaian jumlah
pasokan serta tindakan pengontrolan atas kelebihan jumlah pengiriman tersebut dilakukan

olch semua anggota G3 dan G4 secara sistematis, teratur dan telah berlangsung lama.

Bahwa dengan struktur pasar garam bahan baku di Sumatera Utara yang bersifat
oligopolistik, maka rangkaian tindakan G3 dan G4 mengakibatkan tidak mungkin ada

pesaing baru di pasar bersangkutan schingga rangkaian tindakan tersebut merupakan
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perjanjian untuk secara bersama-sama mempertahankan penguasaan pemasaran garam

bahan baku di Sumatera Utara.

KPPU memutuskan bahwa PT Garam, PT Budiono, PT Garindo, PT Graha Reksa, PT
Sumatera Palm, UD Jangkar Waja, UD Sumber Samudera secara sah dan meyakinkan

melanggar ketentuan Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1999.

Putusan KPPU ini telah tepat karena walaupun tidak terdapat perjanjian secara tereulis,
namun dengan adanya koordinasi antara para Terlapor dan juga adanya kerja sama
mcnitipkan bar:mg yang berlebih pada Tcrlapor lainnya telah membuktikan adanya kcrja

sama ataupun perjanjian antar pelaku usaha.

IV.2.2 PENETAPAN HARGA

Perjanjian penctapan harga yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 5 sampai
dengan Pasal 8 UU No. 5 Tahun 1999, yang terdiri dari perjanjian penetapan harga (price fixing
agreement), diskriminasi harga (price discrimination), harga pemangsa atau jual rugi (predatory pricing),
dan pengaturan harga jual kembali (resale price maintenance). Untuk lebih jelasnya akan diuraikan
lebih lanjut di bawah ini.

a. Perjanjian Penetapan Harga (Price Fixing Agreement)

Perjanjian penetapan harga (price fixing agreement) merupakan salah satu strategi yang dilakukan
oleh para pelaku usaha yang bertujuan untuk menghasilkan laba yang setinggi-tingginya. Dengan
adanya penetapan harga yang dilakukan di antara pelaku usaha (produsen atau penjual), maka akan
meniadakan persaingan dari segi harga bagi produk yang mereka jual atau pasarkan, yang kemudian
dapat mengakibatkan surplus konsumen yang scharusnya dinikmati oleh pembeli atau konsumen
dipaksa beralih ke produsen atau penjual. Kekuatan untuk mengatur harga, pada dasarnya merupakan
perwujudan dari kekuatan menguasai pasar dan menentukan harga yang tidak masuk akal."
Persaingan antar pelaku usaha dapat didasarkan pada kualitas barang, pelayanan atau
servis dan/atau harga. Namun demikian, persaingan harga adalah salah satu bentuk persaingan yang
paling gampang untuk diketahui. Persaingan dalam harga akan menyebabkan terjadinya harga pada
tingkat yang serendah mungkin, schingga memaksa perusahaan memanfaatkan sumber daya yang ada
seefisien mungkin. Sebaliknya, dengan adanya perjanjian penetapan harga, para pelaku usaha yang
terlibat dalam perjanjian penetapan harga kemungkinan dapat mendiktekan atau memaksakan harga
yang diinginkan secara sepihak kepada konsumen, di mana biasanya harga yang didiktekan kepada
konsumen merupakan harga yang berada di atas kewajaran. Bila hal tersebut dilakukan oleh setiap
pelaku usaha yang berada di dalam pasar yang bersangkutan, hal ini dapat membuat konsumen tidak
memiliki alternatif yang luas kecuali harus menerima barang dan harga yang ditawarkan oleh pelaku
usaha yang telah melakukan perjanjian penetapan harga tersebut.'s Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun

1999 merumuskan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dcng:m pclaku usaha pesaingnya untuk
mcnctapk:m harga atas suatu bar:mg dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau

pcl:mggan Pﬂdﬂ pasar bcrs:mgkutan yang sama.”

144 Philip Areeda, Anticrust /‘\na[ysis, Problems, Text, Cases, op.cit., hal.13s.
145 Lennarc Riceer et al., EC Comperition Law, A Practitioner’s Guide, Kluwer Law International, Second ed.,
2000, hal. 142.
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Apabila dilihat dari rumusannya, maka pasal yang mengatur mengenai penctapan harga
ini dirumuskan secara per se illegal, schingga penegak hukum dapat langsung menerapkan pasal ini
kepada pelaku usaha yang melakukan perjanjian penetapan harga tanpa harus mencari alasan-alasan
mercka melakukan perbuatan tersebut atau tidak perlu membuktikan apakah perbuatan tersebut
menimbulkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak schat atau tidak.

Lebih lanjut menurut Pasal 5 ayat (2), UU No. 5 Tahun 1999 memberikan pengecualian-

pengecualian, schingga tidak semua perjanjian penetapan harga (price fixing agreement) dilarang.
Suatu perjanjian penetapan harga (price fixing) yang dibuat dalam suatu usaha patungan dan yang
didasarkan kepada undang-undang yang berlaku, tidak dilarang. Salah satu penerapan Pasal 5 UU
No. 5 Tahun 1999 terdapat pada Putusan KPPU No.o2/KPPU-1/2003 mengenai Kargo (Jakarta-

Pontianak).

Kasus V.2

Putusan KPPU No. 02/KPPU-I/2003 mengenai Kargo (Jakarta-Pontianak) adalah sbb:

Adapun yang menjadi pihak dalam kasus ini adalah pelaku usaha angkutan laut khusus
barang trayck Jakarta-Pontianak, yaitu PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjwan
(Terlapor 1), PT Pelayaran Tempuran Emas, Tbk. (Terlapor II), PT Tanto Intim Line
(Tcrl:lpor 11I) dan PT Perusahaan Pclayaran Wahana Barunakhatulistiwa (Tcrlapor V),
karena telah melakukan perjanjian kesepakatan bersama besaran tarif uang tambang untuk

trayck Jakarta- Pontianak-Jakarta.

Dalam kasus ini dapat diketahui bahwa Terlapor I, Terlapor Il, Terlapor 111 dan Terlapor
IV telah menandatangani kesepakatan bersama tarif uang tambang peti kemas Jakarta-
Pontianak-Jakarta No: o1/ SKB/ PNP-TE-WBK-TIL/ 06/ 2002 yang diketahui dan
ditandatangani juga oleh Ketua Bidang Kontainer DPP INSA dan Direktur Lalu Lintas
Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan.

Para Terlapor mendalilkan bahwa kesepakatan bersama carif uncuk menghindari perang
tarif ataupun terjadinya persaingan yang sangat tajam (cut-throat competition) antar pelaku
usaha semcnjak mcningkamya permintaan dan masuknya pc]aku usaha baru dalam industri
ini.

KPPU memutuskan bahwa penetapan tarif ini melanggar Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999
karena selain akan mengurangi persaingan dan meniadakan alternatif pilihan tarif baik yang
akan ditawarkan oleh penyedia jasa sesuai dengan variasi kualitas pelayanannya, maupun
yang akan dipilih oleh konsumen sesuai dengan kebutuhannya, kesepakatan ini juga akan
sangat merugikan industri bersangkutan karena terciptanya hambatan masuk (entry bariers)
yang cukup besar yang akan menghambat pelaku usaha baru untuk memasuki pasar

bersangkutan.

Apabila kita lihat perumusan Pasal 5 ini, maka ketentuan dalam pasal ini dapat ditafsirkan
secara per se illegal. Artinya apabila telah terbukti adanya perjanjian mengenai harga atas
suatu barang atau jasa, maka perbuatan tersebut secara otomatis telah bertentangan dengan
ketentuan dalam pasal dimaksud, tanpa perlu melihat alasan-alasan dari pelaku usaha

melakukan perbuatan tersebut.
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Putusan KPPU ini menurut hemat penulis adalah tepat, karena kesepakatan harga yang
dilakukan oleh para pelaku usaha dalam kasus ini jelas-jelas telah terbukei dan akan

merugikan konsumen

KPPU telah mengeluarkan Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal
5 (Penctapan Harga) UU No. 5 Tahun 1999. Menurut Peraturan KPPU tersebut, bentuk-bentuk
penctapan harga yang termasuk ke dalam Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 adalah berikut ini (namun
tidak terbatas pada):

1. Kesepakatan menaikkan atau menurunkan harga.

2. Kesepakatan memakai suatu formula standar sebagai dasar perhitungan harga.

3. Kesepakatan memelihara suatu perbandingan tetap antara harga yang dipersaingkan dengan
suatu produk tertentu.

4. Kesepakatan meniadakan diskon atau membuat keseragaman diskon.

5. Kesepakatan persyaratan pemberian kredit kepada konsumen.
Kesepakatan meniadakan produk yang ditawarkan dengan harga murah di pasar. schingga
membatasi pasokan dan memelihara harga tinggi.

7. Persetujuan kepatuhan pada harga yang diumumkan.

8. Kesepakatan tidak menjual bila harga yang disetujui tidak dipenuhi.

Kesepakatan menggunakan harga yang seragam sebagai langkah awal untuk negosiasi.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai bukti langsung (hard evidence) dan bukti
tidak langsung (circumstantial evidence). Bukti tidak langsung merupakan “suatu bentuk bukti yang
tidak secara langsung menyatakan adanya kesepakatan penetapan harga” Dinyatakan secara tegas
bahwa bukti semacam ini bisa digunakan untuk membuktikan dugaan adanya suatu perjanjian yang
tidak tertulis. Contoh bukti tidak langsung adalah bukti komunikasi yang tidak secara langsung
menyatakan kesepakatan dan bukti ckonomi. Penggunaan bukti ckonomi bertujuan sebagai
“upaya untuk mengesampingkan kemungkinan terjadinya perilaku penetapan harga yang bersifat
independen.”

Peraturan tersebut menyatakan bahwa pembuktian terjadinya perilaku/strategi yang paralel
(parallel business conduct) bukan merupakan bukti yang cukup untuk menyatakan adanya perjanjian
penetapan harga. Masih dibutuhkan analisis tambahan (plus factors) untuk membedakan parallel
business conduct dengan illegal agreement, seperti rasionalitas penetapan harga, analisis scrukeur
pasar, analisis data kinerja, analisis penggunaan fasilitas kolusi (facilitating devices). Namun, dalam
upaya pembuktian, tidak seluruh alat analisis tambahan tersebut harus digunakan. Peraturan
tersebut menyatakan bahwa pembuktian terbaik adalah pembuktian dengan menggunakan baik
bukti langsung maupun bukti tidak langsung. Namun, apabila sulit mendapatkan bukei langsung
scharusnya digunakan bukti tidak langsung yang terbaik, yakni dengan mengkombinasikan bukti
komunikasi dengan bukti ekonomi.

Rasio Pasal 5 ayat (2) mengecualikan penetapan harga oleh usaha patungan (joint venture)
sedikit dijelaskan oleh peraturan KPPU tersebut. Peraturan ini menyatakan bahwa penetapan harga
oleh joint venture dikecualikan karena apa pun jenis usaha patungannya, keputusan harga yang
dikeluarkan oleh perusahaan joint venture merupakan keputusan satu entitas bisnis tersendiri, dan
tidak dapat dianggap sebagai perjanjian penetapan harga antara pelaku usaha-pelaku usaha yang

memiliki joint venture tersebut. Namun demikian, pengecualiannya tidak berlaku secara mutlak, yakni
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hanya dari pendckatan per se illegal. Artinya meskipun penctapan harga oleh perusahaan joint venture
tidak dianggap sebagai perjanjian penctapan harga antara pelaku-pelaku usaha pemiliknya, namun
usaha patungan dapat dijadikan sarana (facilitating device) bagi pelaku-pelaku usaha pemiliknya untuk
melakukan koordinasi. Dengan demikian, penetapan harga yang dilakukan oleh suatu joint venture

bisa dilarang dengan pendckatan rule of reason.

b. Perjanjian Diskriminasi Harga (Price Discrimination Agreement)

Perjanjian diskriminasi harga adalah perjanjian yang dibuat olch pelaku usaha dengan pelaku usaha
lainnya di mana untuk suatu produk yang sama dijual kepada setiap konsumen dengan harga yang
berbeda-beda. Secara sederhana, suatu diskriminasi harga telah terjadi apabila terjadi perbedaan
harga antara satu pembeli dengan pembeli lainnya.

Namun demikian, dapat terjadi bahwa diskriminasi harga tersebut discbabkan karena
adanya perbedaan biaya atau karena kebutuhan persaingan lainnya seperti biaya iklan dan lain-lain.

Terdapat beberapa syarat untuk terjadinya diskriminasi harga yaicu:

1. Para pihak haruslah mereka yang melakukan kegiatan bisnis, schingga diskriminasi harga akan
merugikan apa yang disebut “primary line” injury yaitu di mana diskriminasi harga dilakukan
oleh produsen atau grosir terhadap pesaingnya. Begitu pula diskriminasi harga dapat pula
merugikan “secondary line” apabila diskriminasi harga dilakukan oleh suatu produsen terhadap
suatu grosir, atau retail yang satu dan yang lainnya mendapatkan perlakuan khusus. Hal ini
akan menyebabkan grosir atau retail yang tidak disenangi tidak dapat berkompetisi secara schat
dengan grosir atau retail yang disenangi.

2. Terdapat perbedaan harga baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui
diskon, atau pembayaran secara kredit, namun pada pihak lainnya harus cash dan tidak ada
diskon.

3. Dilakukan terhadap pembeli yang berbeda. Jadi dalam hal ini paling sedikit harus ada dua
pembeli.

4. Terhadap barang yang sama tingkat dan kualitasnya.

Perbuatan tersebut secara substansial akan merugikan, merusak atau mencegah terjadinya

persaingan yang schat atau dapat menyebabkan monopoli pada suatu aktifitas perdagangan.'

Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1999 melarang setiap perjanjian diskriminasi harga tanpa

memperhatikan tingkatan yang ada pada diskriminasi harga, di mana bunyi dari pasal tersebut

adalah:

“Pelaku usaha dil:lr:mg membuat perjanjian yang mcngakibatk:m pcmbcli yang satu harus
mcmbayar dcng:m harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pcmbcli lain uncuk

barang dan/atau jasa yang sama.”

Apabila kita lihatc rumusan pasa] di atas, maka nampaknya pcmbuat und:mg—und:mg tidak
membedakan siapa pembelinya, apakah perscorangan ataukah pelaku usaha. Menurut hemat penulis,
karena yang dilihat di sini adalah pcngaruhnya tcrhadap persaingan usaha, maka yang dimaksudkan
pcmbcli di sini akan lebih tepat kalau hanya mcliputi pclaku usaha.

Praktik diskriminasi harga seperti dirumuskan dalam Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1999 dapat

menycbabkan pembeli tertentu (di mana pembeli tersebut merupakan pelaku usaha juga) terkena

146 Areeda, op.cit., hal. 1054-1059.
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kewajiban harus membayar dengan harga yang lebih mahal dibandingkan pembeli lain (yang
juga merupakan pelaku usaha) yang sama-sama berada dalam pasar yang sama, schingga dapat
menycbabkan pembeli yang mengalami diskriminasi tersebut tersingkir dari pasar karena dia akan
kalah bersaing dengan pelaku usaha lainnya yang memperolch harga yang lebih rendah.

Bila melihat rumusan Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1999, diskriminasi harga ini dilarang secara
per se, schingga pelaku usaha yang melakukan perbuatan yang dilarang olch Pasal 6 tersebut dapat
dijatuhi sanksi hukum oleh penegak hukum tanpa terlebih dahulu melihat bahwa yang dilakukan
tersebut menimbulkan akibat tertentu atau tanpa harus memeriksa alasan-alasan dari dilakukannya
diskriminasi harga tersebut.

Sclanjutnya akan dijelaskan dengan melihat bagaimana diskriminasi harga ini diselesaikan
dalam kasus kartel perdagangan garam ke Sumatra Utara yang telah diputus Oleh KPPU dengan
Putusan No. 10/KPPU-L/2005.

Kasus V.3

Dalam kasus ini Terlapor adalah PT Garam, PT Budiono, dan PT Garindo dengan PT
Graha Reksa, PT Sumatra Palm, UD Jangkar Waja, dan UD Sumber Samudera. Berdasarkan
hasil pemeriksaan, KPPU menyatakan bahwa para terlapor telah melakukan pelanggaran
terhadap Ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 di antaranya Pasal 6 mengenai diskriminasi harga.
Hal ini didasarkan pada hasil pemeriksaan yang menemukan adanya kesepakatan secara
lisan yang dilakukan PT Garam, PT Budiono dan PT Garindo (G3) dengan PT GrahaReksa,
PT Sumatera Palm, UD Jangkar Waja dan UD Sumber Samudera (G4) untuk menetapkan
harga produk PT Garam lebih tinggi dibandingkan dengan harga produk PT Budiono dan
PT Garindo.

Melalui kesepakatan tersebut dinyatakan bahwa G3 menctapkan harga jual garam bahan
baku kepada pelaku usaha sclain G3 dan G4 lebih tinggi (Rp 490 atau Rp 510) dibandingkan
dengan harga jual garam bahan bakunya kepada G4 (Rp 385 atau Rp 405) padahal komponen
bi:ly:my:l sama schingga tindakan G3 tersebur tidak wajar karena untuk mcnju:ll garam bahan
baku kcpada pc]aku usaha sclain G3 dan G4 tidak dipcrluk:m komponcn biayn tambahan.

Dengan demikian maka Majclis Komisi memutuskan mcnyatak:m para Tcrl:lpor bersalah.
Putusan KPPU dalam perkara ini adalah tepat, karena diskriminasi harga tersebut
menyebabkan pembeli yang bukan merupakan anggota grup harus membayar lebih mahal

dari pada anggota.

c. Harga Pemangsa atau Jual Rugi (Predatory Pricing)

Predator berkonotasi secara sengaja merusak persaingan atau pesaing melalui penetapan harga di
bawah harga keuntungan jangka pedek (short-run profit maximizing price) atau penetapan harga di
bawah biaya dengan harapan akan tertutupi di kemudian hari melalui keuntungan monopoli yang
akan diterimanya.'7

Predatory pricing adalah salah satu bentuk strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam

menjual produk dengan harga di bawah biaya produksi (average cost atau marginal cost). Areeda dan

147 Stcphcn . Ross, I’rincip[c.\' ofAnritrus[ Law, op. cit., hal. 55-56.
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Turner mengatakan bahwa adalah bukan merupakan predacory pricing apabila harga adalah sama
atau di atas biaya marginal dari produksi suatu barang.*® Adapun tujuan utama dari predatory
pricing untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaing dari pasar dan juga mencegah pelaku usaha yang
berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang sama. Segera setelah berhasil membuat
pelaku usaha pesaing keluar dari pasar dan menunda masuknya pelaku usaha pendatang baru, maka
selanjutnya dia dapat menaikkan harga kembali dan memaksimalkan keuntungan yang mungkin
didapatkan. Untuk dapat melakukan perbuatan tersebut, maka pelaku usaha tersebut haruslah
mempunyai pangsa pasar yang besar dan keuntungan yang akan diperolch dapat menutupi kerugian
yang diderita sclama masa predator.'

Alasan dan keampuhan strategi predatory pricing masih menjadi kontroversi. Banyak ahli
ckonomi yang mempertanyakan strategi predatory pricing atas dasar bahwa strategi ini bisa sama
mahalnya bagi si pelaku usaha yang melakukan predatory pricing dan bagi korbannya. Begitu pula
sasaran predatory pricing tidak akan mudah untuk dicapai, karena akan sangat sulic mengeluarkan
pesaingnya dari pasar.

Di samping itu sebagaimana dinyatakan olch Profesor Arceda, bahwa predatory pricing ini
tidaklah selalu bertentangan dengan hukum. Beliau menyatakan bahwa kita harus membedakannya
dengan persaingan sempurna atau persaingan yang sangat ketat, karena bisa saja dianggap predatori
tapi sebenarnya adalah persaingan yang sangat kompetitif.»

Lebih lanjut Arceda menyatakan bahwa terdapat dua syarat pendahuluan sebelum
melakukan predatori yaitu; pertama, pelaku usaha yakin bahwa pesaingnya akan mati lebih dulu
dari pada dia. Kedua, keuntungan setelah predatori akan melebihi kerugian selama masa predatori.™

Prakeik predatory pricing sebagai salah satu strategi yang diterapkan oleh pelaku usaha
untuk mengusir pesaing-pesaingnya dari pasar yang sama sebenarnya sangat sulit untuk dilakukan
pada ckonomi pasar yang schat (healthy market economy). Karena pada pasar yang schat, maka tidak
ada hambatan untuk masuk (entry barrier) ke pasar bagi pelaku usaha, schingga pada awalnya (jika
berhasil) predatory pricing memang akan mengusir pelaku usaha pesaingnya dari pasar, namun ketika
si pelaku usaha yang menjalankan strategi predatory pricing-nya berhenti dan kemudian menaikan
harga lagi untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya, maka pada saat itulah pelaku-pelaku
usaha pesaingnya akan berusaha masuk kembali ke pasar.

Oleh karena itu, dalam predatory pricing haruslah terdapat hambatan untuk masuk ke pasar,
tanpa itu, maka tidak akan membawa hasil. Jadi besar kemungkinan si pelaku usaha yang melakukan
predatory pricing tidak akan mempunyai cukup waktu uncuk mengembalikan pengorbanannya selama
dia melakukan praktik predatory pricing tersebut, karena pelaku usaha pesaingnya mungkin sudah
kembali ke pasar dan bila si pelaku usaha tersebut tetap bersikeras terus menaikan harga, konsckuensi
yang mungkin didapatkan adalah produk dia tidak akan laku di pasar dan akan menderita kerugian
yang lebih besar.

Dilihat dari sisi konsumen, untuk sementara waktu atau dalam jangka pendck prakeik
predatory pricing memang menguntungkan bagi konsumen karena harga produk yang dijual olch
pelaku usaha menjadi jauh lebih murah. Akan  tetapi belum tentu di masa depan, ketika pelaku
usaha sukses dalam menjalankan scrategi predatory pricing dan menyebabkan dia tidak memiliki

pesaing yang berarti lagi, maka pelaku usaha tersebut akan menaikan harga kembali bahkan mungkin

148 Daniel J. Gifford and Leo ]. Raskind, Federal Antitrsuc Law Cases and Material, Anderson I’ub]ishing Co,
1998, hal. 438.

149 Peter C. Carstensen, I’rcdar()ry Pricing in the Courts: Kcﬂcc[ion on Two Decision, 61 Notre Dame L. Rev. 928,
1986, hal. 2.

150 Arceda op.cit., hal. 190.

151 Ibid., hal. 191.
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setinggi-tingginya untuk mengejar keuntungan yang scbesar-besarnya agar pengorbanan yang
pernah dikeluarkan selama pelaku usaha tersebut melakukan praktik predarory pricing terbayarkan
(recoupment test).

Menurut R. Shyam Khemani, predatory pricing biasanya dilarang bukan dikarenakan
menetapkan harga yang terlalu rendah terhadap produk yang dijualnya seckarang, tetapi dikarenakan
di masa yang akan datang pelaku usaha akan berusaha uncuk mengurangi produksinya dan menaikan
harga."* Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa hal ini bisa terjadi apabila pelaku usaha yang lain
lemah, dan terdapat halangan untuk masuk ke pasar baik bagi perusahaan baru maupun bagi
perusahaan yang dikalahkan. Oleh karena itu apabila pelaku usaha melakukan praktik predatory
pricing, namun tidak mengurangi produksinya dan juga tidak menaikan harga, maka mungkin tidak
akan terjadi predatory pricing yang bertentangan dengan hukum.

Pasal 7 UU No. 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian dengan
pelaku usaha lainnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar (predatory pricing) yang dapat
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak schat. Oleh karena ketentuan yang mengatur
mengenai predatory pricing dirumuskan secara rule of reason, maka sesungguhnya dapat dikatakan
sebenarnya pelaku usaha tidak dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk
menetapkan harga di bawah harga pasar, asalkan tidak mengakibatkan terjadinya persaingan usaha

tidak schat atau pelaku usaha tersebut mempunyai alasan-alasan yang dapat diterima.

Kasus 1V.4

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat bagaimana penerapan predatory pricing ini dalam
praktik. Sejauh ini belum terdapat putusan KPPU mengenai predatory pricing ini. Oleh
karenanya akan diuraikan contoh kasus dari luar negeri, yaitu yang terjadi di Amerika.
Salah satu kasus predatory pricing adalah yang terjadi antara William Inglis & Son Co. v ITT
Continetal Baking Co."*

Secara singkat kasus ini diajukan oleh Inglis yang mendalilkan bahwa Continental berusaha
menghilangkan persaingan dengan jalan menjual rugi roti dengan private label miliknya di
bawah biaya tidak tetap rata-rata, schingga menyebabkan Inglis bankrut. inglis mendalilkan
bahwa roti dengan merek pribadi berkembang di California bagian utara kira-kira tahun
1967-1968. Hal ini menyebabkan pangsa pasar Continental untuk Wonder Rotinya menurun.
Untuk itu Continental mulai juga menjual roti dengan merck pribadi (private label). Inglis
mendalilkan bahwa Continental menurunkan harga roti dengan merek private dengan
tujuan mematikan Wholeseller seperti Inglis. Sebaliknya Continental mendalilkan bahwa
dia hanya melakukan kompetisi secara ketat. Harganya adalah dapat dibenarkan mengingat

kelebihan kapasitas dalam industri.

Putusan pengadilan menyatakan bahwa Continental tidak melanggar hukum persaingan.
Ninth Circuit (Pcngadil:m Banding) mcny:ltak:m bahwa ap:lbila harga dari tcrlapor adalah
di bawah h:u‘gz total rata-rata, tetapi di atas biaya tidak tetap rata-rata, maka pclap()r/
penggugat mempunyai kcwajib:m untuk membuktikan bahwa harga dari tcrlapor adalah
predator. Namun apabi]a penggugat membuktikan bahwa hargz Tcrl:;por adalah di bawah
harga tidak tetap rata-rata, maka Tcr]apor mempunyai kcw:ljiban untuk membuktikan

buhwa harg:mya tcrscbut adalah masuk 21](211 tCI‘leHS dari akibatnya tcrhadap pcsaing.

152 R. Shyam Khemani, A Framework for the Design and Implementation of Competition Law and Policy, op. cit., hal.

77778
153 1bid., hal. 78.
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d. Resale Price Maintenance (Penetapan Harga Jual Kembali - Vertical Price Fixing)
Pasal 8 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat
persyaratan bahwa penerima barang dan/atau jasa tidak akan menjual atau memasok
kembali barang dan/atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada
harga yang telah diperjanjikan schingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha
tidak sehat.”

Ahli hukum dan ahli ekonomi aliran Chicago menyatakan bahwa resale price maintenance
bukanlah merupakan perbuatan yang melawan hukum persaingan. Setiap pelaku usaha mempunyai
hak untuk mengontrol beberapa aspek distribusi dari produknya. Pelaku usaha dapat saja mendirikan
perusahaan retail sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain. Mendirikan retail sendiri memerlukan
modal dan tenaga, sedangkan kerja sama dengan pihak lain tidak, namun tidak mempunyai kontrol
secara langsung.'”s

Terdapat dua macam resale price maintenance yaitu penetapan harga secara maksimum
(maximum price fixing). Dengan penetapan harga maksimum ini, maka sebenarnya masih terdapat
persaingan antara pelaku usaha, yang mungkin akan menguntungkan konsumen, karena yang
diperjanjikan adalah larangan untuk menjual lebih mahal atau di atas harga maksimum yang
disepakati, schingga pelaku usaha masih bisa berkompetisi di harga jual sepanjang hal tersebut masih
di atas harga predatori.

Jenis kedua adalah minimum resale price maintenance (floor price) yaitu kesepakatan antar
pelaku usaha di mana pembeli akan menjual kembali barang yang dia beli pada harga di mana
tidak bolch di bawah harga yang ditentukan. Dengan demikian adanya perjanjian minimum resale
price maintenance yang telah dibuat sebelumnya oleh perusahaan manufaktur dengan perusahaan
penyalurnya mengakibatkan perusahaan penyaluran tidak lagi memiliki kebebasan untuk menjual
produk yang disalurkannya tersebut dengan harga yang lebih rendah dari harga yang ditetapkan
perusahaan penyalur lainnya. ¢

Ketentuan yang mengatur mengenai resale price maintenance oleh UU No. 5 Tahun 1999
ditafsirkan dirumuskan secara rule of reason, schingga dapat diartikan pelaku usaha diperbolehkan
membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaracan bahwa penerima produk
tidak akan menjual atau memasok kembali produk yang diterimanya, dengan harga yang lebih
rendah daripada harga yang telah diperjanjikan asalkan tidak mengakibatkan terjadinya persaingan
usaha tidak schat.

Terdapat beberapa kasus mengenai resale price maintenance ini. Salah sacunya adalah mengenai

distribusi Semen Gresik yang telah diputus oleh KPPU dengan Putusan No. 11/KKPU-1/2005.

154 668 Fad 1014 (9th Cir. 1981).
155 S.G. Corones, Competition Law in Australia, Thomson, Lawbook, Fourth ed. 2007, hal. 526.

156 Veronica G. Kayne et al., Vertical Restraints: Resale Price Maintenance Territorial and Customer Restraint,

Practising Law Institute, »]:n‘lu:u'y/Fcbru:u‘y 2007, hal. 2.
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Kasus IV.5

Seccara singkat kasus ini adalah mengenai distribusi Semen Gresik di Area 4 Jawa Timur
yang meliputi wilayah Blitar, Jombang, Kediri, Kertosono, Nganjuk, Pare, Trenggalek, dan
Tulungagung. Pelanggaran tersebut diduga dilakukan oleh PT Bina Bangun Putra, PT Varia
Usaha, PT Waru Abadi, PT Perusahaan Pcrdagangzm Indonesia (Persero), UD. Mujiarto, TB.
Lima Mas, CV Obor Baru, CV Tiga Bhakti, CV Sura Raya Trading, CV Bumi Gresik yang

mcrupakan Distributor Semen Gresik dan PT Semen Gresik.

Dalam rangka memasarkan produknya, PT Semen Gresik, Tbk. dalam kasus ini sebagai
Terlapor XI menunjuk distributor. Kemudian PT Semen Gresik, Tbk. dan para distributor
mengikatkan diri melalui suatu perjanjian jual beli yang menempatkan para distributor

sebagai distributor mandiri/pembeli lepas.

Dalam perjanjian tersebut maka para distributor yaitu Terlapor I, Terlapor 11, Terlapor I,
Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor
X harus menjual Semen Gresik sesuai dengan harga yang telah ditentukan oleh Terlapor XI.
Disamping itu juga terdapat ketentuan yang melarang Terlapor I, Terlapor 11, Terlapor I11,
Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor
X untuk memberikan potongan harga (discount) di muka. Terlapor XI juga menentukan
harga tebus distributor, harga jual Semen Gresik dari distributor kepada LT, harga jual

Semen Gresik dari distributor dan atau LT kepada toko dan harga jual eceran minimum.

Unsur utama dalam resale price maintenance adalah adanya perjanjian antar pelaku usaha
yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan/atau jasa tidak akan menjual
atau memasok kembali barang dan/atau jasa yang ditcrimanya, dcngan hzrga yang lebih
rendah daripada harga yang telah diperjanjikan schingga dapat mengakibatkan terjadinya

persaingan usaha tidak schat.

Dengan adanya perjanjian penetapan harga ditingkat distributor tersebut, maka Terlapor
telah melanggar ketentuan dalam Pasal 8 UU No. 5 Tahun 1999, karena dalam kasus ini tidak
ditemukan adanya alasan-alasan dilakukannya perjanjian-perjanjian tersebut yang dapat
diterima, schingga perbuatan tersebut akan menyebabkan terjadinya persaingan usaha yang

tidak schat dan tidak membawa dampak yang positif bagi masyarakat.

Penjelasan dan pemahaman tentang Pasal 8 UU No. 5 Tahun 1999 dirasa sangat penting
schingga KPPU telah mengeluarkan Peraturan KPPU No. 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 8
(Penetapan Harga Jual Kembali). Menurut Peraturan ini, ada 3 (tiga) macam resale price maintenance,
yakni: maximum resale price, specified resale price dan minimum resale price. Maximum resale price adalah
pengaturan harga jual kembali di mana pemasok atau produsen mensyaratkan kepada pembelinya
untuk tidak menjual kembali produk yang ditentukan dalam kontrak dengan harga lebih tinggi
dari harga yang dipersyaratkan di dalam kontrak. Specified resale price adalah pengaturan harga jual
kembali di mana pemasok atau produsen mensyaratkan kepada pembelinya untuk menjual kembali
produk yang ditentukan dalam kontrak dengan harga tertentu sesuai dengan yang dipersyaratkan

di dalam kontrak. Minimum resale price adalah pengaturan harga jual kembali di mana pemasok atau
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produsen mensyaratkan kepada pembelinya untuk tidak menjual kembali produk yang ditentukan
dalam kontrak dengan harga lebih rendah dari harga yang dipersyaratkan di dalam kontrak. Namun,
dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa Pasal 8 UU No. 5 Tahun 1999 hanya melarang minimum
resale price maintenance.

Sesuai dengan bunyi Pasal 8 yang melarang resale price maintenance secara rule of reason,
karena mengandung kalimat “schingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak
schat,” maka peraturan tersebut menyatakan bahwa dalam konteks penetapan minimum harga jual
kembali, persaingan usaha tidak schat lebih tepat didefinisikan sebagai adanya hambatan terhadap
persaingan.

Dengan demikian dalam penilaian terhadap dugaan pelanggaran Pasal 8 UU No. 5 Tahun
1999, bukti adanya penctapan harga yang lebih rendah dari yang telah diperjanjikan tidak cukup
untuk menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 8. Pelanggaran terhadap Pasal 8
harus disertai bukti bahwa telah terjadi dampak negatif terhadap persaingan. Proses persaingan di
pasar dapat terganggu apabila terdapat perilaku antipersaingan yang dilakukan oleh perusahaan yang
memiliki posisi dominan di pasar.

Untuk membuktikan terjadinya persaingan usaha tidak schat, peraturan tersebut
memberikan 2 (dua) elemen pasar yang harus dinilai, yakni: perubahan scruktur pasar dan analisis
biaya manfaat. Perubahan struktur pasar bisa dapat terjadi apabila pelaku usaha penerima barang/
penerima persyaratan yang melanggar perjanjian penetapan minimum harga jual kembali menerima
sanksi dari pemasok/pemberi persyaratan schingga terpaksa keluar dari pasar. Analisis biaya manfaat
adalah untuk mengetahui sejauh mana keuntungan yang diterima konsumen akibat adanya resale price
maintenance ini (karena terjadinya persaingan layanan yang muncul akibat tidak adanya persaingan

harga) dibandingkan dcngan kcrugian akibat hilangnya persaingan harga.

IV.2.3 PEMBAGIAN WILAYAH (MARKET DIVISION)

Pelakuusaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya unctuk membagi wilayah pemasaran
atau alokasi pasar adalah salah satu cara yang dilakukan untuk menghindari terjadinya persaingan
di antara mercka. Melalui pembagian wilayah ini, maka para pelaku usaha dapat menguasai wilayah
pemasaran atau alokasi pasar yang menjadi bagiannya tanpa harus menghadapi persaingan. Dengan
demikian dia akan mudah menaikkan harga ataupun menurunkan produksinya atau barang yang
dijual untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Pada prinsipnya perjanjian di antara pelaku usaha untuk membagi wilayah pemasaran di
antara mercka akan berakibat kepada cksploitasi terhadap konsumen, di mana konsumen tidak
mempunyai pilihan yang cukup baik dari segi barang maupun harga. Pasal 9 UU No. 5 Tahun 1999

yang melarang perbuatan tersebut berbunyi:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan
untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan/atau jasa schingga

dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.”

Stephen F. Ross menyatakan bahwa hilangnya persaingan di antara sesama pelaku usaha
dengan cara melakukan pembagian wilayah bisa membuat pelaku usaha melakukan tindakan
pengurangan produksi ke tingkat yang tidak efesien, kemudian mereka juga dapat melakukan
cksploitasi terhadap konsumen dengan menaikan harga produk, dan menggunakan kekuatan yang
dimiliki untuk bertindak sewenang-wenang terhadap konsumen yang sudah teralokasi sebelumnya

tersebut.’s?

157 Stephen F. Ross, op.cit., hal. 147-148.
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Namun pembagian pasar tidak dapat berjalan secara efekrif apabila konsumen mempunyai
kemampuan yang cukup untuk berpindah dari pasar yang satu ke pasar yang lain untuk membeli
kebutuhannya. Permasalahan baru timbul apabila biaya yang diperlukan untuk pindah pasar
tersebut cukup mahal, juga bisa terjadi masalah apabila barang yang dibutuhkan terbatas dan tidak
ada substitusinya.

Perjanjian pembagian pasar dalam perkembangannya bisa terjadi dalam bentuk suatu pelaku
usaha diwajibkan untuk memasok hanya dengan kuantitas atau kualitas barang atau jasa tertentu,
tidak mengiklankan produknya secara gencar, atau tidak melakukan ekspansi usaha yang berlebihan
di wilayah pelaku usaha pesaingnya.

Adanya perjanjian pembagian pasar ini jelas dapat membuat pelaku usaha yang terlibat di
dalam praktik ini akan berkembang dengan pesat pada wilayah tersebut, namun dia akan mengalami
kesulitan dalam mengembangkan aktivitas usahanya secara lebih besar, karena wilayahnya terbatas.
Tetapi hal ini dikompensasi dengan cara melakukan eksploitasi secara besar-besaran terhadap
konsumen. Namun dalam kenyataannya, sesungguhnya kerja sama antara pelaku usaha yang bersaing
untuk melakukan perjanjian pembagian wilayah sebenarnya tidak hanya merugikan konsumen tetapi
juga sesungguhnya dapat merugikan bagi pelaku usaha itu sendiri di mana mercka akan dibatasi
dalam mengembangkan usaha mercka dan hilangnya kesempatan mercka untuk meningkatkan
kekuatan pasar yang dimilikinya.

Adapun yang menjadi tujuan dari perjanjian pembagian wilayah adalah untuk membagi
wilayah pemasaran atau alokasi pasar atas barang atau jasa atau yang dikenal dengan istilah “location
clause” yaitu suatu klausula yang mengatur lokasi di mana suatu pelaku usaha diberikan kewenangan
untuk menjual barang atau jasa. Tujuan lebih lanjutnya adalah untuk mengontrol kepadatan
distribusi dan mencegah terjadinya kelebihan barang pada lokasi tertentu.s® Perjanjian pembagian
wilayah ini dilarang karena menyebabkan pelaku usaha yang terlibac dalam perjanjian menjadi
memonopoli pada wilayah di mana dia dialokasikan.'

Ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian pembagian wilayah oleh UU No. 5 Tahun
1999 khususnya Pasal 9 dirumuskan secara rule of reason, schingga perlu dibuktikan apakah perbuatan
tersebut mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak schat, atau
apakah pelaku mempunyai alasan-alasan yang dapat diterima secara akal schat.

Untuk lebih jelasnya, maka akan diuraikan bagaimana penerapan Pasal 9 ini dalam prakeik

persaingan usaha di Indonesia.

Kasus V.6

Dalam Putusan KPPU No. 53/KPPU-L/2008 mengenai Pembagian Wilayah DPP AKLI
Pusat. KPPU memutuskan bahwa bahwa Terlapor I, Terlapor 11, Terlapor 111, Terlapor IV,
Terlapor V, dan Terlapor VI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 9 UU No.
5 Tahun 1999.

Adapun para Terlapor dalam kasus ini adalah Terlapor I adalah Dewan Pengurus Pusat
Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mckanikal Indonesia (DPP AKLI), Terlapor II Dewan

158 Veronica G. Kayne et. al., op.cic., hal. 9.

159 Ibid., hal. 9.
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Pengurus Daerah Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPD AKLI)
Sulawesi Selatan, Terlapor III Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Kontrakeor Listrik dan
Mekanikal Indonesia (DPC AKLI) Palopo, Terlapor IV Dewan Pengurus Cabang Asosiasi
Kontrakeor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPC AKLI) Luwu Utara, Terlapor V Dewan
Pengurus Cabang Asosiasi Kontrakeor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPC AKLI) Luwu
Timur, Terlapor VI Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal
Indonesia (DPC AKLI) Tana Toraja.

Bahwa Tcr]apor I adalah asosiasi pcrusahaan yang bcrgcrak di bidang pckcrjaan clektrikal
dan mekanikal yang bcrtujuan membina anggota-anggotanya untuk dapat memenuhi tugas
dan tanggung jawab dalam proses pcmbangunan Indonesia di bidang kctcnaga]istrikan.
Tcrlapor I memiliki 32 (tiga puluh dua) Dewan Pengurus Daerah (DPD), 121 (seratus dua
puluh satu) Dewan Pengurus Cabang (DPC), dan 4806 (cmpat ribu dc]apan ratus enam)

badan usaha instalacir.

Terlapor II adalah pengurus daerah Terlapor I di Provinsi Sulawesi Selatan, Terlapor 11
membawahi 9 (sembilan) DPC dan memiliki anggota sebanyak 173 (seratus tujuh puluh
tiga) badan usaha instalatir. Terlapor I1I adalah pengurus cabang Terlapor I di Kota Palopo,
Sulawesi Selatan, dan memiliki anggota sebanyak 11 (sebelas) anggota badan instalatir.
Terlapor IV adalah pengurus cabang Terlapor I di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan,
memiliki anggota sebanyak 11 (sebelas) anggota badan instalatir. Terlapor V adalah pengurus
cabang Terlapor I di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, memiliki anggota sebanyak

10 (sepuluh) anggota badan instalatir.

KPPU berpendapat berdasarkan bukei-bukti bahwa Terlapor I melalui Terlapor 11, Terlapor
111, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan DPC-DPC lain di wilayah Sulawesi Selatan,
membagi wilayah kerja PJT berdasarkan wilayah cabang PT PLN (Persero) di Sulawesi
Selatan. Namun khusus di wilayah PT PLN (Persero) Cabang Palopo, Terlapor Il membagi
lagi wilayah kerja PJT (Penanggung Jawab Teknik) menjadi 4 (empat) wilayah berdasarkan
tempat kedudukan DPC berada, yaitu: Terlapor 111, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor
VI. Pembagian wilayah PJT dalam SP-PJT oleh Terlapor I dapat dikategorikan sebagai
perjanjian dilaksanakan oleh Terlapor I1, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor
VI

Adapun yang menjadi alasan dari Terlapor I membagi wilayah kerja PJT melalui SP-PJT
adalah untuk keselamatan dan keamanan instalasi, serta memberdayakan potensi sumber

daya PJT setempat.

Pembagian wilayah kerja PJT yang dilakukan oleh Terlapor I di daerah Sulawesi Selatan
melalui Terlapor 11, Terlapor IlI, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan DPCDPC
lainnya di Sulawesi Selatan ini, menimbulkan dampak badan usaha instalatir tidak dapat
menggunakan P]T-nya di wilayah lain dan harus menggunakan jasa PJT setempat yang

menjadi pegawai di badan usaha instalatir.

Putusan ini mcnunjukkan kcpada kita bahwa suatu assosiasi pcrusaha:m dapat digunak:m
untuk melakukan aktivitas ataupun perjanjian-perjanjian yang antipersaingan. Dengan
adanya pembagian wilayah tersebut, maka kiranya jelas hal terscbut akan menyebabkan
tcrjadinya persaingan usaha yang tidak schat. Pada sisi lain tidak ditemukan ad:mya alasan-

alasan yang dapat membenarkan perbuatan tersebut.
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Sampai dengan diperbaharuinya buku ini, belum ada perkara lain selain tersebut pada kasus

IV.6 di atas. Juga tidak ada peraturan KPPU yang menjelaskan Pasal 9 UU No. 5 Tahun 1999.

IV.2.4 PEMBOIKOTAN (GROUP BOYCOTT ATAU HORIZONTAL REFUSAL TO DEAL)

Perjanjian pemboikotan merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan para pelaku usaha untuk
mengeluarkan pelaku usaha lain dari pasar yang sama, atau juga untuk mencegah pelaku usaha yang
berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang sama, yang kemudian pasar tersebut
dapat terjaga hanya untuk kepentingan pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian pemboikotan
tersebut.

Pemboikotan atau concerted refusal to deal pada umumnya merupakan tindakan kolekeif
sckelompok pesaing. Namun demikian boycott dapat pula merupakan tindakan sepihak atau kolekeif
untuk menghentikan supply atau pembelian kepada atau dari konsumen tertentu atau penerapan
syarat-syarat tertentu kepada konsumen atau supplier tertentu yang tidak melakukan tindakan yang
dikehendaki oleh pemboikot. Jadi tindakan pemboikotan bisa merupakan tindakan untuk memaksa
agar mengikuti perbuatan si pemboikot atau bisa pula merupakan suatu hukuman bagi pelanggar.

Agar praktik pemboikotan yang dilakukan para pelaku usaha yang berada di pasar dapat
berjalan sukses, diperlukan partisipasi yang seluas mungkin dari pelaku usaha yang ada di dalam
pasar yang bersangkutan, karena apabila tidak ada dukungan atau keterlibatan para pelaku usaha
secara luas yang ada di dalam pasar, pemboikotan biasanya akan sulit untuk berhasil.

Pemboikotan pada umumnya dianggap antipersaingan dan biasanya mempunyai
karakeeristik dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk merugikan para pesaing baik dengan secara
langsung menolak atau memaksa supplier atau konsumen untuk menghentikan hubungan dengan
kompetitornya. Boikot juga bisa dilakukan dengan menghentikan supply akan bahan pokok yang
sangat diperlukan.

Namun dikatakan pula bahwa boikot dapat pula mempunyai dampak yang prokompetisi
yaitu menimbulkan efisiensi. Misalnya, perjanjian pembelian bersama yang dilakukan olch
pengusaha-pengusaha kecil, mungkin akan menjadi effisien karena akan memenuhi skala ckonomi
dan juga menghemat dari sisi penyimpanan.

Dengan adanya perjanjian pemboikotan yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang ada
di dalam pasar membuat jumlah pelaku usaha yang ada di pasar tidak dapat bertambah, apabila di
dalam suatu pasar hanya terdapat sedikit pelaku usaha yang menjalankan usahanya dapat berdampak
terhadap berkurangnya pilihan konsumen untuk memilih pelaku usaha yang kemungkinan dapat
memberikan kepuasan terbesar kepada konsumen.

Pemboikotan biasanya dilakukan untuk memaksa pelaku usaha untuk mengikuti perbuatan
yang biasanya merupakan perbuatan yang antipersaingan (predatory boycott) atau untuk menghukum
pelaku bisnis lainnya yang melanggar perjanjian yang menghambat persaingan (defensive boycott).
Namun demikian pemboikotan dapat juga dilakukan secara tidak langsung, misalkan dengan cara
para pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian pemboikotan meminta kepada pelaku usaha yang
menjadi pemasok dari produk mercka untuk tidak memasok produk yang sama kepada pelaku
usaha yang menjadi target dari perjanjian pemboikotan, schingga apabila si perusahaan pemasok
tidak mengindahkan larangan terscbut, maka para pelaku usaha yang melakukan pemboikotan
akan memutuskan hubungan dengan perusahaan pemasok tersebut dan akan mencari perusahaan

pemasok lain.

160 Lennart Riteer et al., op.cit., hal. 205.
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162 Ibid..

Buku Teks Hukum Persaingan Usaha




Memperhatikan dampaknya yang sangat besar terhadap persaingan, maka dalam berbagai
hukum persaingan di banyak negara, perjanjian pemboikotan dianggap sebagai hambatan terhadap
persaingan usaha yang mendapatkan perhatian yang serius. Dengan terjadinya praktik perjanjian
pemboikotan telah menghilangkan salah satu prasyarat persaingan yang sangat penting yaitu
menghalangi pelaku usaha untuk masuk ke dalam pasar. Bahkan pasal 3 huruf ¢ dan f UNTACD
Model Law menegaskan bahwa “menolak secara kolektif untuk membeli atau memasok, atau
mengancam untuk melakukannya, adalah termasuk cara yang paling sering dipakai untuk memaksa
pihak yang tidak menjadi anggota kelompok tertentu untuk mengikuti kegiatan yang ditentukan
kelompok tersebut.”

UU No. 5 Tahun 1999 mengkategorikan perjanjian pemboikotan sebagai salah satu perjanjian
yang dilarang, yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Thun 1999, Pasal 10 ayat (1)
berbunyi:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat
menghalangi pelaku usaha lain untuk malakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar

dalam negeri maupun pasar luar negeri.”

Sedangkan Pasal 10 ayat (2) berbunyi:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak

menjual setiap barang dan/atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut:

a. mcrugik:m atau dap:lt diduga akan mcrugikan pc]aku usaha lain acau;
b. membatasi pclaku usaha lain dalam mcnju:ll atau membeli setiap bar:mg dan/atau jasa

dari pasar bersangkutan.”

Karena bcsarny:l kcrugi:m yang dapat ditimbulkan oleh suatu perjanjian pcmboikotan, maka
Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1999 yang mengatur mengenai perjanjian pcmboikot:m
ini dirumuskan secara per se i]l(’gal, schingga ketika ada pc]aku usaha yang melakukan pcrbuatan
perjanjian pemboikotan, maka tanpa memperhatikan akibat yang muncul dari perbuatan tersebut,
ataupun alasan-alasan dilakukannya pemboikotan tersebut, pelaku usaha sudah dapat dijacuhi sanksi
hukuman.

Untuk lebih jclasnya akan diuraikan secara lebih detail l:lgi dcngan membahas kasus
pemboikotan yang ada. Hingga saat ini belum ada perkara di KPPU terkait dengan pelanggaran Pasal

10, schingga akan diuraikan kasus dari negara lain.

Kasus 1V.7

Salah satu kasus pemboikotan di negara lain adalah Norhwest Wholesale Stationers, Inc. v
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